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ABSTRAKSI

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem p#atean suatu negara
sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (ke&anasarga negara) atas negara untuk
dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Dersokmangusung tiga konsep dasar yaitu
kebebasanliperty), persamaanefjuality), dan keadilan j(stice). Dalam pelaksanannya
menggunakan prinsip Trias Politica yang membagiukskan dalam tiga jenis lembaga
negara yakni eksekutif, yudikatif dan legislatigng ketiganya saling lepasdependen)
dan sejajar satu sama lain. Hal itu diperlukan &gdiga lembaga negara ini bisa saling
mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan priokgoks and balances. Dalam
menggambil keputusan menggunakan sistem pemungui@m® dengan asas mayoritas.
Asas mayoritas tersebut terbagi dalam tiga tipéuydil) mayoritas absolutalfsolute
majority) (2) mayotitas biasa sifmple majority), (3) mayoritas bersyaratgyalified
majority). Hal ini merupakan pengejawantahan dari masyasaia individualistik.

Hal tersebut di atas sangat bertolak belakang defgacasila yang digali dari
kehidupan masyarakat Indonesia yang komunal dergganangat kekeluargaan dan
gotong-royong. Lebih khusus pada sila keempat RB#dacaebagai landasan demokrasi
Indonesia, yang disitu disebutkan bahwa “Kerakyai@mg dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. |Bi@r belakang ini menjadi sangat
menarik untuk dikaji bagaimana hakikat Demokrasndaaila yang mengacu pada sila
keempat Pancasila? Sedangkan dari namanya sajh s@ietheda. Bagaimana sistem
pengambilan keputusan dalam Demokrasi Pancasilafa Seagaiman penerapan
pengambilan keputusan Komisi lll DPR Rl Pada Tah@h0-2011?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yamfpkas padadeskriptif-analisis.
Sifat yang digunakan adalah pendekatan sosioibistiengan menjelaskan masalah
berdasarkan hukum dan teori yang digunakan. Ssgie/g dalam penelitian ini, data
dianalisis dengan metode kualitatif melalui anatisgluksi. Dalam hal ini adalah produk
hukum tentang mekanisme Demokrasi Pancasila, pemamguara, dan penerapannya
oleh DPR khususnya komisi Ill.

Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa, demokrBsincasila merupakan
pengejawantahan dari nilai-nilai luhur budaya ban@isdonesia yang tertuang dalam
Pancasila sebagai fundamen negara dan disebutkam d#UD 1945 sebagai konsensus
negara. Didalamnya mengedepankan asas kekeluadgammotong-royong sebagai ciri
khas dari masyarakat komunal. Sehingga dalam meigemnkeputusan mengedepankan
musyawarah untuk mufakat dan menomerduakan pemamguara, walaupun dalam Pasal
2 ayat (3) dengan jelas menerangkan “Segala kegutMgjelis Permusyawaratan rakyat
ditetapkan dengan suara terbanyak” yang artinyagarar asas mayoritas. Begitu juga
dalam menerapkan Trias Politica, lembaga-lembagaraebekerjasama dan bermusyawah
untuk mengembil keputusan bersama. Dalam penergaainKomisi Ill DPR RI Pada
Tahun 2010-2011, pengambilan keputusan berdasarkagawarah untuk mufakat sebagai
upaya bersama dengan sistem kekeluargaan sangdat dwlujudkan. Hal ini
mengindikasikan bahwa semangat kekeluargaan daongiobyong sebagai ciri khas
bangsa Indonesia yang komunal atau kolektivismeaimmklemah, dan sebaliknya hal ini
mengidikasikan semakin mengutatnya individualisreleagai ciri khas masyarakat Barat
dengan sistem demokrasi liberal.
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Lembar Istimewa

DEMOKRASI
tidak dapat memberikan
keuntungan kepada warga negara,
dan memang tidak seharusnya diharapkan demikian.
Dalam kenyataannya, demokrasi tidak dapat melakukan apapun,
hanya warga negara dalam demokrasi tersebut yang bisa melakukan.
Demokrasi hanya menyediakan sebuah kerangka yang di dalamnya warga negara

mungkin bertindak dalam suatu cara yang kurang lebih terorganisir dan koheren.

*~Kalr R. Popper~*

Xiv



BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah

Pemungutan suaravdting) merupakan perwujudan demokrasi dengan asas
mayoritas yang digunakan untuk mencapai keputusamsama. Dalam hal untuk
mencapai keputusan bersama ini terkandung unsuir-pesmusyawaratan, perwakilan,
dan asas mayoritas, yaitu suara terbanyak yangodigbe melalui pemungutan suara
(voting) dan atau komprondi.Tujuan asas mayoritas ini seperti ditunjukan dtems
Kelsen adalah untuk mendorong suatu perubaharseéatal’ Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa pemungutan suara adalah sebuah jaltuk mencapai suatu
kesepakatan dalam sebuah musyawarah atau perundipgag berguna untuk

mendorong perubahan sosial.

Hal di atas sangat berbeda dengan sistem utamen daéamokrasi Pancasila
yang menggunakan asas musyawarah untuk mufakatt Hllansensus) dan
menomerduakan pemungutan suara atdung Demokrasi Pancasila merupakan sistem
politik yang dipakai Negara Indonesia sebagai reeggang berdasarkan hukum.
Demokrasi ini memiliki nilai khusus dibandingkamdean sistem demokrasi lain, sebab
Demokrasi Pancasila bersendikan pada nilai-nilancBsila yang merupakan ruh
Bangsa Indonesia. Pancasila yang kemudian melahiskiish Demokrasi Pancasila ini

berawal dari perdebatan panjang dalam suatu pani&yawarah yang disebut Panitia

! Aidul Fitriciada Azhari, Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurutsttosi,
(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 200@), &O.

2 Hans KelsenGeneral Theori of Law and Sta{@ew York: Russel&Russel, 1973), him. 287.



Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Is@ghgang kemudian lebih
dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha-UsahaiaPan Kemerdekaan

Indonesia (BPUPKI).

Namun demikian, eksistensi Demokrasi Pancasila aanspat ini masih
dipertanyakan. Hal ini sebagaimana yang diucapkah.FDr. Moh. Mahfud MD yang
menilai bahwa saat ini Bangsa Indonesia mengalarmasalahan baru yang sangat
mendasar, yaitu masalah identitas dan jati diragabsuatu bangsa, baik dalam sistem
politik, hukum, ekonomi maupun budaya. Perkembankgimdupan berbangsa dan
bernegara lebih ditentukan oleh kepentingan pragmneigka pendek dan dipengaruhi

oleh kekuatan globdl.

Selanjutnya, Prof. Mahfud MD menuliskan bahwa deraskyang berkembang
juga ada yang menilai terlalu liberal dan mengawatalkekuatan politik semata,
mengesampingkan dasar kerakyatan yang dipimpin dlimat kebijaksanaan,
begitupun juga dengan sistem hukum saat ini ter&esarah hukum yang juga liberal,
sehingga kering dari nilai-nilai keadilan sosi&@adahal sudah jelas bahwa tujuan dasar
berdirinya Negara Indonesia sebagaimana tertualagndsila kelima Pancasila adalah

untuk mencapai keadilan sosoial bagi seluruh rakyhinesia.

Berbicara tentang Demokrasi Pancasila tentu tids& terlepas dari Pancasila

itu sendiri yang memiliki fungsi utama sebagai daSegara Republik Indonesfa.

3 Mohammad Hattaylemoir, (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002), him. 435.

* Moh. Mahfud MD, Dalam Ceramah Kunci, pada kongrascasila di UGM Yogyakarta, 30
Mei 2009. Lihat Agus Wahyudi, dkk (EdProceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Bggia
Perspektif(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraarkdfafah Konstitusi, 2009). Him. 8

5 Ibid. HIm. 9.

® Dardji Darmodiharjo dan ShidartRpkok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan bagimana Fiisaf
Hukum IndonesiaCet. Ke-5, 2004, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 200%).229.



Dasar Negara Pancasila itu dinyatakan secara tajasn pokok-pokok pikiran dari
Pembukaan UUD 1945Sedangkan cita kenegaraan yang dibangun dalam 1845
adalah cita kenegaraan kekeluargaan atau yang Smlepomo disebut paham Negara
Integralisti€ yang berbeda dengan demokrasi liberal yang berdamsl masyarakat
yang menganut paham individualisme. Artinya baheiss kenegaraan yang hendak
dibangun harus didasarkan pada paham kedaulatgatrgiing modern, tetapi tidak
mengikuti mentah-mentah jalan pikiran yang sudakdmbang sebelumnya di negara-

negara Barat.

Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia bergdaia pendiri bangsa
memiliki cita-cita bahwa cita negaratdatsidee)indonesia sejauh mungkin harus
dibangun secara khas dalam arti tidak meniru paingimidualisme-liberalisme yang
justru telah melahirkan kolonialisme dan imperaéisyang harus ditentang, atau paham
kolektivisme ekstrem yang diperlihatkan dalam pkakli lingkungan negara-negara
sosialis-komunig. Sehingga Pancasila yang kemudian lahir itu merapakieologi
alternatif atau jalan tengah bagi Bangsa Indongai®gy sebelumnya telah memiliki

tradisi demokrasi pedesaan yang berbeda dengasi Badlat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dardji Darimagb dan Dr. Shidarta
dalam bukunyaPokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan bagimana Fdsaflukum
Indonesia, yang menyatakan dengan tegas bahwa Teori KedauRtdyat dari
Rousseau yang berawal dari Teori Kontrak Sosiabdor dengan Teori Kedaulatan

Rakyat Negara Pancasila, karena kedaulatan rakegiadd Pancasila dijiwai dan

7 Ibid. HIm. 213.

8 Ni'matul Huda,UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulafdgkarta: Rajawali Press, 2008),
him. 62.

® Ibid, him.66-67.



diliputi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan siladsiia dari Pancasila. Demikian juga
halnya jika Teori Kedaulatan Rakyat Negara Parmadibandingkan dengan teori
kedaulatan dari Hobes (yang mengarah ke absoldtistae John Locke (yang

mengarah ke parlementéf).

Kedaulatan rakyat dalam teori Kontrak Sosial addletdasarkan suatu situasi
pemikiran di mana manusia dianggap hidup dalam daadebas dan mempunyai
derajat yang sama dengan manusia yang lain. Masat demengerti bahwa kedaulatan
rakyat di sini mempunyai arti kedaulatan yang disakan atas kesamaan dan
kebebasan masing-masing pribadi dalam masyaraledangkan kerakyatan atau
kedaulatan rakyat dalam Demokrasi Pancasila dikasaatas hikmah kebijaksanaan
untuk bersama-sama membahas suatu masalah yaogdgeetahkan bersama-sama,
dan hal ini telah hidup lama dan dijalankan daleesaddesa Indonesia, yaitu dalam

masyarakat adat. Gagasan ini bersumber dari keknasatlak rakyat’

Kedaulatan rakyat di Indonesia sekarang ini didasarpada sila ke empat
Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpehdikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan” yang kemudian diseleliagai Demokrasi Pancasila.
Muatan yang paling mendasar dari sila ke empatdaiah prinsip “musyawarah untuk
mufakat” dalam perwakilan. Musyawarah untuk mufaka&tmerupakan suatu proses
upaya bersama untuk mencari kesatuan pendapatbgahgbungan dengan kekuasaan

dan kepentingan rakyat banyak, namun demikian derlati dan caranya dengan

1% Dardji Darmodiharjo dan Shidartapkok-Pokok Filsafat...him. 212.

1 Muhammad KoesnoeMusyawarah”, dalam Miriam Budiardjo (ed.)Vlasalah Kenegaraan,
Cet. Ke-4, (Jakarta: Gramedia, 1984), him. 56.



voting Inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesirdaupaya menyelesaikan

masalah-masalah bersaminpa harus berujung dengan kekalahan salah iseiki p

Sila keempat ini oleh Soekarno pada gagasan awdisgaut sila mufakat atau
demokrasi dan berada pada urutan ketiga saat piddimi 1945 di BPUPKI ketika
membahas tentang dasar negara. Soekarno menjelzathana negara Indonesia bukan
negara untuk satu orang, bukan satu negara untukgsdongan, melainkan negara
“satu buat semua, semua buat satu”, maka syardakmagiar negara Indonesia kuat

ialah dengan cara musyawarah, perwakifan.

Lebih lanjut Soekarno menjelaskan bahwa Pancasita diperas lagi maka
menjadi Trisila yang berisi nasionalisme, demokrdan Ketuhanan, dan jika diperas
lagi menjadi satu maka isisnya adalah gotong-roydmégamun keputusan terahir yang
dipilih adalah Pancasila, sehingga yang muncul keatian adalah Demokrasi Pancasila
yang memiliki tiga prinsip: mufakat, perwakilan,ndenusyawarah. Prinsip-prinsip ini
sudah ada sejak dulu, sejak jaman Nusantara. Diasinmip-prinsip inilah yang
memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, ketikkalisme melahirkan kapitalisme,
dan ketika kapitalisme menjadi bapak dari impenadisyang memperbudak bangsa

Indonesia®

Di sisi lain, Pancasila sebagai kaidah pokok nedavajudkan menjadi kaidah

dasar dalam batang tubuh (baca: pasal-pasal) UUIB, I8tau dengan perkataan lain

2 M. Taopan,Keunggulan Filsafat Pancasila sebagai Filsafat Kgamean, cet. Ke-1, 1992,
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), him. xv.

13 |gn. Gatut Sakson®ancasila Soekarno (Ideologi alternatif terhadaplulisasi dan Syari'at
Islam), (Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas, 2007). him. 79

14 soekarno, Revolusi Indonesia; Nasionalisme, Marhaen, dan Raie, Cet. Ke-2,
(Yogyakarta; Galang Pres, 2007), him. 52.

15 |gn. Gatut Sakson®ancasila Soekarno.him. 81.



Pancasila sebagdias Solerdiwujudkan menjadi batang tubuh atau sebalgai Sein

dari pancasila tadf Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD I94Beinjadi

sumber hukum yang tertinggi bagi negara hukum Ied@n Perubahan UUD 1945
(dalam Perubahan Keempat) mempertegas perbedadsi gas kedudukan antara
Pembukaan dengan pasal-pasal UUD 1945. Pasal Haitliambahan UUD 1945
menegaskan bahwa UUD 1945 terdiri dari Pembukaanpdaal-pasal. Hanya pasal-
pasal saja yang dapat menjadi objek perubahan glemianPembukaan tidak dapat

menjadi objek perubahan.

Pembukaan UUD 1945 memiliki nilai abstraksi yanggsd tinggi sehingga kita
hanya dapat menimba elemen-elemen yang sangat sanoagi arah pembangunan
negara hukum Indonesia. Nilai yang terkandung dadambukaan itulah yang menjadi
kaedah penuntun bagi penyusunan pasal-pasal UUB 4€4inga tidak menyimpang
dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah data siegara Indonesia. Dalam bahasa
lain dapat dikatakan bahwa Pancasila yang menjadhakum (echtside)yang harus
dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Ind@esbagai negara yang berdasarkan

hukum.

Dengan demikian, setiap hukum yang lahir di Ind@nésmrus berdasar pada
Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulaiydaug paling atas sampai yang paling
rendah hierarkiny’ Dalam tingkat implementatif, bagaimana kongkritnyagara
hukum Indonesia dalam kehidupan bernegara harisadpada pasal-pasal Undang-

Undang Dasar. Kaedah-kaedah yang terkandung dabksal-pasal UUD-lah yang

6 Azhari, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normaghtang Unsur-Unsurnya,
(Jakarta: Ul Press, 1995). him. 83.

17 Moh. Mahfud MD,Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi IgUakarta: Rajawali Press,
2009), him. 52.



menjadi kaedah penuntun bagi pelaksanaan pemeaintaiegara yang lebih
operasional. Akan tetapi yang menjadi pertanyaamdasar adalah bagimana sila
keempat tersebut diterapkan dalam bentuk hukum kangkrit sehingga mudah dalam

mengimplementasikannya dalam kehidupan bernegara.

Sejauh ini prinsip musyawarah untuk mencapai mufaaagaimana yang
dikehendaki dalam sila keempat pernah diatur akaujddkan dalam Tap MPRS No.
VIII/IMPRS/1965, namun ini kemudian dicabut dengaap TMPRS No.XXXVII/
MPRS/1968, dan selanjutnya yang disebutkan tenahitgemudian dicabut kembali
dengan Tap MPR No. V/IMPR/1973Begitupun dengan “kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan” tidak jelas bagaimanaepgpannya dalam lembaga

legislatif.

Penulis melihat bahwa pada prakteknya musyawarék unufakat seringkali
tidak menemukan titik temu atau mengalami jalantiuhal ini bisa dilihat dari hasil
keputusan di DPR yang bermula dari musyawarah mauf@amun pada ahirnya
berujung pada pemungutan suara atating yang menunjukkan kemenangan suara
mayoritas. Lantas apakah ini dapat dikatakan selzgiaat, karena dalam konstitusi
sendiri menganut asas mayoritas sebagimana tertdalagn Pasal 2 ayat (3) UUD
1945: “Segala putusan Majelis Permusyawaratan Ra#itatapkan dengan suara

terbanyak.”

Secara lebih lanjut, kita dapat melihat apa yarngaeg dalam Pasal 37 ayat (4)
“Putusan untuk mengubah Undang-Undang Dasar ditakudengan persetujuan

sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah saggota dari seluruh anggota

18 Moh. Mahfud MD,Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tegtdnteraksi Politik
dan Kehidupan Ketatanegaraa@et. Ke-2. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), him. 43.



Majelis Permusyawaran Rakyat.” Atau kita bisa nadlitlalam Pasal 37 ayat (1) dan (2)
sebelum amandemen yang mengatur tata cara perubahstitusi, dimana dalam pasal
tersebut berbunyi: “Untuk mengubah Undang-Undangaba&ekurang-kurangya 2/3
daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratary&®akarus hadir.” Dan ayat (2)

yang berbunyi : “Putusan diambil dengan persetugekurang-kurangnya 2/3 daripada

jumlah anggota yang hadir.”

Di sisi lain, “kerakyatan yang dipimpin oleh hiknmiabijaksanaan” sangat jauh
dari “dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Padahh itu lebih utama karena
ketentuan tersebut ada dalam Pembukaan UUD 194fa faatanya, anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat sering melakukan tindakamkisnkarena tidak bijaksana
dalam menyikapi perbedaan pendapat yang mencermtiridakan individualisme atau
hanya mementingkan kepentingan gololongannya. Avggaementara penulis bahwa
tentu ada yang salah dalam penerapan sila keempaebagai norma dasar dari
Demokrasi Pancasila, entah itu sistemnya yang gakstemeror) atau manusianya

yang salahi{umaneror).

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk elesuri Demokrasi
Pancasila (musyawarah untuk mufakat) yang bertupapia kebijaksanaan namun tidak
tertuang dalam konstitusi, lantas bagaimana pragégigambilan keputusan di Komisi
Il DPR RI Pada Tahun 2010-2011. Sehingga pertamp&atanyaan yang patut
diajukan adalah, apa sebenarnya hakikat DemokeagidBila yang mengacu pada sila
keempat Pancasila? Bagaimana sistem pengambilaotusam dalam Demokrasi
Pancasila? Dan yang terahir adalah bagaimana pameggengambilan keputusan di
Komisi Il DPR RI Pada Tahun 2010-2011, apakah aesiengan Demokrasi

Pancasila?



B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas, maka pokok masalahndgbenelitian ini dapat

dirumuskan dalam tiga pertanyaan, yaitu:

1. Bagaima hakikat Demokrasi Pancasila yang mengata gita keempat Pancasila?
2. Bagaimana sistem pengambilan keputusan dalam Deassidkancasila?
3. Bagaimana penerapan mekanisme pengambilan keputlisgomisi 1ll DPR RI

Pada Tahun 2010-20117

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneiitiaakan mempunyai

tujuan:

1. Menjelaskan konstruksi Demokrasi Pancasila yangKagrpada sila keempat

Pancasila.
2. Menijelaskan sistem pengambilan keputusan dalam ResidPancasila.

3. Menjelaskan penerapan sitem pengambilan keputusdomisi 1ll DPR RI

Pada Tahun 2010-2011.

D. Kegunaan Pendlitian

Tesis ini diharapkan kelak mempunyai manfaat psaltituk menemukan jati
diri Demokrasi Pancasila yang digali dari Pancasélbagai falsafah bangsa khususnya
mengenai pemungutan suara dalam sistem ketatamegémdonesia. Penemuan ini
menjadi penting karena berfungsi untuk mengukulsistem dan nilai-nilai Demokrasi

Pancasila sebagai sistem demokrasi Indonesia garsumber pada Pancasila, dan



10

sekaligus memberikan garis tegas atau membedakaa praktek Demokrasi Liberal
dan yang mana praktek Demokrasi Pancasila, serteelaah praktek pengambilan
keputusan yang terjadi di Komisi Il DPR RI Padahiia 2010-2011. Manfaatnya
teoritisnya adalah untuk memperkaya wacana demiokkhssusnya mengenai
musyawarah dalam pengambilan kepususan baik dengtakat bulat ataupun dengan
pemungutan suara hingga berbentuk produk hukum Ysaiilg dan dapat diterapkan

dalam konstitusi Indonesia.

. Orisinalitas Penelitian

Pemungutan suarav¢ting merupakan cara pengambilan keputusan yang
berasal dari demokrasi liberal, dan hal ini menjaginbahasan yang menarik ketika
dibahas secara bersamaan dengan Demokrasi Pangasia sejatinya mengambil
keputusan dengan cara mufakat bulat setelah beawasgh. Namun demikian,
pembahasan terkait denganting dan demokrasi Pancasila saat ini belum banyak
dilakukan. Meskipun telah banyak yang membahas BexapPancasila secara terpisah,
misalnya buku dengan juduDémokrasi Pancasila®yang dikarang oleh Prof. Dr.
Hazairin, SH. yang terbit pertama pada tahun 19B0ku ini secara luas membahas
tentang pengertian dan asal-usul demokrasi paacashmun tidak membahas
bagaimana demokrasi pancasila tersebut diterapled@amdbentuk undang-undang.
Kecuali membahas sila keempat pancasila dijabatkiam Tap MPRS/XXXVII/1968.

Buku lainnya adalah buku yang ditulis oleh Prof.C8sPamudji, MPA. dengan
judul “Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional; Suataligis di Bidang Politik
dan Pemerintahan”yang terbit pertama pada tahun 1981. Buku imnbehas bagima

kehidupan politik yang sesuai dengan demokrasi #&lacagar tidak menyebabkan



11

perpecahan dalam negara Indonesia. Kelemahan hukw-tersebut diatas adalah
warna penafsiran terhadap Pancasila yang sandsb@rde Baru, di mana semuanya
pada masa itu harus serba pancasilais sebagal pne&k kepentingan politik Orde
Baru.

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan pereliyang secara utuh
membahas pemungutan suara yang dibahas bersamand®egnokrasi Pancasila,
khususnya praktek pengembilan keputusan di Korhligsidn Komisi XI DPR Tahun
2009-2011. Kecuali tesis strata dua yang dijadikarku dengan judul Sistem
Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitugang ditulis oleh Aidul
Fitriciada Azhari. Dalam buku ini membahas sisteengambilan keputusan, baik
secara musyawarah mufakat maupun dengan cara petaorsgiara.

Sehingga kesimpulannya bahwa penelitian ini saoggén dengan persoalan
bangsa Indonesia saat ini hubungannya dengan dasidkdonesia yang belum dapat

dikatakan sempurna, sehingga membutuhkan kajidnkhusus dan mendalam.

. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi
Demokrasi® merupakan asas dan sistem yang paling baik daisienms
politik dan ketananegaraan, bahkan menurut hasielgian yang disponsori oleh

UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidalsattipun tanggapan yang

9 Menurut asal katanya, demokrasi berarti “rakyakbasa” atau “government or rule by the
people”. (Kata Yunani demos berarti rakyat, krtagein berarti kekuasaan/berkuasa). Lihat Miriam
Budiardjo, Dasar-dasar limu PolitikCet. Ke XII, (Jakarta: Gramedia, 1989), him. 5(hdtijuga dalam
bukunya Ni'matul Huda)imu Negara,(Jakarta: Rajawali Press, 2010), him. 200, yang yelettkan
bahwa kata demokrasi ata@émocracydalam bahasa Inggris diadaptasikan dari kisanokratiedalam
bahasa Perancis pada abad ke-16. Namun asal ketaaseya berasal dari bahasa Yurgernokratia,
yang diambil dari katdemosberarti rakyatkratis/kratienberarti kekuasaan/berkuasa (memerintah).
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menolak demokrasi sebagai landasan dan sistem palimgy tepat dan ideal bagi
semua organisasi politik dan organisasi mod&rn.

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yarigtarakan di Athena
kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasarysm@ghp sebagai contoh awal
dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukomkidasi moderd* Namun,
arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengeaaktu, dan definisi modern telah
berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan denganmpleakegan sistem "demokrasi” di
banyak negara. Konsep demokrasi menjadi sebuah Kkatei tersendiri dalam
bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebalkmndokrasi saat ini disebut-sebut
sebagai indikator perkembangan politik suatu netfara

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang nuaigan bahwa
kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyatlafm pengertian yang lebih
parsitipatif demokrasi bahkan disebut sebagai kmrisekuasaan dari, oleh, dan
bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokaldigkui berasal dari rakyat,
dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menenwdamemberi arah serta yang
sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegfﬁraan.

Dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa demokrdsiala pola
pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktiidenggota masyarakat dalam
keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wang. Maka legitimasi

pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dangontrolnyg* Hal ini

2 Ni'matul Huda,llmu Negara (Jakarta: Rajawali Press, 2010), him. 196.
L Fransz Magnis-Susenilencari Sosok Demokrasi. Him. 34.
2 Sejarah dan Perkembangan Demokrasi, http://wwvipaikia.org Akses tanggal 29 Juli 2012.

2 Jimly Assiddigie,Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasiet. Ke-2, (Jakarta:
Konstitusi Press, 2005), him. 241.

24 Abdul Aziz Hakim,Negara Hukum dan Demokrasi di Indoneszet. Ke-1, ( Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2011), him. 174.
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karena model demokrasi yang dipakai Indonesia hddlemokrasi perwakilan,
dimana rakyat menyalurkan kehendaknya, dengan rmemvakil-wakilnya untuk
duduk dalam dewan perwakilan rakyat, bukan demoktasgsung ataupun
demokrasi perwakilan dengan sistem referenffumalam sistem pemerintahan
demokrasi mengandung unsur-unsur yang paling gei@m mendasar yang harus
dipenuhi, yaitu:

1. Keterlibatan warga negara dalam membuat keputusiéikp

2. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara.

3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yakgidian dipakai oleh

warga negara.

Suatu sistem perwakilan
Suatu sistem pemilihan-kekuasaan mayofitas.

ok

Namun demikian, ada permasalahan yang belum ditemtikk temunya
disekitar perdebatan tentang demokrasi, vyaitu nr@Eigebagaimana cara
mengimplementasikan demokrasi itu dalam praktiK.irl&karena demokrasi saat ini
memiliki banyak ragam, ada yang dinamakan demolmasstitusionil, demokrasi
parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Palecasdemokrasi rakyat,
demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagaiby antara nama-nama
demokrasi tersebut yang dianut di Indonesia addkihokrasi Pancasila. Namun
demikian, demokrasi Pancasila sampai saat ini behememukan bentuk yang jelas
atau masih dalalam taraf perkembangan dan meng#fasisifat dan ciri-cirinya
terdapat berbagai tafsiran serta pandafigan.

Demokrasi sebagai sistem politik dan sistem ketmfaraan sangat erat

kaitannya dengan hukum. Sebab Indonesia yang meaggn sistem demokrasi

% Agus Wahyudi, dkk (EdProceeding.him.324.

% pahlan Thaib,Pancasila : Yuridis Ketatanegaraaidisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP
YKPN, 1994), him. 98.

2" Miriam Budiardjo,Dasar-dasar [Imu...him. 50.
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juga merupakan Negara yang berdasarkan hukum. @ghinlemokrasi yang
diidealkan harus diletakkan dalam koridor hukum rageerjalanannya tidak
menyimpang. Tanpa hukum, demokrasi justeru dapdtebdang ke arah yang
keliru karena hukum dapat ditafsirkan secara sé&piblah penguasa atas nama
demokrasf®

Selain itu, yang perlu diperhatikan bahwa demokitasmenyangkut nilai-
nilai dan prinsip-prinsip dasar yang terwujud dalaerilaku budaya masyarakat
yang mencakup dua hal sekaligus yaitu institusi diedisi. Artinya bahwa
perwujudan demokrasi disatu pihak memerlukan pedgyaan, tetapi dipihak lain
memerlukan tradisi yang sesuai untuk mendukung8ghingga masyarakat yang
berusaha mengadopsi gagasan demokrasi tetapi migakiliki tradisi demokrasi,
maka niscaya pelembagaan demokrasi itu tidak akalahinkan perbaikan dalam
peri kehidupan bersama dalam masyarakat yang topas@m>°

Karena dalam penelitian ini fokusnya dalam persodemokrasi, maka di
sini tidak akan dibahas lebih dalam. Namun nantiakan dibahas dalam bab

tersendiri.

. Teori Perwakilan

Konsep perwakilan rakyat memiliki beberapa corakgyderbeda sesuai
dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh suzgara. Pada garis besarnya
paling tidak ada dua konsep yang menonjol dalamilpean Barat mengenai sistem
perwakilan, yaitupertama; konsep yang terkait dengan hubungan antara lembaga

perwakilan dengan pemerintah. Sehubungan dengamersdbut ada dua konsep

28 Jimly Assiddigie Hukum Tata Negara hlm. 245.
# |bid. him. 244.
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yang berkembang yaitupertama lembaga perwakilan dimaksudkan untuk
mengekang dan mencegah tindakan sewenang-wenamderbpdap rakyat. Jadi
lembaga perwakilan rakyat sebagai sarana untuk m@sitkekuasaan raja terhadap
rakyat, kedua lembaga perwakilan rakyat dimasudkan untuk menggantsistem
demokrasi langsung jaman Athena, sehingga melaoibdga perwakilannya
masyarakat dapat berpartisipasi dalam penentuaalahasiasalah kenegarain.

Konsep kedua, terkait dengan hubungan lembaga perwakilan dengan
rakyatnya, yang dalam hal ini berkembang dua kangaijpu pertama; wakil yang
duduk dalam lembaga perwakilan tidak tergantung pathendak atau instruksi dari
mereka yang memilihnya artinya para wakil itu bebatik bertindak dan mebuat
kebijaksanaan nasional berdasarkan keyakinannyhrisen

Menurut konsep ini, para wakil terpilih bukanlahwkhnmembela/mengurus
kepentingan para pemilihnya saja tetapi untuk keépgan rakyat secara
keseluruhan. Inggris dan Perancis, juga Jerman amemgkonsep ini.Kedug
didasarkan pada teori kedaulatan rakyat yang markgaj bahwa para wakil dalam
lembaga perwakilan hanya merupakan perantarats&geople’s agentsKarenya
para wakil itu harus mengikuti instruksi para pdénmya atau rakyat. Amerika
Serikat termasuk penganut konsep yang kedua ini.

Dalam perkembangan modern sekarang ini lembagaajéan rakyat telah
berkembang sedemikian rupa, sehingga memiliki fungsg cukup luas dan
beragam dan tidak lagi terpaku pada fungsi legistagerti konsep Montesgieu.

Dalam perkembangan selanjutnya, teori perwakilarindonesia ini disandingan

** Moh.Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indones(@etakan Kedua, Edisi
Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. HIm. 45.
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dengan konsep musyawarah. Musyawarah perwakilampakan dua kata yang

maknanya sangat berbeda jauh dan tidak memilikerikettan apapun ketika

dipisahkan. Namun ketika disatukan, kata musyawgratwakilan tidak dapat

dipisahkan karena meiliki ikatan yang sangat esgtait dengan demokrasi tidak
langsung yang di mana rakyat memilih wakilnya. Katasyawarah berasal dari

bahasa Arab yang berarti membicarakan suatu parsca&cara bersama di antara
orang-orang atau pihak-pihak yang diasumsikan nidrmisisi setard

Dalam ilmu politik dapat dikatakan bahwa musyawaadhlah pembahasan
bersama dengan maksud untuk mencapai suatu kepwgabagai penyelesaian dari
suatu masalah bersarifaSedangkan kata perwakilan berasal dari katkil dalam
bahasa Arab yang berarti orang/pihak jainSehingga kedua kata tersebut
(Musyawarah dan perwakilan) menjadi satu-kesatwarg yoermakna musyawarah
yang diwakilkan, atau wakil yang bermusyawarah.

Musyawarah itu sendiri terbagi dalam dua macpartama,musyawarah
yang hasilnya bersifat mengikahglzimah)atas pihak yang terlibat baik langsung
maupun melalui perwakilarKeduamusyawarah yang dimaksudkan untuk mencari
masukan/konsultasi dan atau sosialisasi suatu dkelnj dari seorang pemimpin
dengan bawahanny4. Dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalabyawarah
dalam arti yang pertama dan mengerucut pada musghwwarwakilan.

Dalam sejarah kenegaraan, musyawarah perwakilrddnesia sudah ada

sejak jaman pra kemerdekaan, yaitu adanya perwakiliat. Konsepsi perwakilan

31 Masdar Farid Mas’udiSyarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Isléfiakarta: Pustaka
Alvabet, 2010), him. 57.

32 Miriam Budiarjo (Ed) Masalah KenegaraarGet. Ke-4, (Jakarta: Gramedia, 1982), him. 55.
% Masdar Farid Mas’udSyarah Konstitusi., him. 94.
% Ibid, him. 58-59.
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adat ini kemudian ditransformasikan menjadi prinpgrwakilan dalam struktur
negara Indonesia modern yang lebih dikenal dengtlah lembaga perwakilan.
Artinya bahwa musyawarah perwakilan dalam sebuajanmaedilegitimasi menjadi
lembaga perwakilan yang resmi untuk melakukan nwas@h bersama dalam
membuat sebuah kebijakan.

Pada mulanya, konsepsi tentang perwakilan dipandambggai refleksi
kehendak rakyat pemilih yang memilih wakil merekalalam lembaga perwakilan
dan karenanya wakil-wakil itu bertanggung jawab ddzp rakyat pemilih. Namun
dalam perkembangan selanjutnya, muncul pandangawabéembaga perwakilan
bukan merupakan representasi dari para pemililpitedari seluruh rakyat atau
seluruh bangsa. Dengan demikian, lembaga perwatkilak terikat pada pemilihnya
dan memiliki kebebasan hukum untuk melakukan tiadakecara bebas dalam
merepresentasikan aspirasi rak¥at.

Namun demikian, menurut pendapat Hans Kelsen segbaga dikutip oleh
Aidul Fitriciada Azhari dalam tesisnya bahwa lendagrwakilan tidak semata-mata
sebagai lembaga legislatif, tetapi mempunyai pe@apggungjawaban hukum atas
segala tindakannya kepada para pemilihnya. Sehimdglam suatu lembaga
perwakilan rakyat terdapat mandat imperatif, yakewajiban hukum untuk
melaksanakan kehendak para penifilMusyawarah perwakilan dalam hal ini
adalah untuk melihat bagaimana asas musyawaralm da¢aiwakilan diterapkan
untuk membuat undang-undang oleh suatu lembagarayeghususnya dalam
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mewugmdikedaulatan rakyat

tersebut.

3 Aidul Fitriciada AzhariSistem pengambilan Keputusarlm. 95-96.
% |bid, him. 96.
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3. Teori Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dariconstituer” (bahasa Prancis) yang berarti
membentuk, maksudnya ialah pembentukan suatu negf@a@ menyusun dan
menyatakan suatu negara. Sedangkan kata Undangwydesar merupakan istilah
yang berasal dari terjemahan bahasa Belanda daa ®eonwet. Kata wet
diterjemahkan menjadi undang-undang, dan kmtm berarti tanah/daséf. Dalam
bahasa Ingris dipakai istilahcdnstitusion” yang dalam bahasa Indonesia disebut
konstitusi.

Selain itu, konstitusi juga dapat disebut dengharter yang dalam bahasa
Indonesia identik dengan piagam yang fungsinyagaliokumen resmi yang berisi
pokok-pokok pedoman kenegaradrPiagam tertulis atau konstitusi pertama dalam
sejarah umat manusia adalah Piagam Madinah yangtditas persetujuan bersama
antara nabi Muhammad SAW. dengan wakil-wakil pendtutMadinah (Yatsrib)
pada tahun 622 N

Pengertian konstitusi, dalam praktek dapat belelrth luas dari pengertian
undang-undang dasar, yaitu keseluruhan dari peraqeraturan baik yang tertulis
maupun yang tidak tertulis yang mengatur secaragiken cara-cara bagaimana
suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatuamaésy, walaupun ada juga
yang menyamakan konstitusi dengan Undang-Undancarffagial ini karena

melihat fungsi dan kesamaan isi dari dua namakiatse

37 Ni'matul Huda,llmu Negara..him. 141-142.

38 Jimly Assdiddiglie,Konstitusi dan Konstitusionalisme Indones@et Ke-1, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), him. 14.

39 Ni'matul Huda,llmu Negara..him. 131.
% bid, him. 142.
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Sehingga di dalam konstutisi itu menurut pendapat Bimly Assididdiglie
dalam bukunya“Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesiatercakup juga
pengertian peraturan tertulis, kebiasaan, dan kwik®nvensi kenegaraan
(ketatanegaraan) yang mentukan susunan dan kedudoigan-organ negara,
mengatur hubungan antar organ-organ itu, dan mendatbungan organ-organ
negara tersebut dengan warga neffardebagai hukum dasar atau kesepakatan
politik, maka dalam konstitusi tidak mengenal sahk&kum yang tegas.

Dari konstitusi itulah kemudian timbul konstitusaisme yang merupakan
faham pembatasan kekuasaan negara dalam tingkatelzih nyata dan operasional.
Pasal Undang-Undang Dasar mengatur lebih jelas emangaminan untuk tidak
terjadinya monopoli satu lembaga kekuasaan nedasal@mbaga kekuasaan negara
yang lainnya, kewenangan masing-masing lembagaraegsekanisme pengisian
jabatan-jabatan bagi lembaga negara, hubunganentaga negara serta hubungan
antara negara dengan warga negara yang mengandomgan kebebasan dasar
manusia yang harus dihormati dan dilindungi olebana sebagai konsekuensi atas
sistem pemerintahan yang diafitit.

Secara normatif, konstitusionalisme adalah sebuapaspn kontaktual
antara negara dan masyarakat atau antara pengamasakyat untuk membangun
demokrasi. Hal semacam ini diwujudkan dalam komstityang secara tekstual
memuat dua ide besarPertama, konstitusionalisme mencakup pembatasan
kekuasaan menutur doktrin Trias Politica, denggnatu membatasi kekuasaan

dengan hukum dasar dan penguasa harus tunduk pad#p4prinsip kedaulatan

1 Jimly Assdiddiglie Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesizt Ke-1, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), him. 15.

“2 | pid.
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rakyat. Kedua, konstitusionalisme mencakup pemberian jaminan tekdipil dan
politik pada warga negara berupa jaminan kebeBasamuk beragama, berbicara,
berkumpul, berserikat, memperoleh informasi lewatspyang bebas, perlindungan,
keadilan, dan sebagainya.

Konstitusi sebagai aturan ketatanegaraan yang thkdtikan dari ajaran
kedaulatan rakyat JJ. Rousseau, dipandang sebaggjan masyarakat yang berisi
pemberian arah oleh masyarakat dalam penyelenggddalauasaan pemerintah
Negara. Dengan kata lain, konstitusi sebenarnyak tidin dari realisasi demokrasi
dengan kesepakatan bahwa kebebasan pengusa diterdlgéh warga masyarakat
dan bukan sebalikny4.

Berbicara tentang konstitusi, biasanya digunakafingatidak untuk
menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan segéran kumpulan peraturan-
peraturan yang mendasari dan mengatur atau methgargiemerintaf® Dalam
sebuah negara, konstitusi memegang peran pentiaggn& berlakunya suatu
konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasaatas kekuasaan tertinggi
atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suataraé?

Contohnya Indonesia yang menganut prinsip kedaulatkyat, maka
sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. &dgiun kemudian menurut UUD
1945 Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa kedaulataaliut kemudian dilaksanakan

menurut Undang-Undang Dasar. Artinya bahwa, sekanatitusional, jelas sekali

4 sutoro Eko, Transisi Demokrasi Indonesia; Runtuhnya Rezim OB#ru, Cet. Ke-1,
(Yogyakarta: APMD Press, 2003), him. 7.

4 Mahfud MD,Demokrasi dan Konstitusi Indones{dakarta: Rienike Putra, 2000), him. 145.

5 Abdul Aziz Hakim, Sistem Pemberhentian Kepala Daerg¥ipgyakarta: Tesis Ull, 2005),
him. 40.

“6 Jimly Assdiddiglie Konstitusi dan Konstitusionalisméilm.18.
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disebutkan bahwa negara Indonesia menganut pahadeullktan rakyat
(democrati¢. Pemilik kekuasaan tertinggi yang tertinggi abalakyat, dimana
dalam pelaksnaannya disalurkan dan diselenggarakaenurut prosedur
konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan tiss”’

Dalam negara yang mendasarkan dirinya pada demadkoastitusional,
Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi khas yaitu baéssi kekuasaan
pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasadnletaifat sewenang-wenang.
Sedangkan fungsi lainnya yaitu untuk menjamin relyat dan mengatur jalannya
pemerintahaf! atau mengatur kewenangan dan kekuasaan antar deférabaga
negara sehingga diharapkan tercipta situasi yatiggsanengawasi ¢heec and

balances)

G.Metodologi Penelitian
Pada dasarnya penelitian merupakan suatu usaha gdakukan guna
memperoleh kebenaran atau mendapatkan jawabasustas permasalahdh Adapun

obyek penelitian hingga teknis analisis data akptadkan sebagaimana berikut:

1. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah pemungutan suara yapakei dalam Demokrasi

Pancasila dengan menganalisis pada apa yang tedalsah konstitusi Indonesia

47 Jazim HamidiRevolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, darlikes Hukum Naskah
Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sisitem ketataaegaRl, Cet. Ke-1. (Jakarta: Konstitusi Press,
Yogyakarta: Cipta Media, 2006), him. 219.

“8 Ni'matul Huda,llmu Negara..hlm.153.

49 M. Subana dan Sudraj@asar-dasar Peneliian llmiakBandung: Pustaka Setia, 2001), him.
10.
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dan penerapannya di lembaga legislatif khususny@diisi Il DPR Rl Pada Tahun

2010-2011.
2. Jenisdan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustakiérgry research) dengan
mengumpulkan data dari dokumen sejarah, buku-buku skgala bentuk karya
ilmiyah lain. Karena dalam penelitian ini sifatngdalah filosofis, maka penelitian
pustaka ini akan menggunakan metode analisis &tifliyang terfokus pada
deskriptif-analisis. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarka
karakteristik dan fenomena yang terdapat dalamatite. Dengan kata lain, karakter
dan fenomena yang dikaji dalam penelitian ini ialpemungutan suara dan

demokrasi Pancasila.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakanaadpendekatan sosio-
histiris-filosofis. Yang dimaksud dengan pendekateio-historis yaitu pendekatan
yang menyatakan bahwa setiap produk pemikiran (n)koerupakan hasil interaksi
pemikiran dengan lingkungan sisio-kultural dan csblitik yang mengitarinya’
Sedangkan filosofis yaitu hal-hal apa saja yangkokan secara mendalam untuk
memecahkan atau menghadapi persoalan yang sedgadi teekarang ataupun
persoalan yang akan datang. Dengan demikian, dadarelitian ini, kondisi sosial,

politik, dan kultur yang melatarbelakangi pemungusaara dan praktek pemungutan

50 M. Atho’ Mudhar, Membaca Gelombang ljtihad: Antara Tradisi dan Libésasi,
(Yogyakarta: Titian llahi Press, 1998), him. 105.
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suara di Komisi Ill DPR Rl Pada Tahun 2010-201kdbut akan menjadi bahan

utama untuk dianalisis dalam penelitian ini.

4. Pengumpulan Data

Pada langkah selanjutnya, penyusun melakukan pgmgam data yang
diperlukan untuk melakukan penelitian kepustakaatau biasa disebut dengan
library research.Data yang telah dikumpulkan kemudian dipilah, urgalanjutnya
disajikan secara induktif, deskriptif-analisis. Befga obyek penelitiannya yaitu
makna dibalik teks pasal-pasal yang mendorong tinyau gejala sosial atau

penerapannya.

Literatur-literatur yang dijadikan sebagai dataadalpenulisan tesis ini akan
dibagi dalam dua kelompok, yaitu sumber primer damber sekunder. Yang
menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalaragengambilan keputusan di
Komisi Ill DPR RI Pada Tahun 2010-2011, dan bukktbyang berkaitan dengan
Demokrasi Pancasila dan sistem pengambilan keput@amentara data sekunder

meliputu jurnal, ensiklopedi, majalah, surat kaloan website.

5. Analisis

Setelah data terkumpul dan disusun secara sisg&empényusun akan

menganalisis dengan metodeduksi'. Dalam hal ini analisis tertuju pada sistem

®1 Sutrisno HadiMetodologi ResearchYogyakarta: Andi Offset, 1989) him. 42. Di samping
itu, penelitian ini berupa telaah pustaka, makaogetyang digunakan adalah deduksi. Sebab metode ini
memang tidak menuntut penelitian lapangan. Bacanjt, Peneliti dan Peneliti,(Yogyakarta:
Ranggon Studi, 1983), him. 8.
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pengambilan keputusan di Komisi lll DPR RI PadauraR010-2011, apakah cara

pengambilan keputusan tersebut sesuai dengan Dasa®lancasila atau tidak.

H. Sistematika Pembahasan

Tesis ini direncanakan terdiri dari lima bab, yafiawali dengan baPertama,
yaitu pendahuluan. Bab ini dibagi kedalam bebempabab. Sub bapertamalatar
belakang masalah, yaitu mendiskripsikan mengenaiekoumum penelitian sehingga
akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pzempgaelitian ini dilakukan.
Sub balkeduayaitu pokok masalah, sub b&btigatujuan penelitian, sub bateempat
kegunaan penelitian, sub bldlimakerangka teori, sub bddeenankajian pustaka, sub

babketujuhmetodologi penelitian, sub b&kedelaparsistematika penulisan.

Babduaberisi tentang pemungutan suara dalam negara dasiglang berguna
sebagai dasar pemikiran atau acuan dalam pembatiabab-bab selanjutnya. Dalam
bab ini terbagi dalam tiga sub batertamamengkaji tentang model pengambilan
keputusan demokratis yang menjelaskan macam-macara dalam mengambil
keputusankeduamembahas konsep pemungutan suara dalam demokaasdilohgi
dalam dua bagian yaitu prinsip mayoritas dalam pejutan suaradan implementasi
prinsip mayoritas dalam pemungutan suara di nedamaokrasi, darketigalandasan

hukum pemungutan suara di Indonesia.

Babtiga membahas kedudukan Demokrasi Pancasila dalam kandtidonesia
yang akan fokus pada akar Demokrasi Pancasila yem@gi dalam tiga sub bab.

Pertama, membahas Demokrasi Pancasila dan identitas bangsg gidalamnya
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menjelaskan difinisi Demokrasi Pancasila, latarak@&hg Demokrasi Pancasila, dan
nilai luhur Demokrasi Pancasilagduamembahaketiga karakter sistem Demokrasi
Pancasila, dan sub b&eempaimembahas implementasi Demokrasi Pancasila dalam

konstitusi Indonesia.

Babempatmenelaah pengambilan keputusan di Komisi Ill DPRPRda Tahun
2010-2011 dalam perspektif Demokrasi PancasilaaDabab ini akan dibagi dalam
lima sub bab, sub bagiertamamembahas deskripsi putusan di Komisi lll DPR Rl&ad
Tahun 2010-2011, sub bd®duahakikat Demokrasi Pancasila yang selaras dengan
Pancasila, sub balketiga membahas pengambilan keputusan dalam Demokrasi
Pancasila yang dibagi dalam dua bagian yaitu meashaiusyawarah untuk mufakat
dan pemungutan suara sebagai jalan alternatif, bsikeempatmembahas praktek
Demokrasi Pancasila di Komisi Il DPR Rl Pada TaR0i0-2011, dan sub b&klima

mewujudkan sistem pemungutan suara yang ideabdniesia.

Bablima yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dari hasigbiéan dan saran-

saran menyangkut dinamika ilmiah selanjutnya.
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BAB 11

PEMUNGUTAN SUARA DALAM NEGARA DEMOKRAS

A. Model Pengambilan K eputusan Demokratis

Dalam negara demokrasi yang menganut konsepsi lkdaurakyat yang
bersifat formal atau prosedural seperti Indonesiimana kedaulatan rakyat
dilaksanakan melalui mekanisme permusyawartan/péiama maka di situ sangat
dibutuhkan adanya pengambilan keputusan yang det®kesuai dengan hukum yang
berlaku. Untuk mencapai keputusan yang berdasakedaulatan rakyat, maka
diperlukan asas-asas yang akan menjadi dasar daéqur pengambilan keputusan
yang demokratis.

Konsepsi prosedural dari kedaulatan rakyat atauolleasi menetapkan tiga
asas. Pertama, prinsip universal yaitu setiap orang atau warga areegdapat
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penaérintengan catatan warga negara
tersebut memenuhi kriteria, misalnya batas umutené&s. Kedua, asas persamaan
kedudukan, artinya setiap orang mempunyai pilihangysama besar, sehingga tidak
ada perbedaan jumlah suara setiap ordfefiga, asas mayoritas, artinya bahwa
keputusan dapat diambil dan ditetapkan apabilaujiseleh mayoritas suara.

Ketiga prinsip demokrasi tersebut di atas, tidairakhungkin dapat dilakukan
dalam demokrasi langsung dimana wilayah negaranga tlengan penduduk yang
banyak, sehingga muncul konsep perwakilan untuéiptehemlihara ketiga prinsip
tersebut, sehingga yang terjadi adalah demokrasigikélan. Dari ketiga prinsip di atas

dikembangkan dalam lembaga legislatif, dan ini megkinkan didalamnya terdapat

! Aidul Fitriciada Azhari Sistem Pengambilan.,him. 56-57.
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suatu mekanisme kelembagaan yang dapat menerjem&kka&ndak rakyat kedalam
keputusan-keputusan pemerintahan yang responsif.

Secara umum, model pengambilan keputusan demokiaist bagi dalam dua
bagian.Pertama model mekanisme pengambilan keputusan berdasaakeap-tahap
perkembangan masyarakat yang didalamnya terdapdélnkonsensus, model ganda
atau bergilir, dan model mayoritakedug mengembangkan model pengambilan
keputusan atas dasar ideologi (nasionalisméal ini karena yang berkembang dalam
masyarakat Indonesia terdapat dua cara model pdmigankeputusan, yaitu dengan
cara demokrasi Barat atau dengan cara demokrasiésd yang dikenal dengan sistem
sepakat. Untuk lebih jelasnya, maka akan dijelask#am-sistem pengambilan

keputusan tersebut di bawah ini.

1. Sistem Konsensus

Pengambilan keputusan dalam sistem konsensus kidakierdasarkan
prinsip setiap orang harus menyetujui suatu kepmtisebelum keputusan tersebut
dilakukan. Sistem konsensus ini menghendaki diamailkeputusan secara bulat,
sehingga seorang saja tidak setuju dapat menghalepgtusar. Sistem konsensus
ini di Indonesia disebut mufakat, atau dalam balaah disebutjma’. Sistem ini
akan sulit diwujudkan dalam masyarakat yang mernggatham individualistik,
dimana kebebasan individu sangat diutamakan daak tichemiliki semangat

kekeluargaan.

% Ibid, him 57.
% Ibid, him 59.
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Namun demikian, sistem konsensus ini tidak akan gal@mi kesulitan
diterapkan dalam masyarakat komunal yang mengaabamp kekeluargaan dan
gotong-royong. Dimana didalamnya ada semangat &ebexran agar tidak terpecah-
belah serta rela berkorban atau berani mengorbaeganjika ada pendapat yang
dinilai lebih baik dan bermaslahah untuk kepentmgenum, dari pada tetap kukuh
dengan pendapat sendiri.

Dalam sistem konsensus ini menurut hemat penutigadadibuhkan alat-alat
pendukung yaitu musyawarah, pemimpin yang berwib&egas, adil, dan bijaksana,
serta ketaatan pada pemimpin, juga dibutuhkan huiang mengatur cara-cara
untuk sampai pada konsensus. Musyawarah sebelurgaméil keputusan sangat
dibutuhkan, karena disitulah akan timbul perbedaenredaan pendapat dari peserta
musyawarah (sidang). Dalam keadaan banyaknya pahdeqsebut untuk sampai
pada konsensus atau mufakat maka akan sulit tadpaya pimpinan yang
berwibawa dan bijaksana yang mengatur jalannyadaergan untuk mengerucutkan
pendapat-pendapat yang ada sampai ahirnya mempemsat Selanjutnya
dibutuhkan ketaatan pada pemimpin dan harus bdvarkorban mengalahkan
egoisme individualis.

Sedangkan hukum yang ada untuk mengatur cara-cauk sampai pada
konsensus hanyalah alat pendukung. Sebab yang utatalh musyawarah,
pemimpin yang berwibawa, tegas, adil dan bijaksaeda ketaatan pada pemimpin.
Namun hal ini perlu digarisbawahi dan perlu diwaspasebab salah sedikit akan
menimbulkan kediktatoran seperti yang pernah terjzata sistem Demokrasi

terpimpin. Dimana pada saat itu, tokoh sentralrdalah presiden Soekarno selaku

* Sajuti Melik, Negara Nasional Aataukah Negara Islaf¥ipgyakarta: Kedaulatan Rakyat, tanpa
tahun trebit), him. 147.
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Mandataris MPRS/Pimpinan Besar Revolusi yang safiayga diangkat menjadi
presiden seumur hidup.

Sitem konsensus juga beresiko menimbulkan sistesntarian-biroktaris
dimana dalam sebuah negara dikuasi penuh oleh dsminirokrat, misalnya
dominasi yang dilakukan oleh militer maupun dominpsemilik modal besar.
Kekuatan-kekuatan tersebut akan sangat mempenggaldnnya pengambilan

keputusan dalam lembaga-lembaga negara, tak tedkpeuala lembaga legislatif.

2. Sistem Ganda atau Begilir

Sisitem pengambilan keputusan ganda juga biasduisgstem berqgilir.
Karena pada intinya, pengambilan keputusan terselmdsarkan pada giliran
kelompok yang ada dalam suatu masyarakat yang dditadengan adanya
perwakilan secara bergiliran dari dua kelompok letdn keluarga atau klan. Sistem
pengambilan keputusan seperti ini ditegakkan & ataatu sistem dwi-partai yang
secara bergantian memegang pemerintahdamun, sistem ini akan sulit dijumpai
pada masyarakat modern, dan hanya akan dapat @ijucgdam masyarakat
trdisional.

Namun sejatinya, sistem inilah yang mendasari meistgergiliran bagi
perkembangan bentuk demokrasi yang menganut pdamakdimana prinsip
bergiliran tersebut dituangkan dalam bentuk pewiliimum secara berkala untuk
memungkinkan terjadinya giliran dalam pemerintah&ehingga memungkinkan
setiap kelompok dapat memimpin atau dipimpin. Kéaganya memang demikian,

dalam siklus demokrasi modern yang menganut sisteenwakilan yang

5 Aidul Fitriciada Azhari Sistem Pengambilan.,him. 66.



30

menyelenggarakan pemilihan umum secara berkalat daplhirkan kelompok-

kelompok baru untuk bergantian memimpin.

3. Sistem Mayoritas

Sistem mayoritas lahir dari penerapan kedaulat&yatamodern dengan
bentuk demokrasi perwakilan. Hal ini berangkat desumsi bahwa wakil rakyat
yang dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan sumagoritas, sehingga dalam
mengambil keputusanpun akan berdasarkan mayoRtata dasarnya pengambilan
keputsan politik yang didasarkan pada pemunguta@rasuni hasilnya akan
menampakkan pihak yang menang (mayoritas) dan Kalatoritas). Namun prinsip
mayoritas dalam hal ini tidaklah sama dengan dasiiabsolut oleh mayoritas, atau
kediktatoran mayoritas terhadap minoritas. Menudgfinisinya, mayoritas
mensyaratkan kebebasan minorotas, dan dengan demikiak mayoritas
mengandung arti hak minoritas.

Prinsip mayoritas dalam suatu masyarakat demokegsat dijalankan hanya
jika segenap warga negara diperbolehkan turut dattan pembentukan tata hukum,
walaupun isi tata hukum tersebut ditentukan olehekdak mayoritas. Sehingga
tidaklah demokratis jika minoritas tidak dilibatkdalam pembentukan tata hukum,
meskipun keterlibatannya itu diputuskan oleh madgeri Artinya, sampai batas
tertentu dimungkinkan untuk mencegabh isi tata $gsiag ditentukan oleh mayoritas
agar tidak bertentangan mutlak dengan kepentinggaeftingan minoritas. Hal

inilah yang merupakan satu unsur khas dari dembkras

6 zulfikri Suleman Demokrasi Untuk Indonesi&et. Pertama, (Jakarta: Kompas, 2010), him. 287.
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Konsep dasar dari sistem mayoritas ini adalah bdtda& seorang pun dapat
mengetahui secara pasti tentang kebenaran danldeeadituk dapat memerintah
suatu kelompok masyarakat. Untuk itu dibutuhkanlodiadan konsultasi agar
diperoleh pendekatan terhadap kebenaran dan keadsisi lain, perlu adanya
efektivitas dalam pengambilan keputusan, sehinggamm mayoritas meski diambil
sebagai kompromi antara waktu dan esensi yang ketigakai’

Dengan demikian maka implikasinya adalah sistemomii@g ini mengambil
keputusan melalui pemilihan bebas untuk menentgkema terbanyak. Sistem ini
merupakan konsekuensi logis dari berlakunya sigterwakilan dalam demokrasi
modern. Dalam pengambilan keputusan ini, rasiomsiliatas suatu kebenaran dan
keadilan setelah melalui dialog ataliscourse dapat dinyatakan dalam bentuk
pemungutan suaravdting)® atau juga bisa dengan jalan kompromi secara
kekeluargaan.

Hal itu karena dalam kompromi terjadi proseské and give’yang
merupakan bentuk penyelesaian suatu konflik amangoritas dan minoritas melalui
suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengamnkapgan-kepentingan dari
salah satu pihak dan tidak pula bertentangan dekegentingan-kepentingan pihak-
pihak lain, atau bisa dikatakan sistenm-win solution.Artinya bahwa, pemungutan
suara dalam sistem mayoritas ini bukanlah satuigatjalan yang harus ditempuh,
karena dengan kompromi dapat menghasilkan konsensus

Dalam kaitannya dengan prinsip mayoritas di atesdaknya ada tiga tipe
mayoritas: (1) mayoritas absoluabsolute majority)yaitu setengah dari jumlah

anggota ditambah satu atau 50 plus satu; (2) ntagdiiasagimple majority) yaitu

7 Aidul Fitriciada Azhari Sistem Pengambilan.,him.67.
8 Hendra NurtjahjoFilsafat DemokrasiCetakan kedua, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h8n. 6
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apabila keputusan disetujui oleh sebanyak-banyakswyara sehingga tampak
perbedaan antara mayoritas dan minoritas; (3) ntagorbersyarat qualified

majority), yang menerapkan keputusan berdasarkan perhitusgamtu, seperti 3%
atau 2/3 suara. Esensi dari ketiga tipe kaidah nitagoini tetap sama, yaitu suara
mayoritas adalah pemenang dari proses pembuatamtukep yang bebas dan

berkesamaan itl.

B. Konsep Pemungutan Suara dalam Demokrasi

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yamgshja membangun
demokrasi setelah keluar dari otoritarianisme OB#gu pada tahun 1998. Meski
demikian, hingga kini banyak kalangan berpenddyadiwa Indonesia masih dalam
tahap “Demokratisasi”. Artinya demokrasi yang kinba dibangun belum benar-benar
berdiri dengan manta.Masih banyak hal yang perlu dibangun, bukan haeykaitan
dengan sistem politik, termasuk dalam hal ini ddaiatem pemungutan suara, budaya,
hukum, dan perangkat-perangkat lain yang pentingy hambuhnya demokrasi dan
masyarakat madani.

Pemungutan suara dalam sebuah negara dengan siteokréisi memiliki peran
yang sangat penting dalam setiap pengambilan keputatau untuk membuat produk
hukum yang akan mengatur jalannya suatu pemerimtadebab hal ini melibatkan
seluruh warga negara baik langsung maupun melal@ perwakilan. Dalam artian
bahwa, pemungutan suara adalah salah satu caraarpeiten keputusan yang

demokratis.

% Ibid. him. 67.

10 Gregrius Sahdanjalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharf¥ogyakarta; Pondok Edukasi,
2004), him. 204.



33

Dalam hal pemungutan suara ini, penulis bermaksendhimatasi ruang lingkup
yaitu hanya dalam parlemen atau lembaga legislatilonesia, bukan pemungutan
suara dalam pemilu. Tujuannya tidak lian adalahr agambahasannya lebih
berkesianambungan dengan tema besar yang diusutlogpgenungutan suara dalam
Demokrasi Pancasila khususnya di lembaga legislaifuk itu, penulis terlebih dahulu
akan memberikan gambaran mengenai hal-hal pentgmgupgutan suara dalam

demokrasi.

1. Prinsip Mayoritas dalam Pemungutan Suara

Demokrasi dalam sebuah negara dapat dikatakanldrergpabila telah
dimulai dengan adanya kebebasan hak pilih setiagavaegara untuk turut serta
dalam pengambilan keputusan. Artinya, setiap imddivi(partisipan) memiliki
kesamaan hak dalam menentukan pilihannya sendirijuiga memiliki hak atau
kesempatan untuk dapat dipilih.

Disamping melindungi hak-hak individu, tatanan d&msi juga menuntut
kewajiban individu untuk mematuhi prinsip-prinsipndokrasi. Pelanggaran terhadap
prinsip-prinsip ini berarti bertentangan denganumidan etika demokra$i.Namun
demikian, ada hal yang perlu digarisbawahi yaitbws pemerintahan demokratis
ditegakkan diatas prinsip-prinsip yang harus dipatleh semua warga negara,
misalnya prinsip kekuasaan oleh kelompok yang mggm@aajority rule)

Hal tersebut di atas sangat erat kaitannya dengasig suara mayoritas yang
merupakan hal yang esensial untuk mencapai keputsiam konsep demokrasi.

Ide yang melandasi prinsip mayoritas adalah balateadosial harus selaras dengan

11 Zulfikri SulemanDemokrasi...him.144.
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kehendak dari para subyek sebanyak-banyaknya,idingelaras dengan kehendak
para subyek dalam jumlah sekecil-kecilnya. Karemdbebasan politik berarti
kesesuaian antara kehendak individu dengan kehetmlaknpok yang dinyatakan
dalam tata sosial, maka prinsip mayoritaslah yarenjamin derajat kebebasan
politik tertinggi yang mungkin diperoleh di masyka'

Dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusamekangan suara
mayoritas adalah ‘kebenaran’. Dengan demikian,ékeloan’ ini harus diberlakukan
bagi seluruh rakyat tanpa kecuali (termasuk miasrdan golonganpt-outputih),
baik rakyat pemilih maupun rakyat yang tidak ikuemilih atauabstain dalam
proses pemilihan. “Kebenaran mayoritas” ini dituearg dalam berbagai format
peraturan perundang-undangan atau pertingkataragkiehukum positif. Artinya,
suara mayoritas rakyat dijadikan landasan pengambiukum sebagai konsensus
sosial bersama.

Pengambilan hukum inilah yang merepresentasikaggmehilan kebenaran
dan keadilan yang dituangkan dalam format yuritiskgm positif yang berlaku),
putusan yang diambil itu adalah ‘kebenaran dan ikeddyang dipersepsi oleh
rakyat melalui persepsi wakil-wakilnya yang duduk mhrlemen atau dewan
perwakilan (dalam demokrasi perwakilan), yang keianuenenjadi ukuran legalitas
tindakan demokratis selanjutnya.

Hal tersebut di atas didasarkan pada metode desiokaag digunakan yaitu
metode kuantitatif untuk melihat mayoritas dan mias suara mendukung atau
menolak yang ada dalam suatu forum pemilihan, damkebenaran demokrasi

diukur dengan adanya persepsi, asumsi, atau kekimpdari banyak orang

12 Hans KelsenGeneral Theori...him. 286.

13 bid, him. 70.
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(mayoritas suara). Hal itulah yang menyebabkanktibjkasi kebenaran demokrasi
meski senantiasa relatif, bukan didasarkan padité&siaetapi kuantitas atau jumlah
mayoritas yang menyetujui, terlepas baik atau bukebutusan yang diambil
tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat aturan yeeig dipatuhi oleh semua
pihak yang kalah (minoritas) wajib mengikuti kemaugihak yang menang
(mayoritas). Artinya bahwa pihak yang menang wajémperhatikan kepentingan-
kepentingan yang kalah. Pengambilan keputusan semden pemungutan suara ini
didasarkan pada keyakinan pahan individualisme bgtemdapat setiap orang harus
dihormati kerena setiap individu-individu memilikedudukan yang sama dan hak
yang sama.

Di samping itu, kerena individu dianggap sebagahluk yang mulia, yang
mampu menilai sesuatu secara rasional, sistem desiokang berdasarkan
pemungutan suara ini meyakini, pendapat orang lkangdih baik (lebih
mengandung kebenaran) dibandingkan pendapat sediig>* Dalam demokrasi,
substansi etiknya sering kali hanya harus ditemtydada persetujuan atau kemauan
masyarakat saja (teori kedaulatan rakyat mutlak)udaran utama untuk itu adalah
melalui voting (majority priciple), sedangkan metode lain yang disebut sebagai
kompromi mufakat melalui musyawarah, atau konsemsiksin yang utama dalam
demokrasi. Artinya, batasan etisnya ditentukan s&meata oleh persepsi mayoritas
rakyat atau warga negara.

Dalam parlemen, mayoritas suara tersebut dapasitkha meleluivoting

(pemungutan suara untuk mengukur kemenangan mayortas minoritas),

1 zulfikri Sulaiman,Demokrasi..him.144.

* Hendra NurtjahjoFilsafat Demokrasi...nim. 68.
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kompromi maupun konsensus. Sehingga pada saatméteegaskan bahwa kita
memilih untuk menganut sistem demokrasi, maka pdarnya kita telah memilih
suatu kaidah sistemik dari etika filsafat tertep&itu demokrasi (etika demokrasi)
yang tentu saja bersentuhan langsung dengan safah psinsip eksistensial
demokrasi, yaitu prinsip suara mayoritas yang heada Artinya, kedaulatan
kemudian ada di tangan mayoritas untuk menentukelmenaran’ selanjutnya dalam
penyelenggaraan kehidupan bersama dalam bern&@mrademokrasi dalam hal ini
hanya dapat dikatakan berjalan apabila minoritasgy&alah tetap mengakui
keputusan yang diambil bersama dan dimenangkamuésoritas:®

Apa yang hendak diungkapkan di sini pada dasardgdal bahwa dalam
demokrasi, kehendak mayoritas adalah “kebenarardmudi demikian, dalam
persepektif etis-logis, kebenaran tidak sama dengehnendak mayoritas itu.
“Kebenaran” demokratis (persepektif sosiologis) akid selalu sama dengan
‘kebenaran’ (persepektif etis-filosofit). Mayoritas tidak selalu benar. Minoritas
tidak selalu salah. Mayoritas bisa benar, bisehsalan sebaliknya minoritaspun bisa
benar, juga bisa salah. Akan tetapi yang terpemitiadah bahwa, keadilan, kegunaan
tertinggi, kebaikan, adalah nilai-nilai prinsipibud etika yang harus dimiliki oleh
anggota perwakilan yang mengambil keputusan.

Secara simplisit demokrasi juga hendak mewujudkaiitin dalam kenyataan
penyelenggaraan kekuasaan negara. Namun demikiaajority-rule’ sebagai
komponen yang inheren dari pengertian demokrasiertee komponen-komponen
prinsip lainnya harus senantiasa diuji oleh tergpetika. Karena hanya etikalah

yang akan mempertahankan suara hati nurani danra «adpenaran, juga yang

18 |pid, him.69.
Y Ibid.
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menentukan baik dan buruknya keputusan yang dikapabukan hanya sekedar

menang dan kalah.

2. Implementasi Prinsip Mayoritas dalam Pemungutan Suara

Dalam negara demokrasi modern pemungutan suare geenilihan umum
menempati posisi penting karena terkait dengan repbehal.Pertama, pemilu
menjadi mekanisme penting bagi keberlangsungan kiasioperwakilan.Kedua,
pemilu menjadi indikator negara demokra®ietiga, pemilu berkaitan dengan
implikasi-implikasi yang luas dari pemif8.

Alasan penting hal yang pertama adalah karena dsé¢domah negara dengan
wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besdaktiakan mungkin
menyelenggarakan pemerintahan oleh rakyat seaagauag, dimana seluruh rakyat
dalam sebuah negara berkumpul dalam satu tempakt uméndiskusikan masalah-
masalah yang mereka hadapi secara serius dan,tsekisgga membutuhkan wakil-
wakil dimana rakyat dapat menyalurkan aspirasibysinilah kemudian dibutuhkan
mekanisme siapa yang berhak mewakili, dan peméilehdawabannya.

Alasan yang kedua adalah bahwa pemilu adalah sekwadekuensi logis
bagi negara yang menganut demokrasi. Bahkan tidiak satupun negara yang
mengklaim dirinya demokratis tanpa menyelenggargsamilu, sekalipun hanya
seremonial saja yang sejatinya adalah otoriter.ilBedalam hal ini menjadi ukuran
sejauh mana negara tersebut demokratis atau tikxkakin terselenggara dengan

baik maka hal itu mengindikasikan pemerintahan yzaig.

8 gjgit PamungkasPerihal Pemilu, Cet. Ke-1, (Yogyakarta; Laboratorium Jurusan ilmu
Pemerintahan FISIPOL UGM, 2009), him. 3-4.
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Alasan yang ketiga mengenai implikasi pemilu adakdrena pemilu
merupakan sarana untuk memilih wakil yang akan mmim. Dalam hal ini pemilu
dapat dikatakan sebuah mekanisme kompetitif untwmitih pemimpin, yakni
sebuah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusiiik legislatif dan
administratif dengan cara memberi kekuasaan patigidu-individu tertentu untuk
membuat keputusan lewat perjuangan kompetitif dalangka memperoleh suara
rakyat™®

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa demokrasi yaegganut kedaulatan
rakyat dengan sistem perwakilan, pemungutan s@agas menentukan berjalannya
sistem dalam negara. Sebab sistem dalam negaebuetigdak akan berjalan tanpa
ada yang menjalankan. Dan yang menjalankan sisiermérupakan orang-orang
orang pilihan yang mendapat legitimasi dari rakyalam suatu pemilihan umum
melalui pemungutan suara. Kenapa rakyat yang merddin kenapa suara rakyat
sangat menentukan. Sebab pada dasarnya dalam neégaekrasi, kedaulatan
tertinggi ditangan rakyat sehingga rakyatlah yarepemtukan pilihannya termasuk
pilihan politik sebagai manifestasi prinsip politikerpenting dalam negara
demokrag’ yang ditentukan melalui pemilu.

Sebab, otoritas negara untuk melaksanakan kekuafiesdaulatannya)
ditentukan dalam suatu pemilihan. Dalam hal ini eenmtahan dari rakyat
berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahartidak legitimasi pemerintahan
dimata rakyat. Pemerintahan yang legitimasi begtatu pemerintahan yang

berkuasa mendapat pengakuan dan dukungan rakygitimasi atau pengakuan

19 Sutoro EkoTransisi Demokrasi Indonesia..hlim. 9.

®Tataq Chidmad, Kritik Terhadap pemilihan langsungcet.ke-1, (Yogyakarta: pustaka
Widyatama, 2004).
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untuk mendapatkan otoritas dalam pemerintahan tamgating karena dengan
legitimasi tersebut, pemerintah dapat menjalankala dan program pemerintahan
seperti pembangunan dan pelayanan sebagai wujudrdanat yang diberikan oleh
rakyat kepada pemerintah yang dipilihnya dalamuspamilihan?*

Otoritas tersebut didapatkan sebab didasarkan aapement bahwa rakyat
telah menyerahkan kedaulatannya untuk bertindakdetenjadi diatur oleh negara.
Penyerahan “kedaulatan” tersebut secara formahdiegalam proses pemilihan
umum Kketika rakyat menyerahkan suaranya untuk niemidkil/pemimpin yang
akan mengatur mereka. Pemilu sebagai proses memkbeabuah pemerintahan
“yang disetujui” ataugovernment by cosentiga berarti pengakuan/persetujuan
rakyat untuk menyerahkan kebebasannya agar dialamd rangka kehidupan
bernegarad® Pemilu atau pemungutan suara secara umum adalhlifaana rakyat
dapat menggunakan kedaulatannya untuk membentukrpgahan yang disetujui
sesuai dengan preferensi masing-masing. Sedang&aca ppemilu, kedaulatan
beralih pada lembaga-lembaga pemerintahan untulgai@nsistem bernegara yang
harus ditaati oleh seluruh rakyat.

Dalam pemilu inilah untuk pertama kali prinsip suamayoritas di
implementasikan, dimana pemungutan suara berguik nmenentukan siapa yang
berhak mewakili rakyat untuk duduk di pemerintahaaik legislatif maupun
eksukutif. Yang berhak mendapatkan “kedulatan rékgdalah yang memperoleh

suara mayoritas dalam pemilu. Selanjutnya, setetgleorang mendapat kedaulatan

2 A. Ubaidillah, dkk. Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Maakat Madani,
Cet. Ke-1, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 200BIm. 163.

22 Bambang PurwokoKedaulatan Rakyat dalam Persepektif Pancasi@am Agus Wahyudi,
dkk (Ed.), Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam BgedbaPerspektif,(Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 200@. 281.
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dari rakyat terbanyak atau mendapat suara mayonmialsa dialah yang berhak
menduduki lembaga legislatif dan “mengatasnamalakyat” dalam membuat
undang-undang yang bertujuan untuk mengatur kepgarii rakyat, pemerintah dan
negara.

Dalam lembaga legislatif inilah untuk kedua kalisygtem pemungutan suara
yang menggunakan asas mayoritas diimplementasilkéamd membuat undang-
undang. Perlu digarisbawahi bahwa rancangan undadgng tidak akan pernah
menjadi undang-undang tanpa adanya suara mayoydgag mendukung agar
ditetapkan menjadi undang-undang yang berlaku daaatu negara. Begitupun
sebaliknya, undang-undang yang telah berlaku alemjadi tidak berlaku manakala
suara mayoritas menghendaki amandemen, atau bamkaghapus suatu undang-

undang sekalipun.

C. Landasan Hukum Pemungutan Suara di Indonesia

Landasan hukum pemungutan suara adalah hal yargptsgenting dalam
pengambilan keputusan yang demokratis. Sebab hghitg akan menentukan apakah
keputusan tersebut sesuai dengan landasan fornmalar{g-undang) atau tidak.
Selanjutnya adalah, apakah undang-undang tersebigntangan dengan Pembukaan
UUD 1945 atau tidak. Sebab Pembukaan UUD posisimgajadi sumber hukum yang
tertinggi bagi negara Indonesia sebagai negararhuRerubahan UUD 1945 (dalam
Perubahan Keempat) mempertegas perbedaan posikedadukan antara Pembukaan
dengan pasal-pasal UUD 1945. Pasal Il Aturan TamrdbUD 1945 menegaskan

bahwa UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan pasalipbsnya pasal-pasal saja yang
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dapat menjadi objek perubahan sedangkan Pembukdak dapat menjadi objek

perubahan.

Dalam UUD 1945, pemungutan suara yang merupakaarbdgri pengambilan
keputusan tersebut terbagi dalam dua ketentBartama,terdapat dalam Pembukaan
UUD 1945 aline ke-4 yang menyatakan “kerakyatangyalipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilanterifean hukum ini menyatakan
bahwa sistem pengambilan keputusan harus dilakukaelalui mekanisme
permusywaratan/ perwakilan dengan berdasarkaniprkerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan. Hal ini menunjukkand@gagtmekanisme pemungutan suara
dengan musyawarah dan perwakilan yang keputusamimbil melalui proses
perundingan yang merepresentasikan kehendak ralddinya, mekanisme ini
dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atsmakrasi; bukan untuk

kepentingan lain yang bertentangan dengan demokrasi

Kedua,yakni yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) UUD 24ty menyatakan
bahwa “Segala putusan Majelis Permusyawaratan Ratiyetapkan dengan suara
terbanyak.?* Ketentuan lebih lanjut, dapat dilihat dalam Pa3al ayat (4) yakni
“Putusan untuk mengubah Undang-Undang Dasar ditakudengan persetujuan
sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah saggota dari seluruh anggota
Majelis Permusyawaran Rakyat.” Atau kita bisa nadlitlalam Pasal 37 ayat (1) dan (2)
pra amandemen yang mengatur tata cara perubahaitisin dimana dalam pasal
tersebut berbunyi: “Untuk mengubah Undang-Undangaba&ekurang-kurangya 2/3

daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratary®akarus hadir.” Dan ayat (2)

2 Aidul Fitriciada AzhariSistem Pengambilan,him.186.
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yang berbunyi : “Putusan diambil dengan persetugekurang-kurangnya 2/3 daripada

jumlah anggota yang hadir.”

Pasal-pasal tersebut di atas berbeda dengan agdeyarang dalam Pembukaan
UUD 1945 alinea ke-4. Pasal-pasal tersebut mendretdndasan hukum yang limitatif
dan jelas mengenai prinsip pengambilan keputusadabarkan permusyawaratan/
perwakilan dalam UUD 1945 yang harus dilakukan derguara terbanyak. Berkenaan
dengan adanya dua ketentuan hukum mengenai sigtiegambilan keputusan di atas,
terdapat dua pandangan yang menganggap bahwa &eterguan yang terkandung

dalam Pembukaan berbeda dengan ketentuan dalahkppaah

Pertama,dikemukakan oleh Harmaily Ibrahim dan Mohammad r€udi yang
berpendapat bahwa ketentuan dalam Pembukaan UUIB dfengandung sistem
pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untifekat, sedangkan dalam
pasal-pasal memuat ketentuan dengan suara terbamjekurut pandangan ini,
ketentuan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan asashusedangkan dalam
pasal-pasal adalah alternatif yang disediakan kpatiusyawarah mufakat tidak
tercapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahvwsemi yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945 lebih tinggi nilainya karenandgap berakar dari tradisi
masyarakat adat Indonesia, yakni asas kekeluargdan, musyawarah mufakat
merupakan refleksi dari asas kekeluargaan tersé&tarena Pembukaan UUD 1945
merupakan asas hukum bagi ketentuan yang diatamdglsal-pasal, maka sistem
musyawarah untuk mufakat ini merupakan asas polatkmd pengambilan keputusan

menurut UUD 1945%

24 Mohammad Kusnardi dan Harmaily IbrahiRengantar Hukum Tata Negara Indonesia,
(Jakarta: Pusat Studi HTN Ul, 1981), him. 60.
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Kedua, pendapat yang dikekmukan oleh Wirjono sebagaimakatip oleh
Aidul Fitriciada Azhari yang menyatakan bahwa mugy@aah mufakat yang terdapat
dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalahrgangeknis dari pengambilan
keputusan dalam sistem suara terbanyak yang disenopromi. Artinya bahwa bila
musyawarah-mufakat dalam pengertian kompromi difgdbatasan dalam UUD 1945,
maka tidak lain sebagai bagian dari berlakunya sginmayoritas sebagaimana
terkandung dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 37 (dyaDengan demikian antara
Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 tidak dipansoagai ketentuan yang secara
prinsipil berbeda, tetapi dalam hubungan hukum Rexadn inilah yang disebut
sebagai ketentuan umurteX generali¥ sedangkan yang terdapat dalam pasal-pasal
disebut sebagai ketentuan khudes 6pesialis®

Dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa Pembukd@n1945 memiliki nilai
abstraksi yang sangat tinggi sehingga kita hanyatdaenimba elemen-elemen yang
sangat mendasar bagi arah pembangunan negara hukdwnesia. Nilai yang
terkandung dalam pembukaan itulah yang menjadidtag@nuntun bagi penyusunan
pasal-pasal UUD 1945 sehinga tidak menyimpang mii-nilai yang menjadi dasar
falsafah dan cita negara Indonesia.

Dalam tingkat implementatif, bagaimana kongkritmggara hukum Indonesia
dalam kehidupan bernegara harus dilihat pada pasal Undang-Undang Dasar.
Kaedah-kaedah yang terkandung dalam pasal-pasal-ldbJyang menjadi kaedah
penuntun bagi pelaksanaan pemerintahan negara lghitg operasional. Konsistensi

melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi itwahg dikenal dengan prinsip

5 Aidul Fitriciada Azhari Sistem Pengambilan.,him.191.
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konstitusionalisme. Karena itu, jika konsep nedaraum bersifat abstrak maka konsep
konstitusionalisme menjadi lebih nyata dan jéfas.

Pendapat ini memberi kesimpulan bahwa Pembukaan W45 mengandung
ketentuan umum mengenai sistem pengambilan kepuyasey harus dilakukan melalui
permusywaratan/perwakilan yang perwujudan dari peyawaratan tersebut dalam
konteks negara modern adalah dalam bentuk perwakdag mengimplementasikan
suatu sistem pengambilan keputusan berdasarkarsiprisuara mayoritas yang
dihasilkan melalui pemungutan suara. Oleh karemadialam sistem ini musyawarah
untuk mufakat dalam pengertian kompromi, bukan mekan prinsip tetapi aspek
teknis-prosedural dari permusyawaratan dalam UU4519

Hal tersebut berbeda dengan pendapat pertama yamgmgamggap
permusyawaratan yang terkandung dalam Pembukaaigiek adalah musyawarah
untuk mufakat. Padahal permusyawaratan tidak desgadirinya mengimplikasikan
musyawarah mufakat, karena permusyawaratan sedars apat diahiri dengan cara
pemungutan suara. Aspek teknis dari permusyawadaiam UUD 1945 sendiri hanya
merupakan implikasi normatif dari makna kalimat gaka putusan dengan suara
terbanyak” dalam Pasal 2 ayat (3).

Hal ini mengandung arti bahwa pasal ini sama sdkalian mengenai teknis
pengambilan keputusan, tetapi merupakan dasar tibrmengenai teknis prosedural
dalam sistem pengambilan keputusan menurut UUD .19%%ing dengannya “suara
terbanyak” dalam UUD 1945 mengandung arti berlakuayas mayoritas dalam sistem

pengambilan keputusan berdasarkan permusyawarataalglan.

% Hamdan Zoelva,Negara Hukum dalam persepektif Pancasitaikalah yang dismapikan pada
Seminar Negara Hukum di UGM Yogyakarta, tanggalMii 2009, dalam rangka memperingati hari
lahirnya Pancasila, him. 8.

27 Aidul Fitriciada Azhari Sistem Pengambilan,him.191
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Prinsip ini secara teknis dapat dilakukan denganupgutan suara yang akan
menghasilkan keputusan mayoritas mutlak, mayosig@erhana dan mayoritas bersarat,
atau juga bisa dengan kompromi yang akan menghasgkara bulat (mufakat bulat)
yang timbul dari menerima dan memberi antara m&®rdan minoritas sehingga

diperoleh persetujuan berdasarkan kehendak beréama.

28 |bid, him. 192-193.
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BAB 111

KEDUDUKAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KONSTITUSI INDONESIA

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara
sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk
dijalankan oleh pemerintah negara tersébDemokrasi sebagai sistem politik lebih luas
dari bentuk pemerintahan itu sendiri. Pada dasarnya, sistem politik terdiri dari dua bagian
besar, sistem politik demokrasi dan non-demokrasi. Sistem pemerintahan dalam suatu
negara yang menjalankan prinsip demokrasi akan bertindak dengan tidak sewenang-
wenang, kekuasaan terbatas, mengutamakan kepentingan umum dan keadilan. Sistem
politik non-demokrasi lebih bersifat otoriter, diktator, rezim militer, komunis, dan monarki
absolut

Demokrasi bukan hanya merupakan metode kekuasaan mayoritas melalui partisipasi
rakyat dan kompetisi yang bebas, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal, khususnya
nilai-nilai persamaan, kebebasan dan pluralisme, walaupun konsep-konsep operasionalnya
bervareasi menurut konsisi budaya negara terferilamun sejatinya, demokrasi
mengusung tiga konsep dasar yaitu kebebddmarty), persamaaneguality), dan keadilan

(justice.

! Elldar Chaidir, Negara Hukum Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia
(Yogyakarta: Total Media, 2007), him.80.

2 Fransz Magnis-Susenblencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filos¢flakarta: Gramedia,
1995), him. 56.

% Masykuri Abdillah,Demokrasi di Persimpangan Makr@et. Ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana,
1999), him. 76.

* Adul Aziz Hakim,Negara Hukum. him. 205.
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Dari ketiga konsep dasar itu demokrasi dikembangkaam segala lini terutama
dalam sistem politik dan pemerintahan kaitannyagden hak warga negara. Sedangkan
salah satu pilar demokrasi adalah prinsip triastipalyang membagi kekuasaan politik
untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negakaiyeksekutif, yudikatif dan legislatif,
yang ketiganya saling lepa;mdependeh dan berada dalam peringkat yang sejajar satu
sama lairt. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembagara ini diperlukan agar
ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi stdimg mengontrol berdasarkan
prinsipchecks and balances

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut atiieihaga-lembaga pemerintah
yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan nsslakkan kewenangan eksekutif,
lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menygge@gn kekuasaan judikatif dan
lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR) yang m&mHiewenangan menjalankan
kekuasaan legislatfDi bawah sistem ini, keputusan legislatif dibulehomasyarakat atau
oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sessgirasi masyarakat yang diwakilinya
(konstituen) dan yang memilihnya melalui prosesipeamn umum legislatif sesuai hukum
dan peraturan yang berlaku dalam masing-masingaéga

Dalam kehidupan bernegara, demokrasi berarti mexsbk¢ékuasaan pemerintahan

demi melindungi hak dan kepentingan ral/atal ini karena negara merupakan integrasi

® Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar lImu Politik Edisi Revisi cet. Ke-3 2008, (Jakarta: PT. Ikrar
Mandiripribadi), him.111.

® Saldi IsraPergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Legislasis
| Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indoneglakarta: Rajawali Pres, 2010), him. 74.

" Dahlan ThaibJmplementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 19¥Bgyakarta: Liberty,
1993), him.59.

8 Zulfikri SulemanDemokrasi...hlm.116.
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dari kekuatan politik, dan ia adalah organisasigbokiari kekuatan politik, sekaligus
sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai ke&nasatuk mengatur hubungan-
hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkpta-gejala kekuasaan dalam
masyarakat, namun kekuasaan negara cenderunghdisaékan, hal inilah yang mendasatri
diperlukannya konstitusi sebagai peraturan dadandmenyelenggarakan negara.

Sebagai organisasi dalam suatu wilayah, maka nega@at memaksakan
kekuasaannya secara sah terhadap semua golongaas&ek lainnya dan yang dapat
menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersarmsaliat. Dengan demikian, negara dapat
menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dkeknasaan dapat digunakan dalam
kehidupan bersama, baik oleh individu, golongam a&sosiasi, maupun oleh negara itu
sendiri?

Oleh sebab kekuasaan negara sangat tinggi, meskigak menggunakan
kedaulatan negara, maka disitulah dibutuhkan seblaluntuk membatasi kekuasaan agar
tidak terjadi kesewenang-wenangan. Disinilah kerauddibutuhkan konstitusi yang
merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan dwetypulan aktifitas yang
diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tundui pablerapa pembatasan yang dimaksud
untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang dipmmlukntuk memerintah itu tidak
disalahgunakan oleh meraka yang mendapatkan tudpals memerintati’

Berkenaan dengan kedaulatan tersebut di atas, aotependapat Prof. Jimly

Asshiddigie dalam bukunya ¥onstitusi dan Konstitusionalisme Indonesiatiggara

° Miriam Budiarjo,Dasar-dasar lImu Politik..him. 39.

10 A Ubaidillah, dkk.,Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Maalat Madani,
Cet. Ke-1, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2Q00BIim. 173.
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Indonesia memakai tiga teori kedaulatan sekaligagu Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan
Hukum dan Kedaulatan Rakyat. Hal ini bisa dilihatickeyakinan akan kemahakuasaan
Tuhan yang diwujudkan dalam kedaulatan hukum dataldatan rakyat yang diterima
sebagai dasar-dasar berpikir sistemik dalam kasstitUD negara Indonesta.

Pendapat tersebut senada dengan pendapat Profil Somy dalam bukunya
“Mekanisme Demokrasi Pancasil@ahwa rakyat yang memegang hukum agama melalui
wakil-wakilnya bermusyawarah mengenai pelaksanaarinfah-perintah Tuhan yang
menghasilkan undang-undang yang berlaku dalam aeB&ngan demikian dalam sistem
UUD 1945 bertemulah ajaran Kedaulatan Tuhan, Kedawol Rakyat, dan Kedaulatan
Hukum?!? Dalam hal kedaulatan ini, Jazim Hamidi mengatakahwa Indonesia tidak
hanya mendasarkan pada tiga ajaran Kedaulataninkestaempat Kedaulatan yaitu selain
ketiga hal yang disebutkan di atas masih ditambahgah Kedaulatan Negara yang
keempatnya dibingkai dalam wadah negara hukum glanwkratis'?

Namun demikian, dalam perwujudannya perumusan hulkang dijadikan
pegangan tertinggi itu haruslah disusun sedemikigra melalui mekanisme demokrasi
yang lazim sesuai dengan sila kerakyatan yang @ipimleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. Disinilah kuasa densbkparmain dalam negara melalui
lembaga perwakilan guna membuat atau membatalkamhu

Proses terbentuknya hukum nasional yang disepakatislah dilakukan melalui

proses permusyawaratan sesuai prinsip demokragiaRgan sebagai pengejawantahan

1 Jimly Asshiddigie Konstitusi...him.196.
12 |smail SunyMekanisme Demokrasi Pancasil2et. Ke-4, (Jakarta: Aksara Baru, 1984), him. 8.

13 Jazim HamidiRevolusi Hukum Indonesia, him. 220.
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prinsip kedaulatan rakyat.Oleh karena itu, prinsip kedaulatan rakyat sethwujudkan
dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikasilkan, juga harus tercermin
dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negarapéarerintahan yang menjamin
tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem deasiok

Sebagai sebuah gagasan, demokrasi sebenarnyalsmamdak dibahas atau bahkan
dicoba diterapkan di Indonesia. Sejak masa pergarakaupun pada masa penyusunan
UUD, semua berpendapat agar demokrasi atau pahdaalkéan rakyat menjadi salah satu
sendi Indonesia merdekaDipilihnya demokrasi segai dasar bernegara oleldipebangsa
karena ada dua alasaRertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan
demokrasi sebagai asas yang fundameK&dua,demokrasi sebagai asas kenegaraan yang
esensial telah memberikan arah bagi peranan m&syaratuk menyelenggarakan negara
sebagai organisasi tertingginyfa.

Pada awal kemerdekaan Indonesia berbagai hal maingegara-masyarakat telah
diatur dalam UUD 1945. Para pendiri bangsa berhaggr terwujudnya pemerintahan
yang meliputi segenap tumpah darah Indonesia, nuelkan kesejahteraan umum dan ikut
serta dalam perdamaian duhfaSemua itu merupakan gagasan-gagasan dasar yang
melandasi kehidupan negara yang demokratis dengeserdikan Pancasila. Sedangkan
untuk mendapatkan pemahaman yang utuh terhadapKpasn®ancasila harus dilihat dan

diselami ke dalam proses dan latar belakang lahimynusan Pembukaan UUD 1945

*Ibid, him. 196-19.
> Jazim HamidiRevolusi Hukum Indonesia, him. 218.
' Moh. Mahfud MD,Hukum dan Pilar-pilar Demokras{Yogyakarta; Gema Media, 1999), him. 5-

" Dahlan Thaiblmplementasi Sistem him. 71
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sebagai pernyataan kehendak lahirnya negara Indosega sebagai dasar filosofis dan
tujuan negara dengan sistem demokrasi. Hal inilahgycoba dibahas dalam bab ini

kaitannya dengan Demokrasi Pancasila.

A.Demokras Pancasila dan | dentitas Bangsa
1. Pengertian Demokrasi Pancasila
Menurut asal katanya, demokrasi berarti “rakyakbasa” atau government or
rule by the people Kata demokrasi dalam bahasa Indonesia aamocracydalam
bahasa Inggris diadaptasikan dari kd¢anokratiedalam bahasa Perancis yang muncul
pada abad ke-16. Namun asal kata demokrasi selyanbanasal dari bahasa Yunani
yaitu demokratia,yang diambil dari katalemosberarti rakyat kratis/kratien berarti
kekuasaan/berkuasa (memerintdh$ehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah
kekuasaan rakyat, atau kekuasaan yang didasarkankehendak rakyal. Artinya,
kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dagiataklan karena itu rakyatlah yang
sebenarnya menentukan dan memberi arah serta ganggguhnya menyelenggarakan
kehidupan kenegaradhdan karena itu maka kembalinya pada rakyat sendiri
Pengertian tersebut sama dengan yang ucapan Abralacoln, mantan
presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa okeami merupakan suatu

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untulyagkberarti pula demokrasi adalah

18 Ni'matul Huda,llmu Negara(Jakarta: Rajawali Press, 2010), him. 200. LihggaJMiriam
Budiardjo,Dasar-dasar limu PolitikCet. Ke XlI, (Jakarta: Gramedia, 1989), him. 50.

¥ Hendra NurtjahjoFilsafat Demokrasi...him.87.

2 Jimly Assiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokra€iet. Ke-2, (Jakarta: Konstitusi
Press, 2005), him. 241.
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suatu bentuk kekuasaan dari oleh dan untuk raky&mnurut konsep demokrasi,
kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintals@eangkan rakyat beserta warga
masyarakat didefinisikan sebagai warga neffara.

Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun pratiéikjos menyiratkan makna
diskriminatif. Demos bukan untuk rakyat keseluryhtetapi populus tertentu, yaitu
mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatamalfanemiliki hak prerogratif
forarytif dalam proses pengambilan/ pembuatan kegaut menyangkut urusan publik
atau menjadi wakil terpilih, apalagi jika wakil pdih juga tidak mampu mewakili
aspirasi yang memilihny& melainkan hanya mementingkan kepentingan prib&di a
kelompok borjuis. Lebih celaka lagi jika demokrdsnggap sebagai alat yang dapat
dipergunakan untuk mencapai tujuan manapun yarig gigapai oleh mayoritas para
wakil rakyat atau mayoritas para pemfh.

Istilah Pancasila di Indonesia mulai populer ketsidang BPUPKI tahun 1945,
yang pada waktu itu merupakan konsep yang diajikarg Karno dalam penyampaian
pendapatnya tentang falsafah negara. Pancasiladbetari bahasa Sangsekerta yaitu
pancaberarti lima darsila beratri asas atau dasar, sehingga Pancasila makadajah
lima dasaf* Lima dasar itu isinya adalah (1) Ketuhanan YanghMeEsa, (2)

Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatudondsia, (4) Kerakyatan yang

1 Fransz Magnis-Susenillencari Sosok Demokrasi..him. 56.

2 |dris Ismail, Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewargareyar(Malang: Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya, 2005), him. 52.

> Henry B. Mayo, Nilai-nilai Demokrasi” dalam Miriam Budiardjo, (ed.\Masalah Kenegaraan,
Cet. Ke-4, (Jakarta: Gramedia, 1984), him. 159.

% HD. Haryo SasongkoPancasila: Kendaraan Politik dari Masa ke Mas@etakan pertama,
(Bogor: Pustaka Grafiksi, 1999), him. 1.
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dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyataa/perwakilan, (5) Keadilan
sisial bagi seluruh rakyat Indonesia. la merupakilsafat, dasar filosofis
Weltanschauung(pandangan hidup), fundamen negara kebangsaan daatukn
Republik Indonesia.

Dikatakan seperti itu, karena pada perkembangaRayaasila berisi lima dasar
yang menjadi kesepakatan para pendiri Republikradia bahwa itulah yang mendasari
kehidupan penyelenggaraan negara sebagaimanantgrtiadam UUD 1945. Merujuk
dari dua kata bahasa yang berbeda tersebut makat dapmbil pengertian bahwa
Demokrasi Pancasila adalah kekuasaan/pemerintakgatryang didasarkan pada lima
sila, atau juga dapat dibalik lima sila yang meaddsskuasaan/pemerintahan rakyat.

Pengertian lebih lengkap mengenai Demokrasi Pdacasipernah diputuskan
dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tah@®3. Dalam GBHN tersebut

menyatakan bahwa:

Demokrasi politik berdasarkan Pancasila pada hakfaadalah wujud kedaulatan
di tangan rakyat yang diselenggarakan melalui muagah/ perwakilan,
berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Demoki@ancasila mengandung makna
bahwa dalam penyelesaian masalah nasional yang amgkt perikehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sejauh murditempuh jalan
musyawarah untuk mencapai mufakat bagi kepentinglpat. Penyelenggaraan
pemerintah Indonesia tidak mengenal pemisahan kekmasecara resmi, tetapi
menganut pembagian kekuasaan berdasarkan pahamudtgkan. Dalam
Demokrasi Pancasila yang menganut paham kekeluarg@dak dikenal bentuk-
bentuk oposisi, diktatur mayoritas, dan tirani mitas. Hubungan antara lembaga
pemerintahan dan antar lembaga pemerintahan delegabaga pemerintahan
lainnya dilandasi semangat kebersamaan, keterpadiem keterbukaan yang
bertanggung jawab.

Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki bglaerpengertian sebagai

berikut:
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1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang lemidas kekeluargaan dan
gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteradmyat, yang mengandung
unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkannked® kecintaan dan budi
pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan beriesbungan.

2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorgaaisagigara dilakukan oleh rakyat

sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individik tiersifat mutlak, tetapi harus

diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.

4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan citag®@mokrasi dipadukan dengan
cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oledmangat kekeluargaan,
sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau mirgfita

Hal senada juga disampaikan oleh Adnan Buyung Masutdalam
Otobiografinya“Adnan Buyung Nasution: Pergulatan Tanpa Henti Mema Benih
Reformasi” yang mengatakan bahwa sila “Kerakyatan yang dipimgeh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’garetung unsur-unsur:

1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat;
2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusdnk Lkepentingan

bersama;
3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh aegat kekeluargadf.

Istilah Demokrasi Pancasila pertama kali muncui plia@siden Soekarno dalam
pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1966 dengdal jildangan Sekali-kali
Meninggalkan Sejardhatau yang lebih dikenal dengan sebutan “Jasmetatftlik
menyebut nama lain dari Demokrasi Terpimpin. Dafa@datonya itu dikatakan bahwa
“Demokrasi Terpinpin yaitu demokrasi gotong-royodgmokrasi pancasila, demokrasi

Indonesia asli?’

% Mohammad Najb, dkk, (EdRemokrasi...him. 125.

% Adnan Buyung NasutiofiAdnan Buyung Nasution: Pergulatan Tanpa Henti MemaBenih
Reformasi”,Cet. Pertama, (Jakarta: Aksara karunia, 2004), hlré.

2" HD. Haryo Sasongkd?ancasila: Kendaraan Politik..hjm.64.
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Istilah Demokrasi Pancasila juga selanjutnya dipeagan oleh MPRS dalam
Tap. MPRS/XXXVII/1968 tentang Pedoman Pelaksanaamd&krasi Pancasila yang
intinya mengenai soal “musyawarah untuk mufakatiase bulat atau secara suara
terbanyalé® Dengan demikian, Demokrasi Pancasila sebenarnggahistilah untuk
menyebut sila keempat Pancasila. Jika dilihat dsinya, Tap. MPRS tersebut
sebenarnya sangat jauh dari pengertian demokratiabs hanya berisi teknis
pengambilan keputusan. Dari pernyataan di atasansakenarnya istilah Demokrasi

Pancasila usianya jauh lebih muda dari pada négdomesia itu sendiri.

L atar Belakang Demokras Pancasila

Latar belakang lahirnya Demokrasi Pancasila didasdeh semangat
kebersamaan untuk bebas dari penjajahan dengastiteitaerbentuknya Indonesia
merdeka yang bersatu berdaulat adil dan makmur aempgngakuan tegas adanya
kekuasaan Tuhan. Selain itu, Demokrasi Pancasilapakan demokrasi yang dicita-
citakan oleh para pendiri bangsa yang dulu hanpandakan demokrasi Indonesia,
namun Pancasila selalu menjadi dasar penyelenggaegara. Demokrasi yang dulu
digagas oleh para pendiri bangsa pada masa peagetraisebut menyiratkan beberapa
hal yang itu ada dalam Demokrasi Pancasila sepekdrang ini. Demokrasi yang dulu
digagas oleh para pendiri bangsa adalah demokrasg yharus berbeda dengan
demokrasi Barat. Sebab dalam Demokrasi Barat dimiémiiki kelemahan, dan hal itu

tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia.

8 Hazairin,Demokrasi Pancasil&Get. Ke-6, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), him.13.
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Demokrasi Barat sebagaimana ditangkap oleh parang@mawal perjuangan
kemardekaan Indonesia, adalah sosok demokrasimamgijudkan hak dan kebebasan
individu dalam kehidupan bernegara, yang diwujudétalam bentuk kedaulatan rakyat
atau demokrasi dalam kehidupan politik dan jugamakistem ekonomi kapitalis di
bidang ekonomi. Kebebasan individu ini nantinya gakibatkan ketidakadilan dalam
masyarakat karena kedaulatan hanya berpusat dartgmgmilik modal (kaum borjuis)
saja. Hal ini sebagaimana pernyataan Hatta yangfidilleh Zulfikri Suleman, Hatta

mengatakan bahwa:

“Berdasarkan kepada pengalaman yang diperolehbdgmiia Barat, dan bersendi
pula kepada susunan masyarakat desa Indonesia wa&tig kita dapat
mengemukakan Kedaulatan Rakyat yang lebih sempusehagai dasar
pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kedauledkyat kita meliputi kedua-
duanya: demokrasi politik dan demokrasi ekonomindga® mudah kita dapat
mengemukakannya, oleh karena masyarakat kita tid@khgandung penyakit
individualisme. Pada dasarnya masyarakat Indonesssih bersendi kepada
kolektivisme.

Dari pernyataan tersebut di atas, Hatta memandatanya kelemahan
demokrasi Barat yang hanya memberikan kedaulatkyatadi bidang politik saja,
sedangkan demokrasi ekonomi tidak ada dan hanyaaskk pemilik modal, inilah
kenapa dinamakan demokrasi kapitalis yang harasa#lit Langkah selanjutnya seperti
yang disetujui dalam sidang BPUPKI dan PPKI adalamokrasi Barat digantikan
dengan demokrasi yang sesuai dengan karakter naaydndonesia yang kolektivisme

atau bersifat kekeluargaan serta memiliki semagot@ing-royong.

29 7ulfikri SulemanDemokrasi..him. 181-182.
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Dengan demikian, maka sebuah hal yang pantas dagatsdayak jika
mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila adalah desndieedasarkan kekeluargaan
dan gotong royong yang ditujukan bagi kesejahterakyat>® Di dalamnya, terkandung
unsur-unsur kesadaran agama, berdasarkan keberk@@niaan dan kasih sayang,

berbudi pekerti, berkepribadian Indonesia, danésrambungaf

Demokrasi Pancasila ini adalah demokrasi yang tlibangsa Indonesia yang
sekarang sudah dianggap sebagai ideologi bahg®amun demikian, menempatkan
Pancasila sebagai ideologi haruslah lebih hati-f@tgan sampai mengulang kesalahan
masa lalu dimana Pancasila dijadikan ideologi tepu sebaliknya Pancasila harus
dijadikan ideologi terbuka yang tidak boleh adaupah melakukan hegemoni atau
monopoli tafsir. Hal ini karena Pancasila tidaketlpkan sebagai ideologi komprehensif
seperti ideologi-ideologi besar dunia yang dapatgatur semua hal. Menurut pendapat
As’ad Said Ali dalam bukunyaNegara Demokrasi: Jalan Kemaslahatan Berbarigsa
Pancasila adalah sebuah ideologi yang “belum jad#sih terlalu banyak bagian yang

tidak jelas dan membutuhkan elaborasi lebih latjut.

3. Nilai Luhur Demokras Pancasila

Banyak para ahli berpendapat bahwa Demokrasi Pismdasmerupakan salah

satu demokrasi yang mampu menjawab tantangan jdmaema semua kehidupan

30 Moerdiono, dkkPancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidandidapan Bermasyarakat,
Berbangsa dan BernegargJakarta: BP-7 Pusat, 1990), him. 170.

311bid, him. 164.

32 Mohammad Najb, dkk, (Ed)Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantaf#ogyakarta:
LKPSM, 1996), him. 12.

3 As'ad Said Ali,Negara Pancasila...him.311.
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berkaitan erat dengan nilai luhur Panca¥ilBerkaitan dengan hal tersebut, salah satu
ahli nasional Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H., fmendangan bahwa Demokrasi
Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumbead&edgepribadian dan falsafah
hidup bangsa Indonesia yang terwujudnya sepertiandalketentuan-ketentuan

pembukaan UUD 1945.

Prof. Dr. Drs. Notonegoro,S.H. mengatakan Demokmancasila adalah
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat yang dipimpleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan yang berke-Tuhan-nan gYaviaha Esa, yang
Berkepribadian Kemanusiaan yang Adil dan Beradalg y@empersatukan Indonesia
dan yang berkedaulatan seluruh rakyat. Demokrastd®#a yang dianut di Indonesia
masih dalam taraf perkembangan mengenai sifat-gifatciri-cirinya terdapat berbagai
tafsiran serta pandangahTetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa tagfzenilai
pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelasiet di dalam Undang-undang Dasar

1945.

Pancasila ialah filosofi bernegara. Falsafah dalam@nata politik bangsa.
Demokrasi Pancasila berarti berlandaskan nilai &dlac sesuai dengan butir-butir
Pancasil&® Hal ini dapat dilihat ketika pancasila dimaknaiutisatu per satiPertama,
Ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia yang memilikineragama resmi ini tidak
membolehkan adanya pemaksaan bagi individu, aleoitehemberikan kebabasan

untuk beribadah sesuai keyakinan individu, sebatoriesia bukan negara agama,

34 Moerdiono, dkkPancasila Sebagai Ideologi.hlm. 97.
% |gn. Gatut Sakson®ancasila Soekarno.him. 35.

% SoejadiPancasila Sebagai Sumberhlm. 49.
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namun bukan berarti negara tanpa agama (sekulegar ini tetap ber-Tuhan. Namun,

tidak memasukkan satu agama sebagai agama tunggal.

Kedua,Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaaremmanmenjadi
kesetiakawanan sosial atau solidaritas antar maninglonesia yang plural harus diikat
oleh sikap demikian. Tanpa rasa kemanusiaan, iKa@donesia akan putus. Persatuan
Indonesia. Ben Anderson mengatakan negara bangsahadiagined community
Namun, Indonesia bisa mematahkan anggapan tersaiga Persatuan Indonesia dari
Sabang sampai Merauke dengan pedoman Bhineka TuhggdUnity in diversty

berbeda-beda namun tetap satu jua.

Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanadalam
permusyawaratan perwakilan. Sila ini merupakan adRamokrasi Pancasila yang
membagi cabang kekuasaan menjadi legislatif, eksgkdan yudikatif. Hal ini
membuktikan bahwa Pancasila kompatibel dengan dexsiokKedaulatan Rakyat ini
harus dipimpin secara bijak dan arif melalui musyel dan perwakilanKelima,
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Daas bukan tujuan, melainkan alat.
Demokrasi pasti bertujuan untuk memberi kesejahteraagi masyarakaf. Dan
pancasila lebih jauh melangkah, yaitu memberi kaadiosial. Keadilan ini berdimensi

luas yang menyangkut segala lini kehidupan masgarak

Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung dargsamping nilai
umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilaiaiilyang memberikan pedoman tingkah

laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengaanTilang Maha Esa, sesama

37 |gn. Gatut Sakson®ancasila Soekarno.him. 76.
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manusia, tanah air dan Negara Kesatuan Republilonkgia, pemerintah dan
masyarakat, usaha dan krida manusia dalam menlguodgangan hidup. Pengertian lain
dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yangn@ip oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasaketnhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Isimndan bertujuan untuk

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat megis®®

Demokrasi Pancasila yang dianut Bangsa Indonefk dalu ini telah banyak
memberikan kesempatan pada rakyat untuk mengelugpkamdapat sesuai dengan
ideologi atau dasar negara kita, yaitu Pancasildoriesia sebagai negara majemuk
terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan yamgudi masyarakat. Kata-kata
"Menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknygdng pernah menjadi
kesepakatan bersama pun pada ahirnya diganti dekagamat yang lebih umum dan
menyeluruh yaitu "Ketuhanan Yang Maha E¥aMal ini membuktikan tenggang rasa
yang besar dan saling menghormati sesama bangsaekid serta mengutamakan
kepentingan bersama di atas kepentingan pribadgdiimgan. Inilah yang dinamakan

Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila ini lebih mengutamakan pendegatat berdasarkan
Pancasila. Selain itu, Demokrasi Pancasila adaamo#lrasi yang dihayati oleh bangsa

dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasi@keh nilai-nilai luhur Pancasila

% SoejadiPancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indone3agyakarta: Lukman Offset, 1999),
him. 88-89.

39 Moerdiono, dkkPancasila Sebagai Ideologi.hlm. 117.
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yang tidak mungkin terlepas dari rasa kekeluar§ddbemokrasi Pancasila berbeda
dengan demokrasi liberal yang menitikberatkan képgan individu dan mendasarkan
diri atas jumlah suara saja. Sebab demokrasi libklaih menekankan kepada
pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik &eipalgyidu ataupun masyarakat,
dan karenanya lebih bertujuan menjaga tingkat semtasi warga negara dan
melindunginya dari tindakan kelompok atau negaim*faHal ini karena konsep dasar
demokrasi liberal ada pada kebebasan, dan itula ghinya memberikan kepadanya

hak untuk mencapai segala yang diinginkan.

Hal itu sangat berbeda dengan Demokrasi Pancaailg snengamalkan nilai-
nilai luhur Pancasila yang senantiasa dialiri radtukanan dan kemanusiaan. Sehingga
demokrasi ini senantiasa membuat setiap ragammalaag berbeda merasa tersatukan,
membolehkan setiap orang untuk berbeda pendapafumamemandang dan

menempatkan setiap orang pada kedudukan yang adihdan sejahtera dalam konteks

0 |gn. Gatut Saksond?ancasila Soekarno: Ideologi Alternatif dan Syarilalam, (Yogyakarta:
Urna Cipta Media Jaya, 2007), him. 20-21. Lihat gudalam Dahlan ThaibPancasila : Yuridis
KetatanegaraanEdisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994), hid01. Beliau mangatakan bahwa
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiledi Bancasila, hal inimengingat bahwa pancasiliahda
dasar negara Republik Indonesia. Yang tak kalahimgeradalah bahwa Pancasila adalah sebagai jiwa
demokrasi Indonesia merupakan suatu konsep yairg darkait satu sila dengan sila yang lainnya. #ak
dapat dirumuskan bahwa demokrasi pancasila adidatokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan/perwakilan yang ber-Kutuhanan Yanddvgsa, yang ber-perikemanusiaan yang adil dan
beradab, yang ber-Persatuan Indonesia dan berkeagbkial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal isuse
dengan pernyataan Soeharto dalam pidato kenegéanggal 16 Agustus 1967 yang menyatakan bahwa:
Demokrasi pancasila berarti demokrasi, kedaulagdayat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-s
lainnya. Hal ini berarti bahwa menggunakan hak-tiakokrasi haruslah disertai dengan rasa tangguagjaw
kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama masiriggnharuslah menjunjung nilai-nilai kemanusiaan
sesuai dengan martabat dan harkat manusia, mengEmimempertahankan bangsa dan harus dimanfaatkan
untuk mewujudkan keadilan sosial. Sebab demoksigsila berpangkal tolak dari faham kekeluargaan d
gotong royong. Lihat juga pada S. Pamudgmokrasi Pancasila dan Ketahanan nasional: Suaalisis di
Bidang Politik dan Pemerintaha@et. Ke -3, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), him. 7-8.

“11bid, him. 326.
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kemasyarakatan sehingga dengannya mengedepankatudtglean dan musywarah

mufakat?? Hal ini sesuai dengan karakter masyarakat Indengsig komunal.

B. Karakter Sistem Demokras Pancasila

Negara yang mempunyai Pancasila hanya IndonesiacaBita ibarat kompas
bangsa, yang menjadi penunjuk jalan bangsa. Kdtkibnesia menganut demokrasi,
seharusnya tidak meniru secara mutlak pada demaolanag diterapkan di Barat. Namun,
mengadaptasi dengan kultur lokal. Kemudian, paradipe bangsa membuat sistem
demokrasi yang berbeda dengan demokrasi Bardahisyia tetap sama, yakni demokrasi,
namun isinya atau asas-asasnya menurut Hatta thcosokkan dengan kehendak
pergaulan hidup sekarang, harus dibawa keatas atingng lebih tinggi. Sehingga
demokrasi Barat jangan ditiru melainkan disesugikgangan diadopsi melainkan

diadaptasf?

Dari pandangan Hatta tersebut di atas, maka kemusietem demokrasi yang
disusun dalam konstitusi Indonesia adalah kedaulatkyat yang dalam mengambil
keputusan mengedepankan musyawarah mufakat dalsfemsipemerintahan, bukan
mengedepankan pemungutan suara. Inilah yang dirmamdiadaptasikan dengan kultur
budaya Indonesia yang bersifat kekeluargaan daangebyong (kolektivisme) bukan
individualisme. Inilah salah saru perbedaan sistemokrasi Indonesia dengan Barat, yaitu

adanya prinsip musyawarah, keadilan sosial serkarhuyang tunduk pada kepentingan

2 bid.

3 Mohammad Hatt&keadah Indonesia Merdekdalam buku Miriam Budiarjo (edMasalah
KenegaraanCet. Ke-4, (Jakarta: Gramedia, 1982), him.22.
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nasional dan persatuan Indonesia yang melindungéensg tumpah darah Indonesia.
Prinsip musyawarah dan keadilan sosial nampak lsaday tetapi mengandung makna

yang dalam bagi elemen negara Indonesia.

Prinsip musyawarah merupakan salah satu dasar gakgk bagi hukum tata
negara Indonesia sehingga merupakan salah satwerelaggara hukum Indonesia. Apa
yang nampak dalam praktik dan budaya politik ketgaraan Indonesia dalam hubungan
antara lembaga-lembaga negara terlihat jelas bagaimprinsip musyawarah ini dihormati.
Pembahasan undang-undang antara lembaga ekselautiflambaga legislatif yang
dirumuskan sebagai pembahasan bersama dan peasetbgrsama antara DPR dan
Presiden merupakan wujud nyata implementasi prinsiysyawarah dalam hukum tata

negara Indonesia.

Demikian juga dalam budaya politik di DPR, perdabatalam usaha mendapatkan
keputusan melalui musyawarah adalah suatu kenyagiabtik yang betul-betul harus
diterapkan. Prinsip musyawarah memberikan warnahlk®gksan dalam hubungan antar
lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan Iedonéa dikaitkan dengan teori
pemisahan kekuasaan delmecks and balanceértinya pemisahan kekuasaan yang kaku,
dapat dicairkan dengan prinsip musyawarah. Rusakualgangan antara Presiden dan DPR
serta MPR seperti tercermin dalam pemakzulan Rregdbdurrahman Wabhid dan Presiden

Soekarno adalah akibat telah buntunya musyaw#rah.

** Hamdan Zoelvdmpeachment Presiden. Alasan Tindak Pidana PembégrePresiden Menurut
UUD 1945 (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), him. 10.
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Prinsip keadilan sosial menjadi elemen pentingkinémya dari negara Indonesia.
Atas dasar prinsip itu, kepentingan umum, kepeatingosial pada tingkat tertentu dapat
menjadi pembatasan terhaddignity of mandalam elemen negara hukum Barat. Dalam
perdebatan di BPUPK, prinsip keadilan sosial didas#leh pandangan tentang
kesejahteraan sosial dan sifat kekeluargaan settag royong dari masyarakat Indonesia,
itu sebabnya Hatta memandang penting selain desigboditik juga harus ada demokrasi
ekonomi. Menurut Soekarno jika diperas lima silantenjadi eka sila maka prinsip gotong
royong itulah yang menjadi eka sila itu. Dalam inalSoekarno dalam pidatonya tanggal 1
Juni 1945 berkata:
“Sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikegana Indonesia yang kita semua
harus mendukungnya. Semua buat semua. Bukan Kimstah Indonesia, bukan
golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesunat Imgonesia bukan Van Eck
buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buabmedia, tetapi Indonesia buat
Indonesia — semua buat semua. Jikalau saya pergdigea menjadi tiga, yang tiga
menjadi satu maka dapatlah saya satu perkataamds@do yang tulen vyaitu
perkataan “gotong royong”. Negara Indonesia yartg kiirikan adalah negara
gotong royong”. Gotong-royong adalah paham yan@mdis, lebih dinamis dari
“kekeluargaan”, saudara-saudara! Kekeluargaan ladaddam yang statis, tetapi
gotong-royong menggambar satu usaha, satu amalpskéerjaan....gotong-royong
adalah banting-tulang bersama, memeras keringataimer...Amal semua buat
kepentingan semua, keringat semua buat kebahasgaauma.*”
Seirama dengan pendapat Soekarno di atas, makaetak jika Sajuti Melik
mengatakan bahwa, istilah gotong royong telah niemcasemua isi dari semboyan-
semboyan perjuangan rakyat di dunia Barat yangtatkdengan kemerdekadibérty),

persamaanegalite, dan persaudaraafrdtenite), bahkan lebih dari itu, masih ditambah

dengan paham kekeluargaan. Gotong-royong dan paeieluargaan juga jauh telah

45 gopekarnoRevolusi Indonesia.. him. 52.
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mencakup paham komunisme yang mempergunakan semisgteap orang wajib bekerja
sesuai dengan kecakapannya, dan setiap orang beartealerima sesuai dengan
kebutuhannya.” Hal lain yang perlu diingat bahwia j kemerdekaan, persaman,
persaudaraan, dan sama rasa-sama rata sumbertgia fdsafah hidup perorangan atau
individualisme, maka gotong-royong dan kekeluargaambernya adalah faham hidup

bersama yang tidak dapat dicerai beraitéan.

Selain itu, ada perbedan yang sangat menonjol and@mokrasi barat dan
Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi Barat memberidkuasaan kepada yang kuat dan
yang kaya, sehingga perbedaannya sangat menjohngikah demokrasi Pancasila
bertujuan memelihara kesatuan dalam masyarakatpargecahan dan pro hidup rukun

dan damdf karena memgang prinsip duduk sama rendah-bemtitagtinggi, berat sama

Dalam kata lain, meskipun Demokrasi Pancasila matgasas mayoritas yang
berarti mendasarkan pada suara terbanyak sebagaufijalasakan dalam bab dua, namun
dalam hal ini demokrasi bukan berarti boleh beekhdewenang-wenang atau mayoritas
memaksakan kehendak terhadap minoritas. Dengankidemihak azasi dari tiap-tiap
golongan, bahkan tiap-tiap manusia harus tetaprmi&itd dalam negara dan masyarakat

demokrasi.

Berkaitan dengan hal itu, Sajuti Melik berpendapahwa demokrasi Indonesia

sebenarnya lebih tepat dan sesuai dengan dengandisar masyarakat jika demokrasi

“% Sajuti Melik,Negara Nasional Aataukah Negara Islafvipgyakarta: Kedaulatan Rakyat, tanpa
tahun trebit), him. 146.

47 Hazairin,Demokrasi Pancasila..hlm. 39.
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itu diartikan mufakat. Jadi tidak selalu berartklsatan separuh ditambah satu. Lagi pula
yang boleh dimufakatkan itu hanyalah kepentingasarea seluruh masyarakat, sedangkan
kepentingan individu dan golongan tidak boleh diakatkan. Artinya bahwa tidak boleh

dijadikan satu menurut suara terbanyak, melainkamshdicari persesuaian jalan yang

tidak merugikan salah satu golond4n.

Oleh karena itu, dalam masyarakat demokrasi padarunya yang terjadi dalam
undang-undang adalah perpaduan dari macam-macaentkegan. Sehingga sistem yang
dibutuhkan demokrasi adalah sistem yang luas, daldian mampu menampung semua
aspirasi rakyat, dan mampu bertindak adil. Dalaimrhiasistem pemerintahan Demokrasi
Pancasila yang bersendikan kerakyatan dan permasgeam perwakilan, adalah sistem
yang mengikutsertakan semua golongan yang mempkeyantingan dalam kehidupan
kenegaraan dan kemasyarakatan dengan musyawarak omifakat bertujuan guna
mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam hal inokiersi Pancasila memiliki unsur-

unsur yang meliputi:

a) Berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan gotyang;

b) Tidak mengenal kemutlakan golongan, karena kekudigiknya, kekuatan
ekonomi, kekuasaan, atau juga karena jumlah;

c) Pemungutan suaravdqting adalah jalan terahir yang ditempuh hanya dalam
keadaan memaksa;

d) Tidak mengenal oposisi, karena dicari apa yang neesapukan dan bukan apa
yang memecah-beldfi.

Selain itu, Demokrasi Pancasila merupakan demoksasig menghendaki

terjadinya hubungan yang harmonis antara eksettaifiegislatif melalui proses konsensus

8 Sajuti Melik,Negara Nasional.,.him. 40.

9 Noor MS BarkyPancasila Yuridis Kenegaraa(logyakarta: Liberty, 1987), him. 49.
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sehingga keseimbangan yang wajar antara konsenans kdnflik akan terciptd’
Sedangkan dalam perwujudannya sebagai aturan huRemopkrasi Pancasila itu adalah
berisi teknis pelaksanaan pengambilan keputusaamdakermusyawaratanh,hal ini agar

sesuai dengan norma dasar demokrasi IndonesiaBeitcasila.

. Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Konstitusi Indonesia

Pada dasarnya, semua ragam demokrasi memiliki dadau tujuan yang sama, di
mana kekuasaan dipegang oleh rakyat dan di dalansayagat menghormati perbedaan
pendapat. Begitupun dalam demokrasi yang berlaadaBlncasila juga menjamin bahwa
rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukamydiisendiri disertai bertanggung
jawab, serta menciptakan keselarasan antara madesigan Tuhan, manusia dengan
manusia lainnya, serta manusia dengan lingkungayapg dalam ajaran agama Islam
disebut dengahablum minalloh, hablum minna an-nas, wa hablumaiat-alm, dalam

arti yang lebih luas, yang membedakan hanyalalctatapenyelenggaraannya.

Perlu ditegaskan bahwa demokrasi menurut UUD 18@4ehidemokrasi sistem
ketatanegaraan yang tengah berlaku sekarang, deexalemokrasi menurut Hukum Tata
Negara Indonesia sekarang adalah apa yang dikenghd sebutan Demokrasi Pancasila
yang juga mempunyai konsep dasar yaitu bahwa Deamsbkancasila adalah demokrasi

konstitusional karena terformulasikan dalan UUD3.82Demokrasi konstitusional ini erat

%0 Moh. Mahfud MD,Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tegtamteraksi Politik dan
Kehidupan Ketatanegaraafet. Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), him.44.

*1 |bid, him. 42.
52 pahlan ThaibPancasila... him. 100.
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kaitannya dengan faham konstitusionalisme yang pa&an faham pembatasan kekuasaan
negara dalam tingkat yang lebih nyata dan operaki®eperti dikatakan oleh Jimly
Asshiddigie, konstitusi dimaksudkan untuk mengaiga hal penting, yaitu menentukan
pembatasan kekuasaan organ negara, mengatur hubantma lembaga-lembaga yang
satu dengan yang lain serta mengatur hubungan &aitnantara lembaga-lembaga negara

dengan warga negata.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV ditegaskan “Kyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratamgb@ian” dan selanjutnya
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yangyatakan bahwa: “Kedaulatan berada
di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undandgblg Dasar”. Berdasarkan pasal
tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kedaulatamtrétemokrasi) menurut UUD 1945
dilaksankan oleh lembaga-lembaga negara yang jiadar dsecara jelas kewenangannya

dalam UUD 1945.

Dalam lembaga legislatif tersebut ada hal yang aapgnting yaitu kedaulatan
rakyat yang merupakan sesuatu keharusan untukiklimleh negara demokratis yang
merdeka dalam menjalankan kehendak rakyat yanggiphya>* Kedaulatan rakyat yang
dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulateamilih presiden atau anggota-
anggota parlemen secara langsung, tetapi dalamyamty lebih luas. Suatu pemilihan

presiden atau anggota-anggota parlemen secaraufepgslak menjamin negara tersebut

>3 Jimly Asshiddigie, Konstitusi & Konstitusionalisme IndonesiéJakarta; Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI, 2006), him. 144.

> Slamet Effendy YusufKedaulatan Rakyat dalam Persepektif Pancasielam Agus Wahyudi,
dkk (Ed.), Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam BgdbaPerspektif,(Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 200@. 330.
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sebagai negara demokrasi, sebab kedaulatan rakgatilim sendiri presiden secara

langsung hanyalah sedikit dari sekian banyak kedamlrakyat.

Dalam Demokrasi Pancasila penyelenggaraannya itoggumakan pendekatan
demokrasi perwakilan atau demokrasi representatiiaha rakyat menyalurkan kehendak
atau aspirasinya, dengan cara memilih wakil-wakilnyntuk duduk dalam Dewan
Perwakilan Rakyat dan disinilah kemudian terjadi cara-cara penyejarggn demokrasi
berkembang yang menjadikan ragam demokrasi. Dinesia sendiri penyelenggaraan
demokrasi menggunakan istilah Demokrasi Pancaaiienia bersumber dari Pancasila yang
merupakan falsafah bangsa dengan mengusung sengtgag-royong dan musyawarah
untuk mencapai mufakat sebagai ciri dari masyaradaunal.

Dalam hal trias pilotica yang menganut prinsip dagkanismecheck and balances
ini, Demokrasi Pancasila tidak menghendaki peminagekuasaan yang masing-masing
lembaga lepas tanggung jawab atau tidak ada kerfasatar lembaga-lembaga negara.
Hal ini berbeda dengan Trias Politica Barat dimar@sing-masing lembaga terpisah dan
tidak ada musyawarah sama sekali diantara ketighdga tersebut. Demokrasi Pancasila
yang mengadopsi sistem politik demokrasi, juga salmya menggunakan Trias Politica.
Namun dalam tataran pelaksanaannya, lembaga-lembegara melakukan fungsinya
dalam koridor Pancasila, yaitu musyawarah untukakatf Misalnya dalam pembuatan
Undang-undang yang tidak hanya dilakukan oleh |gabbegislatif saja, melainkan

dilakukan bersama-sama dengan ekseRRtif.

%5 |bid, him. 324.
% |bid, him. 334.
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Dalam kaitannya dengan Trias Politica model DengkRancasila dapat dilihat
dalam UUD 1945 Pasal 20 ayat (2) yang berbunyiti@perancangan undang-undang
dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presidaiakumendapat persetujuan
bersama”. Pasal ini memberikan bukti bahwa adamymuingan yang erat antara eksekutif
dengan legislatif dalam membuat undang-undangk titnya dilakukan oleh legislatif
saja, melainkan juga melibatkan eksekutif.

Contoh lain dalam mengimplementasikan hal tersebuatas dapat ditemukan
dalam Pasal 24A ayat (3) yang berbunyi “Calon hakigung diusulkan oleh Komisi
Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mpat@ersetujuan dan selanjutnya
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.” dapat dilihat dalam Pasal 24C ayat (3)
yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi memiliki semhilarang anggota hakim konstitusi
yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan oledsimy-masing tiga orang oleh
Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan perwakilarkyBg dan tiga orang oleh
Presiden.” Dalam contoh pasal ini memberikan bbkibungan ketiga lembaga negara
(eksekutif, legislatif dan yudikatif) dalam mengahsebuah keputusan dalam negara.

Pada tingkat implementasi ini, pelaksanaan kekuasaaegara baik dalam
pembentukan undang-undang, pengujian undang-una@upun pelaksanaan wewenang
lembaga-lembaga negara dengan dasar prinsip keistilisme harus selalu merujuk
pada ketentuan-ketentuan UUD. Karena pasal-pasél tidak mungkin mengatur segala
hal mengenai kehidupan negara yang sangat dinamaika pelaksanaan dan penafsiran
UUD dalam tingkat implementatif harus dilihat padaangka dasar konsep dan elemen-
elemen negara hukum Indonesia yang terkandung pPatabukaan UUD 1945 yang

didalamnya mengandung Pancasila. Sehingga pasal{pad 1945 menjadi lebih hidup
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dan dinamis. Pembentuk undang-undang maupun Maltkafoastitusi memliki ruang
penafsiran yang luas terhadap pasal-pasal UUD @igdim frame prinsip-prinsip negara

hukum Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan 1845.
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BABV
PENUTUP

Penelitian ini masih terlalu simpel dan sangat jauh untuk dapat dikatakan
memadai dalam sebuah tema masalah pemungutan suara dalam demokrasi Pancasila
yang sampa sekarang ini belum pernah mendapatkan titik terang dari sistem
demokrasi pancasila itu sendiri. Apalagi masih ditambah dengan mengkritisi
penergpan pemungutan suara yang merupakan bagian dari sistem pengambilan
keputusan di lembaga legislatif. Masing-masing masalah memiliki varian yang
berbeda. Meksi demikian, penelitian ini diharapkan berguna, setidaknya bagi
peneliti-peneliti lain yang ingin mengembangkan masalah yang terkait dengan tema
penelitian ini.

Kesimpulan ini akan dibagi dalam tiga sub-kongklusi, sesuai dengan pokok
masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Pertama, kesimpulan tentang hakikat
Demokrasi Pancasila yang mengacu pada sila keempat Pancasila. Kedua, sistem
pengambilan keputusan dalam Demokrasi Pancasila. Ketiga, penerapan pengambilan

keputusan di Komisi |1l DPR RI padatahun 2010-2011.

. Kesmpulan
1. Hakikat Demokrasi Pancasila
a. Demokrasi Pancasila adalah pemerintahan rakyat yang didasarkan pada
Pancasila sebagai fundamen negara, yang Pancasilaitu sendiri digali dari nilai-
nilai luhur budaya nusantara, yang mengaut sistem kekeluargaan dan gotong-

royong dengan dasar musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan.
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b. Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai
mufakat yang merupakan demokrasi asli dari masyarakat Indonesia
Seandainya musyawarah tidak berhasii maka ditempuh dengan suara
terbanyak, jadi tidak semata-mata melihat dari segi jumlah, tapi mementingkan
proses keikutsertaan segenap kelompok masyarakat. Misalnya pemilihan
presiden Indonesia secara langsung oleh rakyat, hal ini disebabkan Pancasila
bersifat terbuka dan memberi kebebasan masuknya prinsip-prinsip demokrasi
lain sepanjang prinsip tersebut memperkuat demokrasi dan tidak bertentangan
dengan nilai-nilai demokrasi.

c. Demokrasi Pancasila ini meniru demokrasi Barat namun tidak diadops,
melaikan diadaptsikan dengan kultur budaya Indonesia seperti musyawarah
dan gotong-royong, misalnya trias politica dengan prinsip checks and balances
namun tidak terpisah seutuhnya antara lembaga yang satu dengan lembaga
lainnya, melainkan bekerjasama dalam memutuskan perkara, misalnya dalam
membuat undang-undang harus ada persetujuan antara eksekutif dengan
legidatif.

2. Sistem pengambilan keputusan dalam Demokras Pancasila

a. Karena Demokrasi Pancasila mengaut sistem kekeluargaan dan gotong-royong
dan menjunjung tinggi kebersamaan dengan dasar musyawarah untuk mufakat,
maka konsekuensi logisnya dalam mengambil keputusan menomerduakan
pemungutan suara atau voting yang dapat memperlihatkan kemenangan dan
kekal ahan secara menonjol. Namun karena belum jelasnya sistem pengambilan

keputusan tersebut, hingga saat ini masih menjadi perdebatan antara yang
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terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dengan yang ada lalam Pasal 2 ayat (3)
UUD 1945.

. Dalam pengambilan keputusan, konsep demokrasi Barat lebih menekankan
bahwa one man, one vote, one value, intinya demokrasi liberal lebih
menitiktekankan pada hak individu yang kemudian akan melahirkan dan
memunculkan suatu identitas baru dalam individu ataupun kelompok dalam
masyarakat, yaitu mayoritas dan minoritas, pemenang dan pecundang.
Sedangkan dalam Pancasila, demokras dicapai dalam sebuah sistem
perwakilan yang kemudian antara mayoritas dan minoritas tidak akan ada
pembedaan hak dan tidak akan terlihat, hal ini disebabkan adalah sistem
keterwakilan yang dimiliki Pancasila didasarkan atas hikmat dan kebijaksanaan
yang dicapai melalui musyawarah bersama, sebagaimana tercantum dalam sila
keeempat dalam Pancasila.

. Sgatinya dalam demokrasi Pancasila pengambilan keputusan mengaut sistem
mayortas suara. Namun mayoritas suara tersebut bukan langsung menunjuk
lima puluh plus satu yang berati pemungutan suara. Akan tetapi mayoritas
suara didapatkan melaui konsensus (mufakat bulat), jika tidak tercapai harus
diusahakan didapat melalui kompromi, dan apabila tidak tercapai baru
dilakukan pemungutan suara.

. Pemungutan sura (voting) merupakan salah satu mekanisme pengambilan
keputusan dalam demokrasi Pancasila, namun bukan jalan utama, melaikan
jaan alternatif terahir, karena sgjatinya tidak sesua dengan semangat

kekeluargaan sebagai budaya asli bangsa Indonesia.
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3. Penerapan Pengambilan keputusan di Komis |1l DPR RI Pada Tahun2010-
2011.
Pengambilan keputusan di komisi 11l DPR RI Pada tahun 2010-2011 sejauh ini
telah mengupayakan musyawarah untuk mufakat. Namun keputusan ahir lebih
banyak menggunakan pemungutan suara. Hal ini menujukkan lemahnya upaya
pengambian keputusan bedasarkan kekeluargaan, dan semakin mengauatnya
sistem idividualistik dalam lembaga legid atif.
B. Saran
Demokrasi Pancasila adalah cita-cita luhur para pendiri bangsa yang sampai
saat ini belum terlaksana seutuhnya. Untuk melaksanakan cita-cita tersebut
dibutuhkan alat atau mekanisme yang bagus, dan orang-orang yang menjalankannya
juga harus bagus, dalam artian memiliki kapabilitas dan dedikasi yang tinggi. Untuk
itu, penulis memberikan saran akademik sekaligus saran kepada lembaga terkait.
Saran-saran tersebut adal ah:
1. Saran Akademik
a Pentingnya mengkaji dan menata ulang cita-cita bangsa, sehingga semua warga
negara diharapkan menyadari tugas penting tersebut, bukan lagi berkutat pada
Demokrasi Pancasila.
b. Pentingnya merumuskan secara mendalam tentang sistem pengambilan
keputusan yang sesuai dengan Demokrasi Pancasila agar tidak mengambang.
c. Pentingya mengkaji perbandingan hasil sertaimplementasi dari keputusan yang
berdasarkan mufakat bulat dan pemungutan suara dalam komis I1I. Hal ini
untuk membuktikan maya yang lebih baik.

2. Saran Pada Lembaga Terkait
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a. Membuat rumusan yang kongkrit tentang Demokrasi Pancasila.

b. Melakukan amandemen terhadap UUD 1945 khusunya Pasal 2 ayat (3) tentang
mekanisme pengambilan keputusan, yaitu harus diperjelas dengan ketentuan
bahwa pengambilan keputusan dengan suara terbanyak setelah melalui
tahapan-tahapan, musyawarah mufakat bulat (konsensus), kompromi, suara
terbanyak berdasarkan pemungutan suara.

c. Menghilangkan fraksi-fraksi dalam DPR.
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pradopo-jadi-kapolrji-Akses Tanggal 01 September 2012.

http://www.dpr.go.id/id/berita/lkomisi3/2010/des/R380/komisi-iii-dpr-tetapkan-tujuh-
komisioner-ky Akses Tanggal 4 Agustus 2012.

http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi3/2011/des/28b7/komisi-iii-minta-
menkumhame-revisi-sk-pengetatan-remisi-bagi-korypikses Tanggal
01 September 2012

http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi3/2011/okt/B239/dpr-terima-8-nama-calon-
pimpinan-kpk-melalui-votingAkses Tanggal 4 Agustus 2012.




KETETAPAN

MAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

REPUBLIK INDONESIA
No. VII1/MPRS/1965
TENTANG

PRINSIP-PRINSIP MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DALAM

DEMOKRASI TERPIMPIN SEBAGAI PEDOMAN BAGI

LEMBAGA-LEMBAGA PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

MAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

REPUBLIK INDONESIA

Dalam rapat Paripurna kedua tanggal 16 April 19628 Umum ketiga di Bandung.
Setelah Membahas:

Usul pimpinan MPRS tentang rancangan Ketetapan MRR8genai PRINSIP-PRINSIP
MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DALAM DEMO-KRASI TERPIMPIN SEBAGAI
PEDOMAN BAGI LEMBAGA-LEMBAGA PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN.

Menimbang :

. Bahwa sudah tiba waktunya merumuskan prinsip-grinMusyawarah

untuk Mufakat yang merupakan inti Demokrasi Terpimgebagai

pedoman umum setiap lembaga permusyawaratan/péawaki

. bahwa Musyawarah untuk Mufakat yang telah ditegakiembali harus

dikembangkan dan disempurnakan pelaksanaannya #elatanegaraan
Indonesia untuk melaksanakan Amanat PenderitaayaRalan Tujuan
Revolusi Nasional Indonesia, mewujudkan Masyarakatil dan

Makmur, Masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkacdsila,;

. bahwa pelaksanaan Musyawarah untuk Mufakat mermpakih satu

faktor yang menentukan dalam semua Revolusi Indandsrutama
sekali dalam menghadapi tantangan-tantangan Rewhsonal yang
belum selesai dan untuk mencegah timbulnya kemba$iur-unsur

Demokrasi liberal;

. Bahwa prinsip Musyawarah untuk mufakaat telah nnpegangan

pokok bagi kehidupan partai-partai politik dan bgglongan karya dan



lain-lain unsur dalam maysarakat dalam penggalapgesatuan nasional
progresip revolusioner berporoskan Nasakom.
Mengingat:
1. Dasar Negara Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar 1945;
3. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959;
4. Ketetapan-ketetapan MPRS No. | dan [I/MPRS/1963,. Nd dan
IV/IMPRS/1963, No. V dan VII/MPRS/1965;
5. Amanat-amanat, Konsepsi-konsepsi dan Pidato-pRliasiden Pemimpin Besar
Revolusi Bung Karno;
6. Deklarasi Bogor tanggal 12 Desember 1964;
Mendengar : Permusyawaratan dalam rapat-rapat MRI&& tanggal 13 sampai dengan 16
April 1965.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KETETAPAN TENTANG PRINSIP-PRINSIP MUSYAWARAH UNTUK
MUFAKAT DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN SEBAGAI PEDOMAN
BAGI LEMBAGA-LEMBAGA PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
sebagai berikut :
BAB |
PENDAHULUAN

Berkat Kemerdekaan yang diproklamasikan pada tantgaAgustus 1945 sebagai
hasil kemenangan perjuangan kemerdekaan Rakyahds@oselama berpuluh-puluh tahun,
Bangsa Indonesia dengan bebas dapat menggali &djanitmya, ialah menggali kembali ciri-
ciri khas pandangan hidup Rakyat Indonesia tenttatg-cara dalam mengatur dan
memimpin segala segi kehidupannya selama perjalar@ayarakat Indonesia sejak berabad-
abad, yakni asas Demokrasi Indonesia, Demokragir@atoyong, yang kemudian dikenal
dengan nama Demokrasi Terpimpin, yaitu Kerakyatangy dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Gagasan Demokrasi Terpimpin sesungguhnya sudahi mgketuskan pada jaman
Pergerakan Kemerdekaan Nasional dengan sebutan cokdetie met Leiderschap” dan
"Socio-Demokrasi”.

Demokrasi Terpimpin adalah asli Demokrasi Indonesiamokrasi berdasarkan

Pancasila.



Demokrasi Terpimpin yang garis-garis besarnya telgamin dan tersusun dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adaltwujudan Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyataa/perwakilan.

Akan tetapi akibat penjajahan Belanda dan pengpemgaruh Demokrasi liberal serta
feodalisme dan fasisme selama pendudukan Jepakg, selama masa itu, dan bahkan pada
permulaan masa-masa Kemerdekaan, walaupun sistinokdasi Terpimpin telah digariskan
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 18t&p kabur dan lumpuhlah sistim
Demokrasi Terpimpin sampai pada saat lahirnya DeRresiden/Panglima Tertinggi
Angkatan Perang 5 Juli 1959.

Alhamdulillah, berkat kebijaksanaan, kewibawaan dketangkasan pimpinan
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang/PenminBgisar Revolusi Bung Karno yang
pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan Dekrit KemkallUndang- Undang Dasar 1945,
diberkahi pula dengan lahirnya Manifesto PolitikpRblik Indonesia 17 Agustus 1959, maka
tegaklah kembali sistem Demokrasi Terpimpin denigéinya Musyawarah untuk Mufakat
yang dilaksanakan secara sadar.

Maka perlulah sistem dan keharusan pelaksanaan Kvasid erpimpin itu selanjutnya
dikembangkan dan disempurnakan dalam ketatanegatadaonesia, untuk menuju
tercapainya Masyarakat Adil dan Makmur, Masyarakasialis Indonesia berdasarkan
Pancasila terutama sekali dalam menghadapi tantangatangan Revolusi Indonesia tahap
demi tahap.

Atas dasar-dasar pemikiran tersebut di atas yarguimder kepada Undang- Undang
Dasar Republik Indonesia 1945, Amanat-amanat, Kmsidensepsi dan Pidato-pidato
Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno daretdpain- ketetapan MPRS, maka
disusunlah ketentuan-ketentuan mengenai pengeféisar, prinsip-prinsip serta pelaksanaan
Demokrasi Terpimpin dan Musyawarah untuk mufakat.

BAB ||
DEMOKRASI TERPIMPIN
1. PENGERTIAN DASAR

1) Demokrasi Terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpieh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berintikansydwarah untuk Mufakat
secara gotong-royong antara semua kekuatan Nasyama progresip revolusioner
berporoskan Nasakom.

2) Demokrasi Terpimpin merupakan kepribadian dan pagaa hidup bangsa Indonesia,

yaitu tata-cara dalam mengatur dan memimpin sesggdakehidupan politik, ekonomi



dan sosial Rakyat dan Negara Indonesia, denganhpexsa tanggung jawab akan

kelancaran jalannya revolusi.

3) Demokrasi Terpimpin adalah alat untuk mengemban en&enderitaan Rakyat dan

tujuan Revolusi Nasional Indonesia, mewujudkan Maeaayat Adil dan Makmur,

Masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pancd4aayarakat tanpa penghisapan

atas manusia oleh manusia.
2. ASAS

1)

2)

3)

Demokrasi Terpimpin mempunyai dua unsur, yaitu Diersi dan Terpimpin yang
kedua-duanya bergandengan mutlak satu sama laim, utgur "loro-loroning
atunggal”

Demokrasi Terpimpin dipimpin oleh Pancasila, bailedlogi maupun cara-cara
kerjanya.

Demokrasi Terpimpin menjamin kebebasan berpikir darbicara mengemukakan
pendapat dalam setiap permusyawaratan, dalam battas- keselamatan Negara,
kepentingan Rakyat banyak, kepribadian Bangsayuskaan dan pertangunganjawab

kepada Tuhan.

3. TUJUAN

1)

2)

Demokrasi Terpimpin bertujuan melaksanakan Haluagaka Manipol/Usdek dan

Dekon untuk mencapai Masyarakat Adil dan Makmuiasiharakat Sosialis Indonesia
berdasarkan Pancasila, yang penuh dengan kebahag&arial dan spiritual sesuai
dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonésigglistus 1945.

Demokrasi Terpimpin ditujukan pula untuk melindudgin menambah hak-hak bagi
Rakyat, dan menghapuskan hak-hak kaum imperiaksimk feodalis serta kaki

tangan-kaki tangan mereka, kaum kontra-revolusjdm anti-progresip dan kaum

penghisap Rakyat.

4. FUNGSI

1)

2)

Demokrasi Terpimpin adalah alat Rakyat untuk meaicfyguan Rakyat yang telah
diorbani oleh Rakyat berpuluh-puluh tahun, yaitugdl@a kuat, Masyarakat Adil
Makmur;

Demokrasi Terpimpin pada hakekatnya adalah DersoKPanyelenggaraan atau

Demokrasi Karya (werk-democratie).

3) Demokrasi Terpimpin merupakan alat untuk melaksanakonsepsi-konsepsi Bung

Karno sebagai penyambung lidah Rakyat, termasulkdqsi yang dicetuskan pada
tanggal 21 Pebruari 1957.



5. CIRI-CIRI KHAS

1) Demokrasi Terpimpin bertentangan dengan demokibsral, dan bukan diktatur,
tetapi adalah Demokrasi Gotong Royong dari semuangan yang mendukung
Revolusi Indonesia menentang kapitalisme, imperadi, feodalisme, kolonialisme
dan neokolonialisme.

2) Demokrasi Terpimpin bukan medan pertemuan antasaepoponen satu sama lain,
medan hantam-hantaman antara antagonisme, meddarnahncari kemenangan satu
golongan atas golongan yang lain, medan untuk roer&bkuasaan oleh satu
golongan terhadap yang lain.

3) Demokrasi Terpimpin mencari sintesa, mencari akasiypikiran dan tenaga untuk
melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat.

4) Demokrasi Terpimpin melarang propaganda anti-Nadieme, anti Agama, Anti-
Komunisme, tetapi sebaliknya menghendaki konsultasama aliran progresip-
revolusioner.

BAB 111
PRINSIP-PRINSIP MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT
6. PENGERTIAN DASAR
Musyawarah untuk Mufakat sebagai inti Demokrasipirapin, adalah tata cara
khas kepribadian Indonesia untuk memecahkan spéegpalan kehidupan Rakyat dan

Negara, mendapatkan kebulatan pendapat dan mufakatalam

permusyawaratan/perwakilan secara gotong royongg ydipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan untuk melaksanakan Amanat PenderiRakyat, tujuan Revolusi

Nasional Indonesia, mewujudkan Masyarakat Adil ddakmur, Masyarakat Sosialis

Indonesia berdasarkan Pancasila. Masyarakat tappgh{gapan atas manusia oleh
manusia.
7. ASASMUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

1) Musyawarah dilaksanakan berdasarkan gotong roy@mgah sikap memberi dan
menerima dalam suasana kekeluargaan, toleransharign rasa dan tenggang-
menenggang antara segenap peserta musyawarah.

2) Pangkal bertolak dalam tiap musyawarah adalah rappersatuan dan bukan
pertentangan antara para peserta.

3) Musyawarah dilaksanakan antara mereka yang dengaggsh-sungguh menyetujui
dasar negara Pancasila, UUD 1945, Haluan Negardpblaserta Pedoman-pedoman



10.

pelaksanannya dan tujuan Revolusi Nasional Indanedian yang sunguh-sungguh
berhasrat mensukseskan musyawarabh.

4) Musyawarah untuk Mufakat bersendikan pada kesaddaanrasa tanggung jawab
dari pimpinan dan peserta untuk m enghadiri musyawyaoleh sebab itu
Musyawarah untuk Mufakat pada dasarnya tidak meaigesrum, tetapi mengenal
ikut-sertanya unsur-unsur yang berkepentingan darg yrepresentatip untuk turut
dalam musyawarabh.

PESERTA MUSYAWARAH

1) Peserta-peserta musyawarah dalam permusyawarat@alkgan terdiri dari golongan
politik, golongan karya dan lain-lain unsur maskatayang mencerminkan semua
kekuatan-kekuatan nasional yang progresip-revahesio

2) Setiap peserta musyawarah mendahulukan kepentiRghyat dan Negara di atas
kepentingan golongan dan perorangan.

3) Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kesampang sama luas dan
bebas mengemukakan pendapat dan melahirkan kiatik adokritik yang bersifat
membangun tanpa tekanan dari pihak manapun.

MUFAKAT

1) Mufakat sebagai hasil kebulatan pendapat yang diddgri setiap permusyawaratan/
perwakilan dengan jalan gotong-royong adalah bkatapi bersama, bukan oleh
perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri oleh peragekekuatan dan penghitungan
suara pro dan kontra, melainkan untuk mencari kataen dalam melaksanakan
Amanat Penderitaan Rakyat.

2) Mufakat sebagai hasil musyawarah haruslah bermutggit yang dapat
dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan demgemar negara dan tujuan
Revolusi.

3) Mufakat sebagai hasil kebulatan pendapat diteriana lthrus dilaksanakan dengan
kesungguhan dan keikhlasan hati.

PIMPINAN MUSYAWARAH

1) Pimpinan permusyawaratan/perwakilan merupakan lsegatuan pimpinan kolektif
yang mencerminkan golongan-golongan peserta musgawaarus berjiwa Pancasila
dan revolusioner, berwatak adil, arif bijaksana barwibawa serta harus setia kepada
Undang-Undang Dasar Negara dan tujuan Revolusnksla.

BAB IV
PENTRAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN

\
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1)

2)

12,
1),

2).

3).

4).

5).

7).

MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT
PENTRAPAN KEPADA LEMBAGA-LEMBAGA PERMUSYA WARATAN
RAKYAT/PERWAKILAN.
Lembaga-lembaga Negara berdasarkan UUD 1945;
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Dewan Perwakilan Rakyat;
Kementerian Negara;
Dewan Pertimbangan Agung;

Pemerintah Daerah;

-~ o 2 o0 T

Badan Pemeriksa Keuangan;

Mahkamah Agung; dan

@

h. Lembaga-lembaga negara berdasarkan peraturan pegsiddangan lainnya.
Lembaga-lembaga kemasyarakatan.

PEDOMAN PELAKSANAAN

Prinsip-prinsip Musyawarah untuk Mufakat selagaa tercantum dalam Bab |l
seluruhnya berlaku bagi semua lembaga-lembaga aebmyislatif, eksekutif dan
yudikatif, baik di pusat maupun di daerah-daerainldmbaga-lembaga kemasyarakatan.
Dalam permusyawaratan lembaga-lembaga ledistatnpinan dan peserta musyawarah
mempunyai hak yang sama dalam menetapkan mufakat.

Dalam permusyawaratan lembaga-lembaga ekselpitifpinan lembaga mempunyai
wewenang untuk menentukan dalam menetapkan muleigaditusan), jika tidak tercapai
kebulatan pendapat.

Dalam permusyawaratan lembaga-lembaga yudikegiputusan harus diambil secara
kolektif, dan pimpinan lembaga mempunyai wewenamguki menentukan mufakat
(keputusan), jika tidak tercapai kebulatan pendapat

Dalam permusyawaratan lembaga-lembaga kem&syama pimpinan dan peserta
musyawarah mempunyai hak yang sama dalam menetapltakat. Apabila di dalam
musyawarah seperti yang dimaksud dalam ayat (2) aja@t (3) dan 12 terdapat
perbedaan pendapat, maka pimpinan dan peserta wasya berkewajiban
menyelesaikannya dengan semangat persatuan, gaotpmgg dan kekeluargaan, serta
menginsyafi akan kedudukannya sebagai alat Revolasg sedang berjuang guna
mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.

Apabila di dalam suaatu permusyawaratan tidalemht mufakat, maka musyawarah

mengambil kebijaksanaan dengan menempuh jalan:

Vi



a. Persoalan itu ditangguhkan pembicaraannya;
b. Persoalan itu diserahkan kepada pimpinan untuk amehi kebijaksanaan dengan
memperhatikan pendapat-pendapat yang bertentangan;
c. Persoalan itu ditiadakan.
13. PERMUSYAWARATAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
Prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam permusyat@araantar lembaga Negara
selalu dilaksanakan dengan mengindahkan wewenatigdikkan dan fungsi masing-
masing pihak.
14. PENGAMANAN PELAKSANAAN
Pengamanan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketefdlzan ketetapan ini, bila tidak
cukup terjamin oleh lembaga-lembaga permusyawdrptmwakilan yang bersangkutan,
diserahkan kepada kebijaksanaan Presiden/Pemingsar BRevolusi.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya
Ditetapkan di Bandung tanggal 16 April 1965

VIl



TAP MPRSNo. VII1/MPRS/1965 9
KETETAPAN

MAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

REPUBLIK INDONESIA
No.XXXVI1/M PRS/1968
TENTANG

PENCABUTAN KETETAPAN MPRSNO. VII1/MPRS/1965

DAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERAKYATAN

YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN
DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

Menimbang :

REPUBLIK INDONESIA,

a. Bahwa prinsip-prinsip  musyawarah untuk mufakat mal®emokrasi
Terpimpin yang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS\WHBH/MPRS/1965,
istimewa tentang ketentuan bahwa apabila didalaatugpermusyawaratan
tidak didapat mufakat, maka musyawarah mengambijdesanaan dengan
menempuh jalan antara lain bahwa persoalan ituratikan kepada
Pimpinan untuk mengambil kebijaksanaan danmemperhatikan
pendapat-pendapat yang bertentangan, adalah suatinah dalam rangka
pelaksanaan pemusatan kekuasaan dan pengembatigiNBSAKOM,
yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-brigiasar 1945 dan
yang telah menimbulkan kemerosotan/malapetaka ydattsyat dalam
kehidupan Rakyat, bangsa dan Negara disegala hidang

b. Bahwa prinsip musyawarah untuk mufakat dalam keraonya pada
hakekatnya adalah tata cara khas dalam pelaks&i@aKerakyatan yang
dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan/atau menka#nssesuatu hal
dengan berdasarkan pada kebulatan kehendak Rakyatbakan pada
kehendak Pimpinan semata-mata secara berselimut;

c. Bahwa dalam masyarakat dan Negara Indonesia mogharg bersifat

Bhinek Tunggal Ika dan yang sedang berkembang pgessth modernisasi
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Mengingat :

1.

2.
3.
4,

disegala bidang tidaklah mungkin untuk selalu negkan prinsip
musyawarah untuk mufakat secara berhasil dalamlasd@gd dan dalam
segala keadaan tanpa membawa akibat-akibat yandghamayakan bagi
kelanjutan hidupnya prinsip Kedaulatan Rakyat iendiri dan bagi
kelanjutan prinsip dan kelancaran kegiatan-keglasaina-usaha negara
yang mengabdi pada kepentingan umum demi terpeymhfmanat
Penderitaan Rakyat dalam perwujudan masyarakatdadil makmur dan
oleh karena itu disamping prinsip musyawarah umtufakat perlu bahkan
merupakan suatu keharusan dilaksanakannya carangargambil putusan
berdasarkan persetujuan suara terbanyak sesuatuateUndang-Undang

Dasar 1945 yang harus dilaksanakan secara murrkatesekuen;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tdrpada a, b dan c di

atas memandang perlu segera mencabut Ketetapan MBR&II/MPRS/
1965 dan sekaligus menetapkan penempatan kembalsigpprinsip
musyawarah untuk mufakat pada rel kemurnian Pdacdsin Undang-
Undang Dasar 1945 selaku Pedoman Pelaksanaan emds/dtan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyatea/perwakilan

(Demokrasi Pancasila).

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayapg@al 2 ayat (3),
pasal 6 ayat (2) dan pasal 37 Undang-Undang D&, 1

Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966;

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966;

Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967;

Memutuskan:
Menetapkan :PENCABUTAN KETETAPAN MPRS No. VIII/IMPRS/1965 DAN

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERAKYATAN YANG
DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN.

Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlakuKatgtapan MPRS No. VIII/MPRS/

1965 tentang prinsip-prinsip musyawarah untuk matfaklalam Demokrasi

Terpimpin;



Kedua : Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan Yang pipimleh Hikmat Kebijaksanaan
Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan (Pedoman PelaksanDemokrasi
Pancasila).

Pasal 1
Hakekat daripada Musyawarah untuk mufakat dalamukemmnnya adalah suatu tata cara
khas yang bersumber pada inti faham Kerakyatan ggnmpin oleh Hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan untuk merumuskan alau memutuskan sesuatu hal
berdasarkan kehendak Rakyat dengan jalan mengemukékmat kebijaksanaan yang tiada
lain daripada pikiran (ratio) yang sehat yang meggapkan dan mempertimbangkan
persatuan dan kesatuan Bangsa, kepentingan Rakbagamana yang menjadi tujuan
pembentukan Pemerintahan negara termaksud dalareaake-IV Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, pengaruh-pengaruh waktu, olemuae wakil/utusan yang

mencerminkan penjelmaan seluruh Rakyat, untuk npendé@putusan berdasarkan kebulatan

pendapat (mufakat) yang diiktikadkan untuk dilakda@mn secara jujur dan bertanggung
jawab.
Pasal 2

1) Musyawarah bersendikan kesadaran dan rasa tangawab-bersama dari Pimpinan
dan para peserta atas hak dan kewajiban masingwgnastuk menghadiri musyawarabh.
Oleh sebab itu pada dasarnya seluruh Pimpinan daggdia musyawarah wajib
menghadirinya.

2) Musyawarah dapat diadakan apabila seluruh gologgéongan musyawarah terwakili
atau apabila sekurang-kurangnya dua pertiga judiejgota telah hadir dalam hal tidak
semua golongan-golongan musyawarah terwakili.

Pasal 3

Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kesamgang sama luas dan sama bebas

untuk mengemukakan pendapat dan melahirkan kriikgybersifat membangun tanpa

tekanan dari fihak manapun.
Pasal 4

(1) Mufakat dan/atau putusan yang diambil berdasarkearasterbanyak sebagai hasil
musyawarah haruslah bermutu tinggi yang dapat @ipggung- jawabkan dan tidak
bertentangan dengan dasar Negara Pancasila daaoitaitRroklamasi Kemerdekaan
Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai termaktub dalembBkaan dan Batang Tubuh
Undang-Undang Dasar 1945.
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(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Segala putusan diusahakan dengan cara musyawatak mmufakat diantara semua
golongan-golongan musyawarah.
Apabila yang tersebut dalam ayat (2) pasal inikiidapat segera terlaksana, maka
Pimpinan musyawarah mengusahakan/berdaya-upayanagarawarah dapat berhasil
mencapai mufakat.
Apabila yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini detelmsahakan dengan sungguh-
sungguh tidak juga dapat terlaksana, maka keputdgatapkan dengan persetujuan
suara terbanyak sesuai ketentuan dalam Undang-gridiasar 1945 pasal 2 ayat (3) dan
pasal 6 ayat (2).
Kecuali ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 194al®&¥ ayat (2), maka segala
putusan diambil dengan persetujuan suara terbaygag lebih dari separoh quorum
(sedikitnya separoh lebih satu daripada quorum)abia karena sifat masalah yang
dihadapi tidak mungkin dicapai keputusan dengan peegunakan sistim suara
terbanyak termaksud secara sekali jalan (langsungka diusahakan sedemikian rupa
sehingga putusan terakhir masih juga ditetapkagatepersetujuan suara terbanyak.
Apabila dalam mengambil putusan berdasarkan pgusetisuara terbanyak suara-suara
sama berat, maka dalam hal musyawarah itu lengkaggotanya, usul yang
bersangkutan dianggap ditolak, atau dalam hal l@miaka pengambilan putusan
ditangguhkan sampai musyawarah yang berikutnya.
Apabila dalam musyawarah yang berikut itu suarasssama berat lagi, maka usul itu
dianggap ditolak.
Pemungutan suara tentang orang dan atau masalatamgang dipandang penting oleh
musyawarah dilakukan dengan rahasia atau tertalisagpabila suara-suara sama-sama
berat, maka pemungutan suara diulangi sekali lagiapabila suara-suara masih sama
berat, maka orang dan atau usul dalam permasalgdiag bersangkutan dianggap
ditolak.

Pasal 5

Mufakat dan atau putusan berdasarkan suara terbasslzagai hasil musyawarah harus

diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, lesdéh hati, kejujuran dan bertanggung-

jawab.

Pasal 6

Ketetapan ini berlaku bagi semua lembaga-lembaggidedibidang Legislatif, baik dipusat
maupun didaerah-daerah dan dapat pula dinamakafEKEFAN TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILA.
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Pasal 7
Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keteigippada saat berlakunya dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Maret 1968
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK NDONESIA

Ketua,
ttd.
Dr. A.H. Nasution
Jenderal TNI
Wakil Ketua Wakil Ketua
ttd. ttd.
Osa Maliki H.M. Soebchan Z. E.
Wakil Ketua Wakil Ketua
ttd. ttd.
M. Siregar Mashudi

Maj.Jen. TNI
Sesuai dengan aslinya:
Kepala Biro Tata Usaha Sek. MPRS
ttd.

Drs. | Putu Suwarsha
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TAP MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 5
KETETAPAN
MAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : VIMPR/1973
TENTANG
PENINJAUAN PRODUK-PRODUK YANG BERUPA KETETAPAN-
KETETAPAN MAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT
SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :

a. bahwa berdasarkan perkembangan kehidupan kenegaadardewasa ini dan
dengan telah ditetapkannya Garis-Garis Besar HaNegara oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, maka Ketetapan-ketetapan jelidMa
Permusyawaratan Rakyat Sementara perlu ditinjau&ém

b. bahwa Ketetapan-ketetapan Majelis PermusyawaraaigalR Sementara yang
perlu ditinjau kembali dikelompokkan sebagai betriku
(2). Yang perlu dicabut;

(2). Yang sudah tertampung materinya dalam GarigrisGBesar Haluan
Negara;

(3). Yang masih berlaku dan perlu disempurnakan;

(4). Yang sudah dilaksanakan, karena hanya mempuaya laku yang
bersifat "einmahlig";

(5). Yang belum tertampung materinya dan tidakdméaingan dengan Garis-
Garis Besar Haluan Negara;

c. bahwa perlu ada Ketetapan Majelis PermusyawakR&kyat yang menetapkan
kepastian  kedudukan hukum dari  Ketetapan-ketetapaiajelis
Permusyawaratan Rakyat tersebut, demi penghayatan pengamalan
kehidupan kenegaraan yang demokratis-konstitusibeadasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 Undang-Undang Dadg 194
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2. Keputusan  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republikdonesia
No.6/MPR/1972;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repubtidoriesia Nomor
I/IMPR/1973 tentang Peraturan Tata-Tertib MajelimResyawaratan Rakyat;

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repubidoresia Nomor :
IV/IMPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Memper hatikan :

1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permumypdan Rakyat
Maret 1973 yang membahas Rancangan Ketetapan gerieninjauan
Produk-Produk yang berupa KetetapafehaPermusyawaratan
Rakyat Sementara" yang telah dipersiapkan  olddadan Pekerja Majelis
Permusyawaratan Rakyat;
2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 22 Maret 8d@&g Umum Majelis
Permusyawaratan Rakyat Maret 1973.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENINJAUAN PRODUK-PRODUK YANG
BERUPA KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT SEMENTARA.
Pasal 1.

Dinyatakan tidak berlaku lagi dan mencabut Keteatgdgetetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara :

1) Tap XIVIMPRS/66 tentang "Pembentukan Panitia-Pariil Hoc MPRS yang bertugas
melakukan penelitian Lembaga-Lembaga Negara, Pangms Bagan Pembagian
Kekuasaan diantara Lembaga-lembaga Negara menigtitn SJndang-Undang Dasar
1945, Penyusunan Rencana Penjelasan Pelengkap dJoddang Dasar 1945 dan
Penyusun Perincian Hak-hak Azasi Manusia";

2) TAP XVIMPRS/66 tentang "Pemilihan/Penunjukkan Wakitesiden dan Tata-Cara
Pengangkatan Pejabat Presiden”;

3) TAP XVI/MPRS/66 tentang"Pengertian Mandataris MPRS"

4) TAP I/MPRS/1960 tentang "Manifesto Politik Republikdonesia sebagai Garis-garis
Besar Haluan Negara" juncto TAP XXXIV/MPRS/67 terga"Peninjauan Kembali
Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang ManifestdilP&epublik Indonesia sebagai

Garis-garis Besar Haluan Negara";
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5) TAP XXXVII/IMPRS/68 tentang "Pencabutan KetetapanR&No. VIII/MPRS/1965 dan
tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang dipiolph hikmah Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan".

Pasal 2

Dinyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan-ketetapamjelils Permusyawaratan Rakyat

Sementara karena materinya sudah tertampung dadais+garis Besar Haluan Negara :

1) TAP XII/MPRS/66 tentang "Penegakan Kembali Landasahijaksanaan Politik Luar
Negeri Republik Indonesia".

2) TAP XXI/MPRS/66 tentang "Pemberian Otonomi selussshya kepada Daerah”.

3) TAP XXII/MPRS/66 tentang "Kepartaian, Keormasan #akaryaan";

4) TAP XXIlI/MPRS/66 tentang "Pembaharuan Kebijaksanabhandasan Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan™;

5) TAP XXIV/IMPRS/66 tentang " Kebijaksanaan Dalam Big&ertahanan/Keamanan";

6) TAP XXVII/MPRS/66 tentang "Agama, Pendidikan darbkidayaan";

7) TAP XXVIII/IMPRS/66 tentang "Kebijaksanaan Peningi@aKesejahteraan Rakyat";

8) TAP XXXII/MPRS/66 tentang "Pembinaan Pers".

Pasal 3

Dinyatakan tetap berlaku dan perlu disempurnakantetfpan-ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara :

1) TAP XX/MPRS/1966 tentang "Memorandum DPR-GR meng8uoanber Tertib Hukum
Republik Indonesia dan Tata Urusan Peraturan Pangah Republik Indonesia”;

2) TAP XXV/IMPRS/1966 tentang "Pembubaran Partai Korsumdonesia, Pernyataan
sebagai Organisasi Terlarang diseluruh Wilayah Ne&epublik Indonesia bagi Partai
Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan kunMenyebarkan atau
Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxlsenaisme";

3) TAP XXIX/MPRS/1966 tentang "Pengangkatan Pahlawerpéra".

Pasal 4

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Ra&gatentara yang sudah dilaksanakan

dan berlaku secara "einmahlig”", adalah Ketetapaetdgan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara yang tidak disebutkan pada papakal 2 dan pasal 3 Ketetapan ini.

Pasal 5

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan RaRgatentara yang materinya belum

tertampung dan tidak bertentangan dengan Garis-Basar Haluan Negara, pelaksanaannya

dapat diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 6
Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Maret 1973
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ketua
t.t.d
K.H. Dr. IDHAM CHALID
Wakil Ketua Wakil Ketua
t.t.d t.t.d
Drs. SUMISKUM J. NARG,H.
Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua
t.t.d. t.t.d. t.t.d.
DOMO PRANOTO KARTIDJO Mh. ISNAENI
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PERPRES 32/1964, PERATURAN TATA TERTIB DPR GR...
Bentuk: PERATURAN PRESIDEN (PERPRES)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 32 TAHUN 1964 (32/1964)
Tanggal: 15 SEPTEMBER 1964 (JAKARTA)
Sumber: LN 1964/91; TLN NO. 2684
Tentang: PERATURAN TATA TERTIB DPR-GR
Indeks: TATA TERTIB DPR-GR. PERATURAN.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa perlu ditetapkan Peraturan Tata-tertib DeRanwakilan Rakyat Gotong Royong
yang mencerminkan kedudukannya sebagai perwak#éturuh Rakyat Indonesia dan
sebagai pembantu  Presiden/Mandataris  Majelis Peamasatan  Rakyat
Sementara/Pemimpin Besar Revolusi dalam tugas s@takan Usdek (Undang-undang
Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Tefipingan Ekonomi Terpimpin
berdasarkan kepribadian Indonesia), seperti terdioigdam manifesto Politik;

b. bahwa Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Ra®mbng Royong yang ditetapkan
dengan Peraturan Presiden REFR DOCNM="60prp028">R®. tahun 1960 perlu
disempurnakan dalam-rangka perkembangan demokrasinpin sampai sekarang;

Mengingat:

1. Pasal 6 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 teD&angn Perwakilan Rakyat Gotong
Royong;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat SemeNt@tatahun 1960 Lampiran A-ll;

3. Amanat-amanat Presiden Republik Indonesia padaaupgelantikan Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong pada tanggal 25 Juni 196Qateggal 5 Januari 1961,

Mendengar:

a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat GotongdRgy

b.  Presidium Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Presiden No. 28 tahul) 196

M enetapkan:
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PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERATURAN TATATERTIB DEWN
PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG.

BAB L.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
GOTONG ROYONG.

Pasal 1.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai PetmbBRresiden/Mandataris
M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi dalam bidang lagisdan yang anggotanya juga
menjadi anggota M.P.R.S. adalah Dewan yang bantobaetu dengan pemerintah
berdasarkan musyawarah atas azas kegotong-royodglm rangka Demokrasi
Terpimpin menuju cita-cita Sosialisme Indonesiaesgéfgermaksud dalam Pembukaan
Undang-undang Dasar.

(2) Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat GotoygriR) ialah:

a. bersama-sama dengan Presiden membentuk Undangeguselaerti termaksud dalam
pasal 5 ayat 1 jo. pasal 20 dan pasal 23 UndangnagnDasar beserta Penjelasannya;
b. melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan Peaterttan hal-hal lain yang
ditetapkan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPR®é€erta lampirannya.
BAB Il
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG DAN ANGGOTA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG.
Pasal 2.
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diahg oleh
Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Rewolus
(2) Sebelum memangku jabatannya anggota Dewan Perwalkikyat Gotong Royong
mengangkat sumpah (janji) di depan Presiden ataleghn pejabat yang dikuasakan
oleh Presiden khusus untuk mengambil sumpah (janji)
(3) Rumusan sumpah atau janji berbunyi seperti teroaxtata Penetapan Presiden No. 4
tahun 1960 pasal 4.
Pasal 3.

(1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rgyterdiri atas seorang Ketua dan
empat orang Wakil Ketua yang diangkat dan diberk@ntoleh Presiden/Mandataris
M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi dan yang merup&kaatuan Pimpinan.

(2) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rak@atong Royong adalah Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
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(1)

(2)

®3)

(4)

Pasal 4.

Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan PerwakilRakyat Gotong Royong bertugas
penuh di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rgydengan ketentuan bahwa
pada permulaan tahun-sidang diumumkan kepada D&eamakilan Rakyat Gotong
Royong, bagaimana tugas dan pembagian kerja KetmaAhkil-wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Apabila Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotongydhg berhalangan, maka
kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua yang ditnjoleh Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Apabila Ketua gana Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong berhalangan, makakumemimpin rapat mereka
diwakili oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ggt®oyong yang tertua umurnya.

Ketentuan-ketentuan pada ayat (2) berlaga ppabila Ketua dan Wakil- wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong meletakkdmat@nnya atau meninggal
dunia.

Apabila jabatan Ketua dan Wakil-wakil KetDe@wan Perwakilan Rakyat Gotong-
Royong menjadi lowong, maka Dewan Perwakilan Ralgatong Royong secepat-
cepatnya memberitahukan hal ini kepada Presiderdibtaris M.P.R.S./Pemimpin
Besar Revolusi untuk segera diadakan pengisiarsgsyai dengan ketentuan dalam
pasal 3.

Pasal 5.

Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Angota-anggota Dewarwkilan Rakyat Gotong Royong

tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena ydikgtakannya dalam rapat atau yang

dikemukakannya dengan surat kepada Dewan itu, kegika mereka dengan itu

mengumumkan apa yang dikatakan atau yang dikemokdkiam rapat tertutup dengan

syarat supaya dirahasiakan.

Pasal 6.

Kewajiban Pimpinan (Ketua dan para Wakil Ketua DewRerwakilan Rakyat Gotong

Royong) yang terutama yalah:

a. Merancang tugas dan pembagian-kerja Ketua dan Wialkil Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat Gotong Royong seperti terseblandaasal 4 ayat (1);

. Mengatur pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat GotongyoRg, termasuk

menetapkan acara pekerjaan Dewan Perwakilan R&g@ing Royong untuk suatu

sidang atau sebagian dari suatu sidang dan peksacara,;
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Memimpin rapat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Ragyatengan menjaga
ketertiban dalam rapat, menjaga supaya peraturantesdib ini diturut dengan
seksama, memberi izin untuk berbicara dan menjagar gembicara dapat
mengucapkan pidatonya dengan tidak terganggu;
Menyimpulkan persoalan yang akan diputuskan;
Memberitahukan hasil musyawarah Dewan Perwakilaky&ta Gotong Royong
kepada Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besaolusi;
Pada waktu-waktu tertentu memberikan laporan kep&uasiden/Mandataris
M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi;
Menjalankan keputusan-keputusan rapat Dewan PdemaRakyat Gotong Royong;
Sekali sebulan mencantumkan persoalan SekretarataDd Perwakilan Rakyat
Gotong Royong dalam acara rapat Pimpinan Dewan dkdam Rakyat Gotong
Royong.
BAB I
BADAN-BADAN PERLENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG.

Pasal 7.

Untuk dapat melaksanakan tugas kewajiban Dewan dkéam Rakyat Gotong Royong

mempunyai badan-badan perlengkapan seperti terdebatvah ini:

a.

-~ ® o o o

@

Panitia Musyawarah,
Panitia Rumah Tangga,
Komisi-komisi,

Panitia Anggaran,
Panitia Khusus,
Golongan-golongan,

Sekretariat.

1. Panitia Musyawarabh.
Pasal 8.
Panitia Musyawarah berkewajiban :
Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan méamaRakyat Gotong
Royong untuk melancarkan segala perundingan atasr denusyawarah untuk

mencapai mufakat;
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b. Bermusyawarah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan®#&kgtong Royong tentang
penetapan acara pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyah@Royong untuk suatu

sidang atau sebahagian dari suatu sidang dan ¢epédeksanaan acara, demikian juga

tentang hal-hal lain.
Pasal 9.

(1) Panitia Musyawarah terdiri dari Ketua DewRerwakilan Rakyat Gotong Royong
sebagai anggota merangkap Ketua, para Wakil KeteawaD Perwakilan Rakyat
Gotong Royong, para Ketua Golongan-golongan daa Katua Komisi-komisi yang
ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakydab@pRoyong.

(2) Ketua Golongan dan Ketua Komisi termaksudmdaayat (1) pasal ini berhak menunjuk
seorang anggota Pimpinan Golongannya atau seoraig Wetua Komisinya yang
bersangkutan, untuk mewakilinya dalam rapat-rapaitR Musyawarah.

2. Panitia Rumah Tangga.

Pasal 10.
Panitia Rumah Tangga berkewajiban:

a. membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat GotongpRg untuk melancarkan
segala urusan kerumah-tanggaan Dewan PerwakilayaR&lotong Royong; 521

b. memeriksa rancangan sementara Anggaran Belanjand@eravakilan Rakyat gotong
royong, yang disiapkan oleh Sekertaris Umum daelaetmemberi pertimbangan
menruskan rancangan sementara Anggaran Belanjgefgada Pemimpin Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk mendapaepgsan;

c. memberi pertimbangan kepada Pimpinan Dewan PeravaKbkyat Gotong Royong
dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai-peg8eietariat Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong golongan E/IIl kasa apabila diminta oleh
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

d. mengadakan rapat paling sedikit sekali sebulan.

Pasal 11.

(1) Panitia Rumah Tangga terdiri dari KetuavB@e Perwakilan Rakyat Gotong Royong
sebagai anggota merangkap Ketua, para Wakil KeteawaD Perwakilan Rakyat
Gotong Royong dan sekurang-kurangnya 9 orang aadgoinya, sebagai anggota
yang pada tiap-tiap tahun sidang ditetapkan olempian Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong, dengan memperhatikan pertimbangdéonGan-golongan.

(2) Untuk melakukan tugas sehari-hari PimpinawBn Perwakilan Rakyat Gotong royong

mengangkat seorang Ketua Harian dan beberapa wakitnya dari antara Anggota-
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anggota Panitia Rumah Tangga di luar Pimpinan DeRamvakilan Rakyat Gotong
Royong.
3. Komisi-komisi.
Pasal 12.

Komisi-komisi mempunyai lapangan pekerjaan yangimgasnasing meliputi bidang/bidang

pekerjaan Pemerintah.

Pasal 13.

(1) Jumlah Anggota Komisi ditetapkan oleh Pingpi Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong setelah mendengar pertimbangan Panitia Musg.

(2) Susunan Anggota Komisi ditetapkan oleh PirapiDewan Perwakilan Rakyat Gotong
royong dengan memperhatikan pertimbangan golongimgan.

3) Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat @pteoyong, kecuali Ketua dan para
Wakil Ketua dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royatigajibkan menjadi Anggota
Komisi.

(4) Semua permintaan yang berkepentingan upitukah kelain Komisi diputuskan oleh
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(5) Anggota sesuatu Komisi tidak boleh merapgknenjadi anggota lain Komisi, akan
tetapi boleh menghadiri rapat Komisi lain sebagamipjau.

Pasal 14.

(1) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan engrang Wakil Ketua, yang diangkat oleh
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royonglagtmendengar pertimbangan
Panitia Musyawarah, dengan memperhatikan calomada Golongan-golongan.

(2) Pimpinan Komisi mengadakan rapat sekurangrAgmga sekali seminggu untuk
mengatur pembagian kerja bagi tiap-tiap anggotgpPiam Komisi dan membicarakan
hal-hal yang bersangkutan dengan tugas-kewajibamnid¢{o

(3) Pimpinan Komisi harus aktip memimpin Musyaarasampai tercapai kata-mufakat.

Pasal 15.
(1) Kewajiban-kewajiban Komisi ialah:
Pertama :
Bersama-sama dengan Pemerintah melakukarbigemaan atas rancangan Undang
undang yang masuk urusan Komisi masing-masing.
Kedua :
a. melakukan sesuatu tugas atas keputusan Desveuakilan Rakyat Gotong Royong;
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)

membantu menyelesaikan kesulitan-kesultamy dihadapi oleh Pemerintah dalam
menjalankan Undang-undang dan kebijaksanaannyatatea mengenai Anggaran
Pendapatan dan Belanja, dalam hal-hal yang masislaiiKomisi masing-masing;

mendengar suara rakyat dalam hal-hal yaaguknurusan Komisi masing-masing
antara lain denga jalan memperhatikan surat-swaag yYdisampaikan kepada Dewan
Perwakilan rakyat Gotong Royong dan menerima ataogunjungi pihak-pihak yang
berkepentingan;

dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakkkyat Gotong Royong mengadakan
rapat kerja dengan Pemerintah untuk mendengarkizmakgannya atau mengadakan
pertukaran pikiran tentang tindakan-tindakan yaiigkdkan oleh Pemerintah atau
tentang hal-hal lain;

mengajukan kepada Pimpinan Dewan Perwakkkyat Gotong Royong usul-usul
rancangan Undang-undang atau usul-usul lain, deamga usul pernyataan pendapat;

mengusulkan kepada Pimpinan Dewan Perwakiakyat Gotong Royong hal-hal
untuk dimasukkan, dalam acara Dewan Perwakilan &a&Bgtong Royong;

mengajukan pertanyaan tertulis kepada Retakrdengan melalui Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai hal-haly@rmasuk urusan Komisi
masing-masing;
memberikan pertanggungan-jawab kepada Panddewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong tentang hasil pekerjaan Komisi masing-masing

Pembicaraan didalam komisi dilakukan secawsyawarah, sehingga dapat tercapai

kata mufakat.

4. Panitia Anggaran.

Pasal 16.

Panitia Anggaran dibentuk untuk selama masa jalia¢éavan Perwakilan Rakyat

Gotong Royong dan berkewajiban:

a.

Mengikuti penyusunan rancangan Undang-undarggaran Pendapatan dan belanja
Negara dari semula dengan jalan mengadakan hubutegayan Departemen Urusan
Anggaran dan Departemen-departemen lain;

Memberikan pendapatnya kepada Dewan Pemavakiakyat Gotong Royong mengenai
Nota Keuangan dan rancangan undang-undang Anggseadapatan dan Belanja
Negara yang diajukan oleh Pemerintah kepada DeveawaRilan Rakyat Gotong

Royong;
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C. Mengajukan pendapatnya atas rancangan pembbimdang- undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan olelerffgah;

d. Memberikan pendapatnya mengenai hasil pessaikdari Badan Pemeriksa Keuangan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 17.

(1) Panitia Anggaran terdiri dari Ketua Dewan Pakilan Rakyat Gotong Royong sebagai
Anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua dan seigikurangnya delapan orang
Anggota lain sebagai Anggota yang ditetapkan olatpfhan Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong, dengan memperhatikan pertimbangaiGdéoongan-g ol ong a n.

(2) Untuk melakukan tugas sehari-hari Pimpinaw@rePerwakilan Rakyat Gotong Royong
mengangkat seorang Ketua Harian dan beberapa @rakiinya dari antara Anggota-
anggota Panitia Anggaran di luar Pimpinan DewamvBlgitan Rakyat Gotong Royong.

5. Panitia Khusus.

Pasal 18.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rgyeetelah mendengar pertimbangan
Panitia Musyawarah dapat membentuk suatu Panitisst&h untuk melakukan pembicaraan
atas suatu rancangan Undang-undang ataupun mefatuges lain.

Pasal 19.

Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kuraysglima orang anggota, termasuk seorang
Ketua yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwal®akyat Gotong Royong, dengan
memperhatikan keinginan Golongan-golongan.

Pasal 20.

Tiap-tiap pembentukan Panitia Khusus harserthi ketentuan tugas kewajibannya

dan tentang lamanya waktu menyelesaikan tugas Keamaigu.
Pasal 21.

(1) Hasil pekerjaan Panitia Khusus dilaporkapdda Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong.

(2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong ddgy merumuskan hasil pekerjaan
Panitia Khusus sebelum disampaikan kepada DewawaRian Rakyat Gotong
Royong.

Pasal 22.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku buat Kotargang rapat- rapat berlaku juga bagi
Panitia Khusus.

Pasal 23.
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(1) Panitia Khusus, jika tugasnya dianggagsse) dibubarkan oleh Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong, setelah mendengartimbangan Panitia
Musyawarah.

(2)  Apabila Panitia Khusus tidak dapat mensalean tugas kewajibannya dalam waktu
yang telah ditentukan, maka atas permintaannyauwiltdapat diperpanjang oleh
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(3) Apabila Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Ggt&oyong memutuskan tidak akan
memperpanjang waktu tersebut, maka Pimpinan DewawdRilan Rakyat Gotong
Royong dapat membubarkan Panitia Khusus itu darngamgkat lagi Panitia Khusus
baru atau menjalankan usaha lain.

6. Golongan-golongan.
Pasal 24.

Guna keperluan pembulatan kata mufakat yaeigcerminkan azas kegotong- royongan
dalam rangka Demokrasi Terpimpin seperti termakgada pasal 1, Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong mempunyai golongan musyawgoédngan musyawarah yang
terdiri dari:

a. Golongan Nasionalis,

b Golongan Islam,

c Golongan Kristen dan Katholik,

d. Golongan Komunis,

e. Golongan Karya.

Pasal 25.

Pimpinan Golongan memberitahukan kepada iRanp Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong susunan Pimpinan dan susunan angggtgotanya serta tiap-tiap
perubahan dalam susunan Pimpinan dan anggota-angge¢but.

Pasal 26.

(1) Golongan-golongan berkewajiban:

a. melakukan pembicaraan atas rancangan Undang-unsimerti dimaksud dalam
pasal-pasal 33 dan berikutnya, atau pokok-pokokypsaraan lain;

b. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan RéawaRakyat Gotong
Royong mengenai semua hal yang dianggapnya penuyaing dianggap perlu oleh
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
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(2) Pimpinan Dewan PerwakilanRakyatdagtRoyong dapat mengundang Pimpinan
Golongan-golongan guna mengadakan pertemuan uefpdrikan termaksud dalam ayat (1)
b pasal ini.

Pasal 27.

Dalam melakukan tuasnya sebagai Pemimpiorgain, Ketua Golongan atau Wakilnya
dapat meminta pertimbangan-pertimbangan tehnis deefsekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong.

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rgyon
Pasal 28.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotengong berkewajiban melaksanakan
kebijaksanaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat @@pRoyong dan menyelenggarakan
urusan Kepaniteraan dan urusan ke-Rumah-tanggasarDieerwakilan Rakyat Gotong
Royong.

Pasal 29.

Kebijaksanaan dan garis-garis umum mengenganisasi, tugas dan tata-kerja

Sekretariat ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Penaakiakyat Gotong Royong.
Pasal 30.

Pimpinan Sekretariat diserahkan keapdaasgoBekretaris Umum, yang bertanggung-
jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat @oRoyong tentang pekerjaan yang
dipikulkan padanya.

Sekretaris Umum dalam menjalankan tugasityentu oleh seorang Wakil Sekretaris
Umum.

Pasal 31.
Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umuandkat dan diberhentikan oleh Presiden
atas usul pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat GotooygpRg.
BAB IV.
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG.
1. Ketentuan-ketentuan umum.
Pasal 32.
(1) Presiden dapat menguasakan kepada Mentetementuk melakukan sesuatu yang
menurut Peraturan Tata-tertib ini dilakukan olesitten.
(2) Para Menteri memenuhi undangan Pimpinan Dewarwakilan Rakyat Gotong
Royong untuk menghadiri Musyawarah yang diadakah 8lewan Perwakilan Rakyat

Gotong Royong dan Badan-badan Perlengkapannya.
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Pasal 33.

(1) Semua usul Presiden, berupa rarmcabgidang-undang yang disampaikan
dengan Amanat Presiden kepada Dewan PerwakilanaR@&otong Royong, sesudah oleh
Sekretariat diberi nomor pokok dan nomor suratedipnyak dan dibagikan kepada para
anggota.

(2)  Terhadap semua usul termaksud dalah1 dilakukan pembicaraan,
berturut-turut dalam;

Rapat-rapat Golongan (tingkat I),

Rapat pleno terbuka (tingkat I1),

Rapat-rapat Golongan (tingkat III),

Rapat Komisi (tingkat 1V),

Rapat pleno terbuka (tingkat V);
kecuali kalau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 8gteoyong, setelah mendengar
pertimbangan Panitia Musyawarah, menetapkan lain.

3) Pembicaraan tingakt IV, termaksuadiath ayat (2) dapat pula diadakan dalam
Komisi-komisi yang bersangkutan/gabungan segenami#ioatau dalam suatu Panitia
Khusus termaksud dalam pasal 18 s/d pasal 23,laghénggap perlu oleh Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong setelah menderggéinangan Panitia Musyawarabh.

2. Tingkatan-tingkatan Pembicaraan.
Pasal 34.

Setelah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Bkitan Rakyat Gotong Royong hari
dan waktunya, maka Golongan-golongan dalam peng#zoaingakat |, mengadakan rapat-
rapat guna melakukan pemeriksaan persiapan.

Pasal 35.
Q) Sesudah selesai pemeriksaan persiapeim Golongan- golongan, maka
pembicaraan pada tingkat Il dilakukan dalam raperigterbuka.

(2) Dalam rapat pleno ini Pemerintah mernikan penjelasan tambahan.

(3) Selanjutnya para Anggota Wakil Gglan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan, yang dijawab oleh Pemerintah.

Pasal 36.

Rapat-rapat Golongan pada pembicaraan dingk mempelajari serta menyimpulkan
hasil pembicaraan tingkat Il guna dijadikan bahalamh permusyawaratan selanjutnya oleh
para Anggotanya.

Pasal 37.
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(1) Dalam pembicaraan tingkat 1V, KomisiNisi-komisi yang bersangkutan atau
Gabungan segenap Komisi, mengadakan permusyawaratan

(2) Permusyawaratan tersebut dalam ayatadal ini dilakukan bersama-sama
dengan Pemerintah.

(3) Dalam Permusyawaratan ini para Angdaimisi-komisi yang bersangkutan
dan Pemerintah dapat mengadakan perubahan-perubahan

(4)  Anggota-anggota dari komisi-kontan dapat mengajukan usul-usul perubahan
secara tertulis melalui Pimpinan Dewan Perwakilaky@t Gotong Royong. Usul-usul itu
harus ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya Syétag Setelah diberi nomor pokok dan
nomor surat dan diperbanyak, usul-usul perubahamligampaikan oleh Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong kepada anggota-gaiagKomisi (-komisi) yang
bersangkutan dan Pemerintah, untuk dimusyawarahkan.

(5) Pimpinan Komisi harus secara aktipmmepin musyawarah sampai tercapai
kata mufakat.

(6) Apabila dalam permusyawaratan tarsebatas tidak dapat tercapai kata mufakat,
maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Roynambawa persoalannya ke dalam
rapat Panitia Musyawarah atau menjalankan kebijelesa lain untuk mencapai kata
mufakat.

Pasal 38.

Apabila pembicaraan dalam tingkat IV dap@elésaikan dengan mendapat kata
mufakat, maka dalam pembicaraan tingkat V dalamatrpfeno terbuka Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong mengambil keputusan, setelana puru-bicara Golongan
mengucapkan kata-kata terakhir.

Pasal 39.

Q) Jika pembicaraan atas suatu rancarigadang-undang menurut pendapat
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong laetenendengar pertimbangan
Panitia Musyawarah perlu diserahkan kepada suatiti®@&husus, maka Pemimpin Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong membentuk suatitiRahusus.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam pasal-p2Balan 38 berlaku juga untuk pembicaraan
oleh Panitia Khusus.

3. Tentang Catatan, Risalah, Laporan, Rumusan, Rertabahan dan naskah baru.

Pasal 40.
Mengenai pembicaraan tingkat Il dan V datapat-rapat pleno termaksud dalam

pasal-pasal 35 dan 38 serta pembicaraan tingkdaldm rapat gabungan segenap Komisi
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termaksud dalam pasal 37 dibuat risalah tulisaatcggng tersebut dalam pasal-pasal 87, 88
dan 89.
Pasal 41.

1) Mengenai pembicaraan tingkat Illatal Golongan-golongan termaksud dalam
pasal 36 dibuat catatan.

(2) Untuk membuat catatan itu Golongafengan dibantu oleh seorang atau
lebih Sekretaris/Panitera.

Pasal 42.

(1) Sebelum memulai pembicaraan tingkakKtvisi/Komisi-komisi yang bersangkutan
menunjuk seorang atau lebih diantara anggotanysgsepelopor.

(2) Tentang pembicaraan dalam Komisudiltatatan oleh Panitera-panitera Komisi.

(3) Setelah catatan sementara dikordkhi para pembicara, maka dibuat catatan
tetap yang memuat:

a. tanggal rapat dan jam permulaan serta ppanttapat,
b. nama-nama yang hadir,
C. nama-nama pembicara dan pendapatnya masisigyn

(4) Catatan Rapat Komisi termaksud madyat 3 dibuat rangkap dua dan setelah
diketahui oleh Ketua dan Pelapor (-pelapor) didethabagi para anggota Dewan Perwakilan
Rakyat serta Menteri-mentei yang bersangkutan damplan di Sekretariat. Catatan itu tidak
boleh diumumkan.

Pasal 43.

(1) Disamping catatan termaksud dalanalpé oleh Pelapor (-pelapor) bersama-sama
dengan Pimpinan Komisi, dengan bantuan Sekretdiigat Laporan Komisi, yang memuat
pokok-pokok dan kesimpulan pembicaraan dalam Komisi

(2) Didalam Laporan Komisi itu tidak diattnama-nama pembicaraan.

(3) Setelah ditanda-tangani oleh Pimpitkmisi dan Pelapor-pelapor, Laporan
Komisi disampaikan kepada Pimpinan Dewan PerwalRlakyat Gotong Royong.

Pasal 44.

(1) Berdasarkan Laporan Komisi atau dianperlu berdasarkan Catatan Rapat
Komisi, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong &tmymembuat Rumusan Pimpinan
tentang pembicaraan dalam Komisi, yang memuat ppkékk kesimpulan pembicaraan
serta perkembangan musyawarah dalam Komisi, teknpeskembangan naskah rancangan

Undang-undang atau usul yang menjadi pokok perndzacar
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(2) Rumusan Pimpinan Dewan PerwakilanyBalGotong Royong, setelah diberi
nomor pokok dan nomor surat oleh Sekretariat, Ogreyak serta disampaikan kepada
para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rogand?emerintah.

(3) Rumusan itu dapat diumumkan.

Pasal 45.

1) Jika berdasarkan pembicaraan diddtamisi diadakan perubahan- perubahan
pada naskah Undang-undang baik atas usul Anggogggia maupun atas kehendak
Pemerintah, maka oleh Pemerintah atau pengusuidibu
a. Nota perubahan atas rancangan Undang-undang,

b. Naskah baru rancangan Undang-undang, agadildoahan- perubahan meliputi
banyak bagian-bagian/pasal-pasal.

(2) Nota perubahan atau naskah baru teyatadalam ayat 1 pasal ini, setelah diberi
nomor pokok dan nomor surat oleh Sekretariat, sedgerbanyak dan disampaikan kepada
para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

4. Mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Uadadgng menjadi Undang-undang.
Pasal 46.

Dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Petiggimdang undang, Pemerintah
sekurang-kurangnya memberitahukan dan mendengdebiter dahulu pertimbangan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royongatemtisi dan maksud Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang yang akan pktatatu.

Pasal 47.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undidingarakan didalam Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong, setelah disampaikan dengaranAm Presiden dalam bentuk
rancangan Undang-undang tentang Penetapan Perd®emerintah Pengganti Undang-
undang menjadi Undang-undang.

Pasal 48.

(1) Setelah oleh Sekretariat Dewan PetaalRakyat Gotong Royong diberi nomor
pokok dan nomor surat rancangan Undang-undangnigmenetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang ksudadalam pasal 47 diperbanyak
dan dibagikan kepada para anggota Dewan PerwdRdagat Gotong Royong.

(2) Terhadap penyelesaian selanjutnylake ketentuan- ketentuan dalam pasal-
pasal 34 sampai 45.

5. Mengajukan rancangan Undang-undang usul irfisiati

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
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Pasal 49.

(1) suatu rancangan Undang-undang yaagldin oleh para anggota berdasarkan
pasal 21 ayat 1 Undang-undang Dasar (rancangan imisidtif) harus disertai memori
penjelasan dan ditanda-tangani oleh sekurang-knyangepuluh orang anggota.

(2) Rancangan usul inisiatif itu disampaiksecara tertulis kepada Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

3) Dalam rapat yang berikut pimpinan Bewerwakilan Rakyat Gotong Royong
memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat @of®ayong tentang masuknya
rancangan usul inisiatif itu.

(4) Rancangan usul inisiatif yang dimakssetelah oleh Sekretariat diberi nomor
pokok dan nomor surat, diperbanyak dan dibagikgra#te para anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong serta dikirim kepada Pemdrinta

(5) Dalam rapat Panitia Musyawarah panagpseul diberi kesempatan memberikan
penjelasan mengenai rancangan usul inisiatifnya.

(6) Terhadap penyelesaian selanjutrsdaku ketentuan- ketentuan dalam pasal-
pasal 34 sampai 45, dengan pengertian, bahwa:

a. penjelasan-penjelasan diberikan oleh pangysul inisiatif;
b.  pembicaraan dilakukan secara musyawarafjatigmara pengusul inisiatif dan
Pemerintah.

Pasal 50.

(1) Selama suatu rancangan usul inisiitim diputuskan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong, para pengusul berhak mengikkembali atau mengajukan
perubahan.

(2) Pemberitahuan tentang perubaham peaarikan kembali disampaikan dengan
tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyatofgp Royong dan Pemerintah, dan
harus ditanda-tangani oleh semua penandatangameangan usul inisiatif itu.

Pasal 51.

(1) Apabila Dewan Perwakilan. Rakyatt@hg Royong menyetujui rancangan usul
inisiatif, maka rancangan itu menjadi usul inigiathncangan Undang-undang Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan mengirimkaralegPemerintah untuk disahkan
oleh Presiden.

(2) Bilamana Presiden tidak mengesahkarcarsgan Undang- undang tersebut,
pemerintah memberitahukannya kepada Dewan PerwmaRa#tyat Gotong Royong disertai

alasannya.
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(3) Selama sesuatu usul inisiatif rancangadang-undang Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong belum disahkan oleh Presiden, Deveawdkilan Rakyat Gotong Royong
berhak menariknya kembali.

6.Menetapkan rancangan Undang-undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja.
Pasal 52.

Untuk menetapkan Anggaran Pendapatan @étenf (selanjutnya disebut "Anggaran
Belanja"), sebagai tercantum dalam pasal 23 ayatJ(dlang-undang Dasar, maka setiap
tahun Pemerintah dengan Amanat Presiden mengajhkém Keuangan dan Rancangan
Anggaran Belanja kepada Dewan Perwakilan RakyabrgpiRoyong dalam tahun yang
mendahului tahun dinas Anggaran Belanja tersebut.

Pasal 53.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rgymenyerahkan Nota Keuangan
dan rancangan Anggaran Belanja kepada panitia Aaggagar Panitia tersebut memberikan
pendapatnya.

Pasal 54.

(1) Nota Keuangan, rancangan Anggaraargaldan Pendapat Panitia Anggaran yang
dimaksud dalam pasal 53, disampaikan kepada Gateggi®ngan dan Komisi-komisi untuk
dibicarakan, dengan ketentuan, bahwa masing-m&ngsi membicarakan Bagian-bagian
Anggaran Belanja yang bersangkutan.

(2) Terhadap penyelesaian rancangan AaggBelanja selanjutnya pada umumnya
berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasalrBpaais.

Pasal 55.
Rancangan Perubahan Anggaran Belanja didaesaleh Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong menurut ketentuan-ketentuan dalamil{pasal 53 dan 54.
BAB V.
PEMBICARAAN LAPORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
Pasal 56.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rgyanenyerahkan Laporan Badan
Pemeriksa Keuangan kepada Panitia Anggaran, agaitidPdaersebut menyampaikan
pendapatnya.

Pasal 57.
Pendapat Panitia Anggaran tentang LaporaaB Pemeriksa Keuangan disampaikan

kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong R®pygang menetapkan,setelah
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mendengar Panitia Musyawarah, bagaimana tingkatigkatan pembicaraan mengenai
Pendapat Panitia Anggaran tersebut.
Pasal 58.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong ddgy dapat mengundang Badan
Pemeriksa Keuangan untuk memberikan penjelasan atzanb tentang Laporan Badan
Pemeriksa Keuangan dalam rapat pleno, dimana paggota - Wakil Golongan-golongan
diberi kesempatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Pasal 59.
Akhirnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyatdbg Royong menetapkan rapat pleno

untuk keperluan pengesahan Pendapat Panitia Anggeméang Laporan Badan Pemeriksa

Keuangan.
BAB VI.
PEMBICARAAN PERNYATAAN PENDAPAT DAN HAL-HAL LAIN.
Pasal 60.

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapatetapkan pernyataan pendapat
mengenai peristiwa-peristiwa atau hal-hal yangipgnbaik dibidang perundang-undangan
maupun bukan.

Pasal 61.

(1) Jika Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyatong Royong setelah mendengar
pertimbangan panitia Musyawarah, berpendapat, b&lemaan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong perlu menetapkan pernyataan pendapat makzrgin Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong dapat menyerahkan rumusan rancamyaygtaan pendapat itu kepada:

a. Komisi atau Komisi-komisi yang bersangkutzay
b. sesuatu Panitia Khusus, yang khusus dibesiekkPimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong untuk keperluan itu.

(2) Atas inisiatif sendiri Komisi-komiglapat mengajukan usul berupa rancangan

pernyataan pendapat kepada Pimpinan Dewan Perwdkdlkyat Gotong Royong.
Pasal 62.

Mengenai pembicaraan rancangan pernyatasiapat didalam Komisi atau Panitia
khusus berlaku, dengan perubahan-perubahan sepgrketentuan-ketentuan dalam pasal-
pasal 37 dan 39.

Pasal 63.
(2) Setelah dalam Komisi (kondisi) ydmgysangkutan atau Panitia Khusus tercapai

kata mufakat mengenai perumusan rancangan pernygeaaapat, maka rancangan
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itu oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan nomaasg diperbanyak serta dibagikan
kepada para Anggota dan disampaikan kepada Peaterint

(2) Kemudian rancangan itu langsungaditzikan dalam rapat pleno terbuka.

(3) Dalam rapat pleno itu jurubicaradjicara Golongan mengucapkan kata-
kata terakhir dan Pemerintah menyampaikan katadeatdoutannya.

Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Got®ogong mengambil keputusan
terhadap rancangan pernyataan pendapat itu.

Pasal 64.

(1) Semua usul-usul/hal-hal lain, bgitkng disampaikan oleh Presiden dengan
Amanat maupun yang berasal dari kalangan DewandRéan Rakyat Gotong Royong
sendiri, setelah diberi nomor pokok dan nomor sseatia diperbanyak dibagikan kepada
para Anggota dan disampaikan kepada Pemerintah.

(2) Pembicaraan mengenai usul-usul/balitu dilakukan menurut ketentuan-
ketentuan tentang pembicaraan rancangan Undangwnkizcuali kalau ditetapkan lain oleh
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

BAB VII.
PERSIDANGAN DAN RAPAT PLENO.
1. Persidangan.

Pasal 65.

(1) Tahun-persidangan Dewan PerwakilakyBt Gotong Royong dimulai pada
tanggal 15 Agustus dan berakhir pada tanggal 14#yguahun berikutnya.

(2) Dalam tiap tahun persidangan DewanwRlkfan Rakyat Gotong Royong
mengadakan sekurang-kurangnya dua persidangan.

Pasal 66.

(1) Waktu masa-masa persidangan ditetaplmPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong.

(2) Sedapat-dapatnya masa persidangatanpa diperuntukkan terutama buat
menyelesaikan rancangan Anggaran Belanja tahums diedkutnya dan masa-persidangan
terakhir diperuntukkan terutama buat menyelesaslegyala perubahan Anggaran Belanja.

Pasal 67.

(1) Persidangan luar biasa dapat diadghe dikehendaki oleh:

a. Pemerintah;

b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rgyon
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c. Sekurang-kurangnya dua puluh lima orang atagBewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong:

(2) Dalam hal-hal termaksud dalam ay&tutuf-huruf b dan ¢ Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong memberitahukannypatta Pemerintah untuk
dipertimbangkan.

(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyatdag Royong segera mengundang
Anggota-anggota untuk menghadiri persidangan lizesab
a. setelah diberitahu tentang kehendak Petabrtermaksud ayat 1 huruf a;

b. setelah maksud pihak Dewan Perwakilan RaBgéong Royong tersebut dalam ayat
(1) huruf b dan c mendapat persetujuan pemerintah.
2. Ketentuan umum tentang rapat-rapat.
Pasal 68.
(1) Ketua atau Wakil Ketua Dewan PerwakiRakyat Gotong Royong membuka dan
menutup rapat-rapat pleno.

(2) Waktu-waktu rapat-rapat pleno Dewamwakilan Rakyat Gotong Royong ialah:
a. pagi; mulai jam 09.00 sampai jam 14.00 gedakerja-biasa dan mulai jam 08.30
sampai jam 11.30 pada hari Jumat.

b. malam:. mulai jam 19.30 sampai jam 23.30.
(3) Jika perlu, Pimpinan Dewan PerwakiRakyat Gotong Royong dapat menentukan
waktu lain.
Pasal 69.

(1) Sebelum menghadiri rapat, setiaggata menandatangani daftar hadir.

(2) Apabila daftar hadir telah ditandadani oleh lebih dari seperdua jumlah
anggota persidangan, maka Ketua rapat membuka rapat

Pasal 70.

(1) Jika pada waktu yang telah ditetapkatuk pembukaan rapat jumlah anggota
yang diperlukan belum juga tercapai, maka Ketuatrapembuka pertemuan. la dapat juga
menyuruh mengumumkan surat-surat masuk.

(2) Kemudian rapat diundurkan oleh ketapat selambat- lambatnya satu jam.

(3) jika pada akhir waktu pengundurangydimaksud dalam ayat (2) belum juga
tercapai quorum, maka Ketua rapat membuka rapalanDaapat ini boleh diadakan
perundingan, tetapi tidak diperbolehkan mengangsilatu keputusan.

(4) Dalam hal yang dimaksud dalam agaP{mpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Gotong Royong menetapkan lebih lanjut bilamanatrakan diadakan lagi, kecuali kalau
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dalam acara rapat-rapat yang sedang berlaku tedatiakan waktu untuk membicarakan
pokok pembicaraan yang bersangkutan.
3. Perundingan
Pasal 71.
Perundingan dalam rapat pleno dilakukan peegabicaraan tingkat Il dan pembicaraan
tingkat V.
Pasal 72.

(1) Dalam pembicaraan tingkat Il ituganggota wakil Golongan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan, sedangkan Pemerintah mésanb@ivabannya.

(2)  Apabila menurut pendapat PimpinawBn Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawaiddk tperlu diadakan tingkat
pembicaraan selanjutnya, maka Dewan Perwakilan&®&kgtong Royong dapat mengambil
keputusan mengenai pokok pembicaraan itu dengarberéman kesempatan kepada
jurubicara-jurubicara Golongan mengucapkan kata-texakhir dimana perlu.

(3) Jika tidak perlu diambil sesuatukigggan, Ketua rapat menyatakan bahwa
perundingan telah selesai.

Pasal 73.
Pembicaraan tingkat V dalam rapat pelitakukan menurut prosedure sebagai
berikut:
a. atas nama Pimpinan Dewan Perwakilan Raky&rgoRoyong, Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau Ketua (Waldtud) Komisi atau Panitia Khusus
yang bersangkutan membacakan Rumusan Pimpinan D&wemakilan Rakyat Gotong

Royong tentang pembicaraan tingkat IV data Komntesii&anitia Khusus;

b. para jurubicara Golongan-golongan meagkan kata-kata terakhir;
C. Pemerintah menyampaikan sambutannya;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengaképutusan atas pokok

pembicaraan yang bersangkutan.
Pasal 74.
(1) Anggota berbicara di tempat yangdiakan untuk itu setelah mendapat izin
dari Ketua rapat.
(2) Pembicara tidak boleh digangdarsea ia berbicara.
Pasal 75.
(1) Pada permulaan atau selama perundifgaumpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Gotong Royong dapat mengadakan ketentuan mengenanya pidato para anggota
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Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong.

(2) Bilamana pembicara telah melampmatas waktu yang telah ditetapkan, Ketua
rapat memperingatkan pembicara supaya mengaktatgnya. Pembicara memenuhi
permintaan itu.

Pasal 76.

(2) Untuk kepentingan perundingan Ketapat dapat menetapkan, bahwa sebelum
perundingan mengenai sesuatu hal dimulai, para jeanab mencatatkan nama terlebih
dahulu.

(2) Pencatatan nama itu dapat juga dilakultas nama pembicara oleh Ketua
Golongannya.

Pasal 77.

(1) Giliran pembicara diberikan menurtitan permintaan.

(2) Untuk kepentingan perundingan Ketyaatalapat mengadakan penyimpangan dari
urutan pembicara termaksud dalam ayat (1).

(3) Seorang anggota yang berhalangda paktu mendapat giliran berbicara,
dapat diganti oleh seseorang anggota lain darir@galonya.

Pasal 78.

(1) Dengan memperhatikan ketentuan-ketendalam pasal 79 dan pasal 80,
setiap waktu dapat diberikan kesempatan berbicgyada anggota untuk:

a. minta penjelasan tentang duduknya perleyar@rnya mengenai soal yang sedang
dibicarakan;

b.  mengajukan usul prosedure soal yang sedi@igarakan;

c. menjawab soal-soal perseorangan mengeamaeddiri; d..mengajukan usul untuk
menunda perundingan.

(2) Ketua rapat memperingatkan kepadatrdyahwa prosedure pembicaraan
seorang anggota menyimpang atau bertentangan dBegaturan Tata-tertib.

Pasal 79.

(1) Seorang pembicara yang diberi kes¢éampantuk mengadakan interupsi mengenai
salah satu hal tersebut dalam pasal 78 ayat (ak tidleh melebihi waktu sepuluh menit
masing-masing.

(2) Terhadap pembicaraan mengenai alalehsebut dalam pasal 78 ayat (1)
huruf a dan c tidak diadakan perdebatan.

(3) Sebelum rapat melanjutkan peruraingnengenai soal- soal yang menjadi

acara rapat hari itu, jika dianggap perlu oleh Keatpat dapat diambil keputusan terhadap
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pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam p8satat (1) huruf b dan d.
Pasal 80.

(1) Penyimpangan dari pokok pembicar&aayali dalam hal- hal tersebut
dalam pasal 78 tidak diperkenankan.

(2)  Apabila seorang pembicara menyimpdag pokok pembicaraan, maka Ketua
rapat memperingatkannya dan memintanya supaya parabikembali kepada pokok
pembicaraan.

Pasal 81.

(2) Apabila seorang pembicara dalant m@nggunakan perkataan-perkataan yang
tidak layak, mengganggu ketertiban atau menganurkatuk melakukan perbuatan-
perbuatan yang tidak sah, maka Ketua rapat membsghat dan memperingatkan supaya
pembicara tertib kembali.

(2) Dalam hal demikian Ketua rapat membkesempatan kepada pembicara yang
bersangkutan untuk menarik kembali perkataan yamgyebabkan ia diberi peringatan. Jika
ia mempergunakan kesempatan ini maka perkataamatpark tersebut tidak dimuat dalam
risalah resmi tentang perundingan itu, karena @japgebagai tidak diucapkan.

3) Ketentuand-ketentuan yang terseblandeayat (1) berlaku juga bagi anggota-
anggota lain.

Pasal 82.

(1) Apabila seorang pembicara tidak meuhé peringatan Ketua rapat yang tersebut
dalam pasal-pasal 80 ayat (2) dan 81 ayat (1) mtengulangi pelanggaran atas ketentuan
tersebut diatas, maka Ketua rapat dapat melarangeyaruskan pembicaraan.

(2) Jika dianggap perlu, Ketua rapgtadlanelarang pembicara yang dimaksud dalam
ayat (1) terus menghadiri rapat yang merundingkahyang bersangkutan.

(3) Jika anggota yang bersangkutan tadighkat menerima keputusan Ketua rapat yang
dimaksud dalam ayat (2) di atas, ia dapat mengajpkasoalannya kepada rapat. Untuk itu
ia diperbolehkan berbicara selama-lamanya sepuletitrdan tanpa perdebatan rapat terus
mengambil keputusan.

Pasal 83.

(1) Setelah diperingatkan untuk keduankal Ketua rapat dapat melarang anggota-
anggota yang melakukan pelanggaran yang dimakskadndaasal 81 ayat (1) untuk terus
menghadiri rapat itu.

(2) Ketentuan-ketentuan yang termuatmgbasal 82 ayat (3) berlaku juga dalam
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hal yang termaksud dalam ayat (1) diatas.
Pasal 84.

(1) Anggota, yang baginya berlaku katen dalam pasal 82 ayat (2) dan pasal 83
ayat (1) diharuskan dengan segara keluar dari ema8glang Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong.

(2) Yang dimaksud dengan Ruangan Sidersgbut dalam ayat (1) ialah ruangan
rapat pleno termasuk ruangan untuk umum, undangiaedamu lainnya.

(3) Jika anggota, yang baginya berlkétentuan dalam pasal 82 ayat (2) dan
pasal 83 ayat (1 ) memasuki Ruangan Sidang DewavaRigan Rakyat Gotong Royong,
maka Ketua rapat berkewajiban untuk menyuruh asggwimeninggalkan ruangan Sidang
dan apabila ia tidak mengindahkan perintah itu, aretls perintah Ketua rapat ia dapat
dikeluarkan dengan paksa.

Pasal 85.
(1) Apabila Ketua rapat menganggap peniaka ia boleh menunda rapat.
(2) Lamanya penundaan tidak boleh mblekaktu dua belas jam.

Pasal 86.

(1) Selama perundingan Ketua rapat haayat berbicara untuk melanjutkan
duduk perkara yang sebenarnya atau untuk mengdwbaderundingan itu kepada pokok
pembicaraan, apabila perundingan itu menyimpanigod&oknya.

(2) Apabila Ketua rapat hendak turutbeara tentang soal yang sedang dirundingkan,
maka ia untuk sementara meninggalkan tempat dudukiay ia kembali sesudah habis
berbicara, dalam hal demikian jabatan Ketua dalapatruntuk sementara diatur menurut
cara yang ditentukan dalam pasal 4 ayat

4. Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
Pasal 87.

Mengenai setiap rapat terbuka dibuat RisRlesmi, yakni laporan tulisan-cepat yang
selain dari pada semua pengumuman dan perundirgentglah dilakukan dalam rapat,
memuat juga
1. acara rapat,

2. nama anggota yang telah menanda-tangair deftlir yang dimaksud dalam pasal 69;
3. nama-nama para Menteri yang mewakili Pertadrin
4. keterangan tentang hasil pengambilan kepaotus

Pasal 88.

Sesudah rapat selesai, maka selekas-lek&spgaa anggota Dewan Perwakilan
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Rakyat Gotong Royong, demikian pula kepada paratdfieyang hadir, mewakili
Pemerintah, dikirimkan Risalah Resmi sementara.
Pasal 89.

(1) Dalam tempo empat hari setiap angBetaan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
dan Menteri yang mewakili Pemerintah mendapat kes#an untuk mengadakan perubahan
dalam bagian risalah yang memuat pidatonya, targggabah maksud pidatonya.

(2) Sesudah tempo yang dimaksud dalah(@y lewat, maka Risalah Resmi
selekas-lekasnya (ditetapkan oleh Ketua rapat.

(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat @&gtRoyong memutuskan, apabila
timbul perbedaan pendapat tentang isi Risalah Resmi

5. Rapat tertutup.
Pasal 90.

Atas keputusan Pimpinan Dewan PerwakilakyRiaGotong Royong dapat diadakan

rapat tertutup Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rgyon
Pasal 91

(1) Pada waktu rapat terbuka, pintu-piRtangan Sidang dapat ditutup jika Ketua
rapat menimbangnya perlu atau diusulkan kepadaaKetpat oleh sekurang- kurangnya
sepuluh orang anggota.

(2) Sesudah pintu-pintu ditutup Ketwgpat memutuskan apakah musyawarah
selanjutnya dilakukan dalam rapat tertutup.

Pasal 92.

(1) Pembicaraan-pembicaraan dalam rapaitup adalah untuk tidak diumumkan,
kecuali jika rapat memutuskan untuk mengumumkaurglehya atau sebagainya.

(2) Atas usul Ketua rapat, Wakil Pemiatinatau sekurang- kurangnya sepuluh orang
anggota yang hadir dalam ruangan rapat, rapat dapaskan, bahwa pembicaraan-
pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia.

(3) Penghapusan sifat rahasia itu daifstukan terhadap seluruh atau sebagian
pembicaraan-pembicaraan.

(4) Rahasia itu harus dipegang olehusearang yang hadir dalam rapat tertutup
itu, demikian juga oleh mereka yang berhubung dempgkerjaannya kemudian mengetahui
apa yang dibicarakan itu.

Pasal 93.
(1) Mengenai rapat tertutup dibuat fapatulisan cepat atau hanyalah laporan

singkat tentang perundingan yang dilakukan.
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(2) Diatas laporan itu harus dicantamkliengan jelas pernyataan mengenai sifat

rapat, yaitu:
a. "Hanya untuk yang diundang”, untuk rapattap pada umumnya;
b. "Rahasia" untuk rapat tertutup yang dimakanddalam pasal 92 ayat (2).

(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat @&gt&koyong dapat memutuskan, bahwa
sesuatu hal yang dibicarakan dalam rapat tertiudiag timasukkan dalam laporan.

6. Presiden dan Menteri-menteri.
Pasal 94.

(1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat @gt®oyong dapat mengundang Presiden
dan Menteri-menteri untuk menghadiri rapat plenow&e Perwakilan Rakyat Gotong
Royong.

(2) Apabila Presiden berhalangan hawaka ia dapat diwakili oleh Menteri yang
bersangkutan sebagai pembantunya.

Pasal 95.

(2) Para Menteri memenuhi undangan PimmpiDawan Perwakilan Rakyat Gotong
Royon untuk keperluan musyawarah seperti termalalain pasal 1.

(2) Undangna tersebut dalam ayat (1)|pasdisampaikan kepada Menteri yang
bersangkutan dengan mengemukakan persoalan yangliakasyawarahkan serta dengan
memberikan waktu secukupnya untuk mempelajari pésadersebut.

(3) Tanpa mendapat undangan para Merapatdoula mengunjungi rapat-rapat
pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 96.

(1) Presiden dan para Menteri mempurgrapat duduk yang tertentu dalam
ruangan Sidang Dewan Perwakilan Rakayt Gotong Rpyon

(2) Ketua rapat mempersilahkan Presatau Menteri berbicara apabila dan
setiap kali ia menghendakinya.

7. Cara megambil keputusan.
A. Mengenai soal.
Pasal 97.

(1) Keputusan diambil dengan kata mafak

(2) Sebelum diambil keputusan, juru-tac&olongan-golongan diberi kesempatan
untuk mengucapkan kata-kata terakhir.

B. Mengenai orang.
Pasal 98.
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Setiap keputusan mengenai orang diambil alenertulis, kecuali jika Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong segera memutuskam ldengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan dalam pasal 97.

8. Cara mengubah acara rapat-rapat yang sudahpdiet.
Pasal 99.

Acara rapat-rapat yang sudah ditetapkan Bietpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong segera diperbanyak dan dibagikandeepara anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong selambat-lambatnya semindoels® acara tersebut mulai berlaku.

Pasal 100.

Usul-usul perubahan mengenai acara rapat-ngang sudah ditetapkan oleh Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakat Gotong Royong baik berupahbadan waktu dan atau pokok-
pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supakak{pmkok pembicaraan baru
dimasukkan kedalam acara, disampaikan denganisekagpada Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong. Dalam hal yang belakangahanis disebutkan pokok pembicaraan
yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam acarandeétu yang diminta disediakan dalam
acara untuk membicarakan pokok tersebut.

Pasal 101.

(1)  Usul perubahan itu harus ditandasaum oleh sekurang- kurangnya lima orang
anggota atau oleh Pimpinan Komisi/Golongan dalarh usal perubahan diajukan oleh
sesuatu Komisi/Golongan.

(2) Usul perubahan itu harus diajukalambat-lambatnya dua hari sebelum
acara rapat-rapat yang bersangkutan mulai berlaku.

Pasal 102.

(1) Usul-usul perubahan acara yang tesmaldalam pasal-pasal 101 dan 102 dibawa
oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Roydmy dalam rapat Panitia
Musyawarah.

(2)  Apabila Panitia Musyawarah tidakmygetujui usul-usul itu dan juga dalam
hal ternyata tidak ada usul-usul masuk dalam wgdtg ditentukan itu, maka acara rapat-
rapat yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Dewaw#&lelan Rakyat Gotong Royong
berlaku terus.

Pasal 103.

(1) Dalam keadaan yang mendesak, malardiedpat pleno yang sedang berlangsung

dapat diadakan perubahan acara oleh:

a. Ketua rapat;
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b.  Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat GotongdRgy

(2) Perubahan acara dalam keadaan mandkspat pula diusulkan kepada Ketua
rapat/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rgyoieh Pemerintah atau oleh
sekurang-kurangnya dua puluh lima orang anggota.

9. Peninjau.
Pasal 104.

(1) Para peninjau harus mentaati sdgellentuan mengenai ketertiban yang
diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

(2) Para peninjau dilarang menyatakaddasetuju atau tidak setujunya, baik
dengan perkataan maupun dengan cara lain.

(3) Para peninjau dilarang pula merkiagtangan rapat pleno.
Pasal 105.

(1) Ketua rapat menjaga, supaya ketenketentuan dalam pasal 104 diperhatikan
dan memelihara suasana yang tertib.

(2) Apabila ketentuan-ketentuan itu mggar, maka Ketua rapat memerintahkan
para peninjau yang mengganggu ketertiban untukmggaikan ruangan sidang.

3) Ketua rapat berhak untuk mengeluarkaeminjau-peninjau yang tidak
mengindahkan perintah itu dengan paksa, kalau derigan bantuan polisi.

(4) Dalam hal termaksud dalam ayat (2ppms Ketua rapat dapat juga menutup rapat.

BAB VIII.
MENGANJURKAN SESEORANG DAN SURAT-SURAT MASUK.
Pasal 106.

(1) Apabila oleh Undang-undang ditentykaahwa Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong diwajibkan mengajukan anjuran calon untukgms sesuatu jabatan yang lowong,
maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royomgmutuskan cara
pelaksanaannya.

(2) Cara pelaksanaan termaksud dalam(ayaasal ini bersifat rahasia.

Pasal 107.

Anjuran yang termuat dalam pasal 106 olehpitian Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong disampaikan dengan tertulis kepada Pempriniengan disertai pemberitaan
mengenai pemilihan calon-calon.

Pasal 108.
(1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyatdag royong menentukan apa yang

harus diperbuat dengan surat-surat masuk dan/aaaroskannya kepada Komisi-komisi
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atau Panitia yang bersangkutan

(2) Mengenai surat-surat yang diternskepada Komisi, oleh Panitera Komisi
dibuat daftar, yang memuat dengan singkat isi ssuret itu.

(3) Salinan daftar surat-surat termakdalhm ayat (2) pasal ini disampaikan kepada
semua anggota Komisi untuk diketahui.

4) Ketua Komisi dan Wakil-wakil Ketua Kdsi memeriksa surat-surat dan
menetapkan bagaimana cara menyelesaikannya, dpaggartian, bahwa Ketua dan Wakil-
wakil Ketua Komisi berhak menyuruh simpan suragsyang tidak perlu diselesaikan.

(5) Ketetapan tentang cara menyetasasurat-surat itu dibubuhi dalam daftar
surat-surat asli, yang ada pada Panitera Komisitel@edia bagi para anggota Komisi untuk
dipelajari.

(6) Surat-surat yang menurut anggapetud&atau Wakil Ketua Komisi memuat
soal yang penting, diajukan oleh Ketua Komisi dafapat Komisi untuk dirundingkan dan
ditetapkan cara menyelesaikannya.

(7)  Anggota-anggota Komisi, setelah ragksa daftar surat- surat termaksud dalam
ayat (3) pasal ini dan atau asli daftar tersebngyydimaksudkan dalam ayat (2) pasal
ini, dapat juga mengusulkan, supaya surat-surag ggnurut anggota mereka memuat soal-
soal yang penting, diajukan dalam rapat Komisi kiioundingkan dan ditetapkan cara
menyelesaikannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 109.

(1) Hal-hal yang belum diatur dalamgteran ini ditetapkan dengan Peraturan
Presiden atas usul Pimpinan Dewan Perwakilan Ra&kgting Royong setelah mendengar
pertimbangan Pemerintah.

(2) Hal-hal lain ditetapkan oleh Pimpiraawan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
berdasarkan Peraturan Presiden tentang Peratutantef@b Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong.

Pasal 110.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hartajitean.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahumgaerintahkan pengundangannya
Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalamdramiNegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 1964.
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD'ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 32 TAHUN 1964
tentang
PERATURAN TATA-TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG.

UMUM.

Semenjak D.P.R.-G.R. dilantik di Istanaghi@ pada tanggal 25 Juni 1960 maka
D.P.R.-G.R. sebagai Badan Perlengkapan Negara aa&dakukan tugasnya dalam rangka
demokrasi terpimpin telah mengalami banyak perubgigaubahan dalam cara kerjanya.
Selama itu D.P.R.-G.R. telah menemukan bentuk-Bes#ta-kerja yang sedikit banyak
menyimpang dari ketentuan-ketentuan Peraturantédih-yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960. Berhubunggaaieitu, maka untuk menyesuaikan
tata-tertib D.P.R.-G.R. dengan perkembangan caja-keP.R.-G.R. telah dibentuk sebuah
Panitia Khusus pada tanggal 24 Agustus 1962. Ranittelah menyelesaikan tugasnya pada
akhir bulan Pebruari 1963. Dalam pada itu proces-dsekerja D.P.R.-G.R. mencari bentuk
efisiensi maupun cara-kerja yang lebih sesuai derglam demokrasi terpimpin terus
berlangsung untuk menjaga jangan sampai Peratatantdrtib menjadi jauh ketinggalan
dengan adanya perkembangan baru itu, maka sekaismgpap telah tiba saatnya untuk
merumuskan dan menuangkannya dalam suatu persatizatertib baru. Akibatnya perlu

banyak ditambahkan pasal-pasal baru, disampingaigmyla pasal-pasal yang harus diubah,
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dihapuskan ataupun diganti.
Dalam garis besarnya Perubahan-perubahamdératuran Tata-tertib yang kami
maksudkan itu dapat digambarkan sebagai berikut :
I.  Mengenai pembentukan Undang-undasedibkan khusus satu Bab (Bab 1V) :
1. Pembicaraan dari tiap-tiap rancangan Undemiang dilakukan dalam lima tingkat
yaitu :
rapat golongan-golongan (tingkat I);
rapat pleno terbuka (tingkat Il)
kembali dalam rapat Golongan-golonga

rapat komisi (tingkat 1V)

® 2 o T p

rapat pleno terbuka (tingkat 1V)

2. Untuk merealisir prinsip hikmah kebijakaan dalam permusyawaratan/perwakilan
seperti tercantum dalam prakata Undang-undang DH345 rancangan Undang-undang
dilakukan dalam komisi-komisi sampai tercapai katafakat. Prosedure ini berlaku juga
terhadap pembicaraan lain-lain hal. Begitu pulal-usul perubahan mengenai sesuatu
rancangan Undang-undang baik yang berasal darifgaiemaupun yang diajukan oleh
anggota-anggota D.P.R.-G.R., dibicarakan danelisédan dalam rapat-rapat komisi. Untuk
para Anggota D.P.R.-G.R. diluar komisi yang berkatan diberi kesempatan untuk
mengajukan usul-usul perubahan melalui Pimpinan .m-B.R., jadi tempat untuk
mengajukan dan membicarakan usul perubahan (amamjebukan dalam rapat pleno
melainkan dalam komisi (komisi-komisi yang bersarigh).

3. Dalam suatu pasal baru yaitu pasal 46 gketa, bahwa sebelum presiden
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Unaaohapg terlebih dahulu didengar
pertimbangan Pimpinan D.P.R.-G.R.

4, Hal ini bukanlah soal baru, akan tetapisudertahun-tahun berlaku juga dalam D.P.R.
sebelum terbentuknya D.P.R.-G.R. Sejak lama adaesmnt antara D.P.R. dengan
Pemerintah, bahwa pada umumnya sebelum Pemerin@atgatnarkan suatu peraturan
darurat yang mempunyai kekuatan hukum sama dengadargd-undang, diadakan terlebih
dulu "kontak" dengan Pimpinan D.P.R. (Panitia Pesyawaratan). Sudah barang- tentu
sekarang juga dalam D.P.R.-G.R. hal ini dianggapaddpenting sekali untuk maksud kerja
sama yang erat antara Pemerintah dan D.P.R.-GrRkadtana itu adalah baik untuk diatur
dalam Peraturan Tata-tertib ini.

4. Selanjutnya untuk melancarkan kerja saasgang baik antara Pemerintah dan
D.P.R.-G.R., maka dianggap perlu untuk menambabkliatu ayat baru pada pasal 29.
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Peraturan Tata- tertib lama yaitu mewajibkan paeateri untuk menghadiri musyawarah-
musyawarah D.P.R.-G.R. atas undangan Pimpinan DE&R (Pasal 32 Peraturan Tata-
tertib).

II. Pembahasan Laporan Badan Pemeriksmkgan lebih mendapat perhatian
dari D.P.R.-G.R. dan diatur dalam suatu Bab teiisgf@hb V) dan diperlakukan sebagai
pembicaraan suatu rancangan Undang-undang. Begéawptuk pokok/hal lain di luar
rancangan Undang-undang misalnya pernyataan pendéagar dalam Bab VI.

Il Tugas dan funksi Golongan-golongdalam D.P.R.-G.R. dalam prakteknya
berkembang sedemikian rupa, sehingga memainkamaserpenting dan merupakan alat
pembantu Pimpinan D.P.R.-G.R. yang baik dalam usa¢lancarkan pekerjaan D.P.R.G.R.
di samping badan-badan pembantu Pimpinan D.P.R.-faifhya. Karena itu Golongan-
golongan ditingkatkan menjadi Badan Perlengkapdh®-G.R. dan dalam Bab Il tentang
Badan-badan perlengkapan D.P.R.-G.R. disediakanu Sparagrap tersendiri yaitu S 6
(dalam Tata-tertib lama dimuat dalam Bab VI).

V. Untuk melancarkan tugas badan-baBarengkapan D.P.R. -G.R. khususnya
Panitia Rumah Tangga dan Panitia Anggaran gunaapanefisiensi, maka di luar Pimpinan
D.P.R.-G. R. diangkat Ketua Harian diantara pamggatanya yang akan memimpin rapat-
rapat, jika Pimpinan D,P.R.-G.R. berhalangan. Untdnjamin tepatnya menyusun acara
rapat-rapat D.P.R.-G.R. dan lancarnya perundingaonnglingan, maka dalam pasal 9
Peraturan Tata-tertib ini ditetapkan, bahwa keateggmya Panitia Musyawarah terdiri dari
Pimpinan D.P.R.-G.R., para Ketua Golongan-golongalam D.P.R.-G.R. dari para Ketua
Komisi-komisi.

V. Selanjutnya diadakan Bab | baru yarepgatur kedudukan tugas dan wewenang
D.P.R.-G.R.

Pasal ini dapat dipecah dalam beberapa tggitu misalnya:
a. D.P.R.-G.R. adalah pembantu Presiden/MariddM.P.R.S. dalam bidang legislatief.
b. Anggota D.P.R.-G.R. juga menjadi anggotR.K.S.
C. D.P.R,-G.R. bekerja bantu-membantu defganerintah berdasarkan musyawarah
atas azas kegotong-royongan dalam rangka dema&rpsnpin, menuju kesosialisme
Indonesia.

Untuk lebih menjelaskan lagi kedudukan tlagas D.P.R.- G.R, dalam rangka ketata-
negaraan kita maka dianggap perlu menambah saligaam Peraturan Tata-tertib
ini yang senantiasa memperingatkan kepada kedudid@tugas D,P.R.-G.R., serta

kedudukan dan tugas para anggotanya.
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VI. Dalam Bab Il tentang Anggota D.R®R. dan Anggota Pimpinan D.P.R.G.R
pasal 5 ditetapkan, bahwa para Anggota D.P.R.-tBl&k dapat dituntut di muka pengadilan
karena apa yang dikatakannya dalam rapat atau diiteghukakannya dengan surat kepada
D.P.R.-G.R., kecuali jika mereka dengan itu mendexkan apa yang harus dirahasiakan
(imunitet). Hal ini adalah penting sekali untuk sse@y Anggota D.P.R.-G.R. supaya ia bebas
dapat mengemukakan sesuatu dengan tidak dipengaelihrasa takut jika ia berkeyakinan,
bahwa mengemukakan hal itu adalah untuk kepentidggara dalam rangka demokrasi
terpimpin dan menuju ke-cita-cita sosialisme Inci@e

VII. Pasal-pasal Peraturan Tata-tertib lakagena dalam praktek tidak dilaksanakan,
dihapuskan: umpamanya pembacaan surat-surat mesakn dapat pleno, penyerahan
pemeriksaan surat-surat masuk kepada Panitia KhatsusKomisi-komisi (pasal 74, 116-
118 Tata-tertib lama), karena alam rapat-rapatgfekretaris rapat dalam praktek tidak lagi
membacakan surat-surat masuk dan surat-surat térsetns dibagikan kepada Komisi-
komisi.

Pasal-pasal mengenai prosedure pembicassiusul perubahan acara rapat yang
dianggap tidak sesuai dalam rangka Demokrasi t@ipigihapuskan (pasal 108 dan 109).

VIII. Perubahan-perubahan lain yang merapgserubahan- perubahan kecil
kiranya tak perlu dijelaskan lebih lanjut, kareifataya hanya untuk memperbaiki redaksi,
atau untuk memperbaiki sesuatu ketentuan secdraisegupaya lebih sesuai dengan

peraturan-peraturan lainnya atau keadaan sekarang.

PASAL DEMI PASAL
1. SISTIMATIK.
Sebagai akibat dari perubahan-perubahaeltersli atas, maka sistimatiknyapun

mengalami perubahan, sehingga menjadi sebagaulerik

Bab | - tentang : Kedudukarga@s dan Wewenang D.P.R. -G.R
Bab Il - tentang : Anggota IRRG.R. dan Anggota Pimpinan D.P.R.G. R..
Bab IlI - tentang : Badan-badrerlengkapan D.P.R.- G.R, ialah:

Panitia Musyawarah,
Panitia Rumah Tangga

Komisi-komisi,

1

2

3

4.  Panitia Anggaran,
5 Panitia Khusus,
6

Golongan-golongan,
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7. Sekretariat D.P.RRG
Untuk masing-mastigsediakan satu paragrap tersendiri.
Bab IV -- tentang: Pembentukan Undandang, yaitu :
Ketentuan Umum,
Tingkatan pembicaraan,
Catatan risalah, lgmrumusan. nota perubahan, naskah baru,

1

2

3

4.  Peraturan Pemeriftahgganti Undang-undang,

5 Rancangan Undang-agdasul inisiatip D.P.R. -G.R.,
6

Rancangan Undang-agdanggaran Pendapatan dan Belanja.

Bab V -- tentang: Pembicaraapdran Badan Pemeriksa Keuangan.
Bab VI -- tentang: Pembicaraampataan pendapat dan hal-hal lain.
Bab VII -- tentang: Persidangan &apat.
Bab VIII -- tentang: Menganjurkagssorang dan surat-surat masuk.
Bab IX -- tentang: Ketentuan Repu
2. PASAL-PASAL.
Cukup jelas.
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1964 YANG TELAH DICETAK ULANG
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